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ABSTRAK 

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu fungsi DPRE 
dalam membentuk Peraturan Daerah bcrsama Kepala Daerah, baik walikota 
ataupun bupati. Usul Rancangall Peraturan Daerah bisa datang dari walikota, 
bisa juga datang dari DPRD KabupatenIKota, jika datang dari DPRD disebut 
dengan hak inisiati 1'. 

Hak Inisiatif DPRD diatur dalam 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, pada pasal 
80; 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
pada pasal 44 ayat (1); 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD; 4) Khusus untuk 
DPRD Kota Palangka Raya diatur dalam Keputusan DPRD Kota Palangka 
Raya IVomor 188.4.43/16lDPRDl2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD 
Kota Palangka Raya Periode 2004 - 2009. 

Hak inisiatif ini sangat penting, karena melalui hak ini DPRD dapat 
memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, akan tetapi dalam 
kenyataannya DPRD Kota Palangka Raya sampai saat ini belum dapat 
merealisasikan hak inisiatifnya. 

Permasalahan dalam penelitian ini :1) Mengapa DPRD Kota Palangka 
Raya belurn dapat mengimplementasikan hak inisiatifnya ; dan 2) Apa solusi 
yang harus ditempuh oleh DPRD Kota Palangka Raya agar dapat 
mengimplementasikan hak inisiatif. 

Penelitian ini cukup menarik untuk diteliti karena pemilu legislatif tahun 
2004 dilaksanakan secara langsung sehingga anggota DPRD yang terpilih 
sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, disamping itu juga anggota DPRD 
Kota Palangka Raya hasil pemilu 2004 tingkat pendidikannya mayoritas 
sarjana, dengan adanya fenomena ini diharapkan mereka punya kualitas yang 
tinggi. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun teses ini adalah 
normatif dan emperis, dalam ha1 ini penulis mengambil sumber data dari 
kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian penulis 
membandingkannya dengan yang ada dilapangan. T h i k  pengumpulan data 
adalah dengan wawancara, angket dan dokumentasi. Metode pendekatan yang 
dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan teorites, 
yuridis dan politis. 

Penelitian ini berhasil menjawab masalah-masalah penelitian, dan 
menyimpulkan sebagai berikut: 



Hak Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya sampai saat ini belum dapat 
diimplen~entasi kan, kandala-kandalanya adalah : 

I .  Kandula-kandala intcrin, Yaitu : 
a. I'cmahaman anggota III'RD Kota I'alangka Raya tentang Lcgal Drafting 

masih rendah. Dari 25 anggota DPRD Kota Palangka Raya hanya 4 
(empat) orang atau 16 % yang menyatakan paharn. 

b. Faktor tingkat dan latar belakang pendidikan. 
Untuk tingkat pendidikan masih ada yang berpendidikan SLTA yaitu 7 
orang atau 28 %, Strata 1 ada 17 orang atau 68 % dan Strata 2 ada 1 
orang atau 4 %. Sclan.iutnya latar bclakang pcndidikan tcrnyata banyak 
yang berpendidikan sarjana non hukum yaitu 22 orang atau 88 %, 
sedangkan yang berpendidikan sarjana hukum hanya 3 orang atau 12 %. 

c. Banyaknya anggota DPRD Kota Palangka Raya yang rangkap jabatan, 
jumlahnya ada 17 orang atau 68 %. Pada umumnya mereka yang rangkap 
jabatan ini punya usaha bisnis, seperti CV, PT dan usaha lainnya. Akibat 
jabatan rangkap ini mereka tidak terlalu fokus terhadap tugas-tugas 
sebagai anggota DPRD. 

2. Kandala-kandala ckstrcn, yaitu : 
a. Banyaknya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh eksekutif 

sehingga anggota DPRD Kota Palangka Raya tidak termotivasi lagi untuk 
membuat Reperda. 

b. Eksekutif mempunyai aparat yang lengkap sedangkan DPRD tidak 
mempunyai aparat yang lengkap. 

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh DPRD Kota 
Palangka Raya agar dapat mengimplementasikan hak inisiatifnya adalah : 
1. Perlu diadakan Pendidikan dan Pelatihan tentang Teori Perundang- 

undangan dan Teknik Pembuatan Perundang-undangan, sesuai dengan saran 
yang disarnpaikan oleh DPRD Kota Palangka Raya. Alasannya adalah 
walaupun anggota DPRD Kota Palangka Raya mayoritas sarjana, akan 
tetapi mereka terdiri dari berbagai bidang disiplin ilmu. 

2. Anggota DPRD Kota Palangka Raya yang mempunyai rangkap jabatan agar 
supaya lebih fokus kepada pekerjaan sebagai anggota DPRD sesuai dengan 
sumpah atau janji yang diucapkan sebelum memangku jabatan. Oleh sebab 
it11 scbagai unggota III'RII linrt~s mcngr~tamakan kcpcntingan r~mum dari 
pada kepenti ngan pri bad i. 

3. DPRD Kota Palangka Raya perlu meningkatkan kinerjanya sehingga dapat 
merealisasikan hak inisiatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat 
yang diembannya. Oleh sebab itu anggota DPRD Kota Palangka Raya 
jangan cuma menunggu Rancangan Peraturan Daerah yang datang dari 
Eksekutif, karena Rancangan Perda yang datang dari eksekutif lebih 
memperhatikan kepentingan pemerintah. 
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BAB l 

P E N D A H U L U A N  

A. Lahr 13elakang 

Dalan~ sistem pemerintahan tiemokrasi, lembaga perwakilan rakyat 

merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya 

scpcrli, sistcm pcmi I illan, pcrsamaan di depan hukun~, kebcbasan 

mcngeluarkan pendapat, kcbe basan bcrscri kat dan skbagainya. Setiap sistem 

demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam ha1 

tertentu dibidang pembuatan keputusan mereka di lernbaga perwakilan.' 

Dibandingkan dengan demokrasi di Yunani, demokrasi di Inggeris 

sejak lahirnya Mugna Churta (1215), dan lahirnya demokrasi di Amerika 

Serikat sejak pengumuman kemerdekaan 4 Juli 1776 dan diperkokoh dalam 

konstitusinya ( 1  787), maka proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 berikut 

penjelmaan demokrasi dalam Pancasila dan UUD 1945 relatif masih muda 

usianya. Namun sebenarnya benih-benih dan pengalaman kehidupan 

berdemokrasi di Indonesia telah ada dan hampir di semua suku, marga, 

dusun, dan kerajaan di nusantara. 

Berdasarkan sejarah, maka periode 1950 - 1957 sebagai era paling 

demokratis dalam kehidupan politik karena eksekutif bergantung hidupnya 

- - - 

I Lyman Tower Sarjen, Ideologi Politik Kontemporer, Grarnedia, Jakarta, 198 1, ha1.44, 
Lihat juga Dahlan Thaib, DPR Dulum Sislem Ke/ufune~uruun Indone.sia, Liberty, Yogyakarta, 
13disi 11,2000, hal. I .  



pada dukungan DPR. Gambaran mengenai aktivitas DPR itulah yang 

dijadikan tolok ukur bagi adanya dcmokrasi. 'Tctapi kckuatan lain yang tidak 

menyukai sistem perlementer itu ken~i~dian berhasil mengakhiri kckuatan 

perlcmen pada tahun 1959, setelah lndoncsia mengalami ketidakstabilan 

politik dari tahun 1957 hingga taliun 1 959.2 

Mcmang dalam kcnyalaannya ncgara yang b;lru mcrdcka dan niasih 

bcrkcmbang, masili scring mclakukan pelanggaran HAM. Praktek-praktek 

pelanggaran tcrhadap hak-hak asasi manusia itu menjadi perdebatan serta 

menarik perhatian PDB, dan ini mcndorong dilaksanakannya Konferensi 

Inlernutionul Commi.s.sion c!/'.luri.sl taliun 1965 di Ijangkok yang bcrliasil 

merumuskan enam syarat agar suatu negara dapat disebut sebagai negara 

dem~kras i ,~  yaitu : 

I .  l'crlintlungan ko~~stitusio~~al tcrhadap liak-liak asrtsi manusia dalam 
arti bahwa konstitusi, selain men.jamin hak-hak individu. liarus 
mcncntukan pula cara proscdural untuk mcmperolch pcrlinctungan 
alas liak-hak yang dijaniin. 

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 
3. Pemililian umum yang bebas. 
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 
5. Kebebasan untuk berserikatlberorganisasi dan beroposisi. 
6. Pendidikan kewarganegaraan. 

Jika mcngikuti konscp yang dirumuskan Ko.?fi.ren.si ln/ern~l/iontrl 

(.'ommis.vion c?f'.luri.s/ di 13angkok ilu. bcnlrti salah sat11 ciri ncgara dcmokrasi 

Daniel S Lcv dalam Amir Santoso, I)e/nokrusi dun DI'R: Agendu MU.VU Lleptm, Dalam 
Bunga Rampai Fungsi LegaslatiJ'Dalum Sistem Politik Indonesia, Editor Miriam Budiardjo dan 
Ibrahim Ambong,, Rajawali Press , Jakarta, 1993, hal. 41. 

Dell Gilette Hitchner and Carol I,evinc, dalam lsmail Sunny, Mc.krmisme r)cvnokra.si 
Pancu.silu, Aksara D;~ru, Jakarta, 1987, hal. 0. 

i 



adalah bahwa negara tersebut haruslah memiliki lembaga perwakilan rakyat 

yang pengisiannya bcrdasarkan pc~nilihan umum. Dalam pcrkembangan 

se-jarah demokrasi, lembaga perwakilan sudah merupakan bagian dari 

perjalanan demokrasi itu sendiri, yang telah dimulai sejak pemerintahan 

Y unani . 

, Di lndoncsia Icmb;lga pcrwakilan rakyat tersebut diberi nama Dewan 

Pcrwakila~~ Rakyat atau (DI'R). I'cngadaan DPR dimaksudkan untuk 

memenuhi unsur negara demokrasi yang mulai abad ke 19. Dalam ha1 ini 

1,ogcmann hcrpcndapat "unsur ncgal-a Republ i k Indonesia yang memenuhi 

legitimasi suatu negara abad ke-19 dalam sistem pemerintahan negara 

berdasar UUD 1945, ialah adanya Dewan Perwakilan ~ a k ~ a t " . ~  

Lembaga Perwakilan Rakyat boleh terdiri dari satu kamar atau dua 

kamar (bicameral). Ada yang disebut parlemen atau legislatif dan 

namanyapun mungkin Congres, House of Commons, Diet, Knesset, 

Bundestag, atau Dewan Penvakilan Rakyat (DPR). Apapun sebutan dan 

narnanya namun yang pokok adalah keberadaan Lembaga Penvakilan 

Rakyat merupakan ha1 yang sangat esensial karena ia berfungsi untuk 

mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Lewat Lembaga Penvakilan 

4 Pendapat Logemann dikutip dari desertasi A. Hamid S. ~t tamimi ,  Perunnn Keptrtusan 
Presjden RI  &lam Peny&nggcirurin Pemerintuhrm Negurri, pisertasi dipertahankan pada 
tanggal 12 Desember 1990, pada Fak. Hukum Ull, Jakarta, ha1.109. 



I I 
Rakyat inilah aspirasi rakyat ditampung ke~nudian Itertuang dalam berbagai 

macam kebijakan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.j 

I'ara pakar i lniu pol i ti k yakin bahwa sislem pcrwakilan mcrupakan 

cara terbaik untuk membentuk "Representative Government ". Cara ini 

menjamin rakyat tetap ikut serta dalam proses politik tanpa hams terlibat 

sepenuhnya dalam proses itu. Duduknya seseorang di lembaga penvakilan, 

baik itu karena pengangkatan maupun r.elalui pemilihan umum 

mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakili. 

Ada dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan tenvakili 

yang terkenal, yaitu teori mandat dan teori kebeba~an.~ Dalam teori mandat, 

wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan 

terwakili dalam proses kehidupan politik. Bagi tenvakili teori ini lebih 

menguntungkan karena wakil dikontrol terus menerus. Perbedaan pandangan 

antara wakil dcngan tcrwakili dapat mengakibatkan menurunnya reputasi 

wakil. 

Dalam teori kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau 

terikat secara ketat dari tenvakili. Menurut teori it/* si wakil adalah orang- 

orang terpercaya dan terpi lih serta memi liki kesadaran hukum masyarakat 

Dalilan Thaib, DPR I>ulunr Sis/cm Kc/u/anc~uruan Indo,7esirr, Liberty, Yogyakarta, 
Edisi 1 1 .  2000, hal. I .  

6 Austin Ranney. The Governmanf of Mun, dalam Dahlan 'l'haib, Ihid., ha1.2 
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yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang 

diwakilinya atau atas nama rakyat. Uerlawanan dengan teori mandat, maka 

logika tcori kcbebasan wakil Icbili tcrfokus pada opcrasionalisasi tugas wakil 

itu sendiri. 

Adanya kemungkinan bahwa tenvakili merasa tidak tenvakili 

bcbcrapa atau sqjunilah masulah karcna kctidakhh:~manny:~ dcngan wakil 

tidak dapat dielak dalam teori ini. Namun tidaklah berarti bahwa tidak ada 

hak terwakili untuk mengontrol tindakan wakilnya yang tidak berfungsi. 

Hanya saja kontrol itu tidak berlangsung secara terus menerus. Dalam ha1 ini 

terwakili masih dapat menghukum wakilnya dalam pemilu berikutnya 

dengan jalan tidak memilih lagi. 

Iklim politik saat ini memang sudah lebih baik dari masa-masa 

lampau, tetapi secara keseluruhan masih belum kondusif terhadap 

perkenibangan mekanismc dcniokrasi yang kita harapkan. Masih ada 

kecendcrungan menanlpil kan sikap menang-nienangan pada semantara pihak 

pemagang kekuasaan, masih adanya sikap hanya mengabdi pada kekuasaan 

pcjabat-pcia bat pcl:lksanaan ncgara, budaya ~ M J L I I I  ] ?uke~ lu l~  yang 

mengaburkan kemampuan berpikir jernih, obyektif dan progresif. Semua itu 

berbaur ke dalam sistem dan outputnya adalah iklim politik yang tidak 



menguntungkan bagi berkembangnya mekanisme politik yang mendorong 

scmua komponcn hcrl'ungsi dcng:~~i hnik tcrnmwk 1)1'11.' 

Akibatnya akhir-akhir ini pers, mahasiswa, dan masyarakat sering 

menyoroti dan menilai kedudukan, Iungsi dan tugas DPR hanya sebagai 

"Tukang Stempel" atau "Lembaga Stempel" atas keinginan dan kehendak 

politik pcmcrintnli atau pihak cksckutil.. 

Sepintas lalu, bagi mereka yang kurang mengerti dan memiliki data, 

pengalaman serta pengetahuan tentang cara kerja DPR secara lengkap, 

penilaian itu scakan-aka11 hcnar dan tcntunya akan dapat menimbulkan salah 

tafsir. Mungkin beberapa anggota DPR sendiri akan bertanya, mengapa ha1 

itu terjadi. Padahal dalam praktek kerja dan hasil kerjanya, sesuai ketentuan 

UUD 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR, lembaga tersebut telah mencoba 

bekerja keras dan fungsional. Memang tidak tertutup kemungkinan bahwa 

bukan saja orang awam, tetapi juga sejumlah anggota DPR sendiri belum 

pernah mengkaji secara detail dan mendasar bagaimana sebenamya posisi 

DPR dalam rumusan-rumusan UUD 1945. 

Kalau dikqji dalam 111111 1945. Salah satu pasal yang mcmbcri hak 

inisiatif kcpada anggota 111'11 adalah I'asal 2 1 ,  yakni :" 

---- 
' Saiful Sulun, DI'R don 1.iingsi Lcgmlo/i/'dolan~ Sisrcm Poli/ik I I I ~ ~ I I L ' S ~ ( I ,  dalam bunga 

rampai Fl~ngsi Le.qculrl/~f ( i ~ r l c r  Sis/ern Politik It~tioncsirr, Editor Miriam Budiarclio (inn lbrahim 
A I I I ~ ) o I ~ ~ ,  l~:i.j:~wi~li I'I.CSS, . I I I~ : I I . I I I ,  14)0J. l i i ~ l .  I 

M:~rhun. I3.N. IIPR RI I'cc.~rrtrrhrrlrr~t~ c1trt1 ( 'crrtr Kcr;trrlwr. I s 1 ' .  ( ; n ~ l ~ ~ c t l i a  I'i~staka 
1 I ~ I I I I I I I ,  I I I ~ I I I ~ I I ,  100.). 1 1 1 1 1  1 

" I I I  I I )  I045 A~tl;lr~tlcrl\cll I';ts;~l 2 I .  



(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan 
undang-undang. 

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh 
dimajukan lagi dalam persidaligali Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

Untuk mengimplementasikan tugas dan wewenang DPRD 

KabupatcnIKota, maka, lial i l i i  ada diatur UU.  R1 No. 22 'l'ahun 2003, Pasal 

78 discbulkan : I 0  

( I )  DPRD KabupatenIKota mcmpunyai tugas dan wewenang : 
a. membcntuk peraturan daerah yang di bahas de~igan bupatilwalikota 

untuk mendapat persetujuan bersama; 
b. menetapkan APBD KabupatenIKota bersama-sama dengan 

bupatilwalikota; 
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 

dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan 
bupatilwalikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama 
internasional di daerah; 

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupatilwakil bupati 
atau walikotafwakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
gubernur; 

e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
KabupatedKota terhadap rencana perjanjian internasional yang 
menyangkut kepentingan daerah; dan 

f. Meminta Iaporan keterangan pertanggungjawaban bupatilwalikota 
dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. 

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD 
KabupatedKota mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur 
dalam undang-undang lainnya. 

Selanjutnya pada UU No.22 Tahun 2003 juga ada mengatur hak-hak 

DPRD, yaitu pada Pasal 79 yang berbunyi sebagai berikut : ' ' 

10 U U  No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD, I'asal 78 .  
"/hid., Pasal 79. 



DPRD KabupatedKota mempunyai hak : 
a. Interpelasi ; 
b. angket; dan 
c. menyatakan pendapat. 

Sadangkan I'asal 80 berbunyi sebagai berikut : 

Anggota DPRD KabupatenIKota mempunyai hak: 
a. mengajukan rancangan peraturan daerahlinisiatif; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pcndapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imunitas; 
g. protokoler; dan 
h. keuangan dan administratif. 

Berdasarkan bunyi Pasal 80 huruf a di atas bahwa salah satu hak 

anggota DPRD adalah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (RPD) 

atau yang dikenal juga dengan hak inisiatif. 

Pada Peraturan Pemerintah juga ada mengatur hak inisiatif DPRD, 

yaitu PP RI No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata 

Tertib DPRD, Pasal28 yang berbunyi : '' 
Anggota DPRD mempunyai hak : 
a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imunitas; 
g. protokoler; dan 
11. keuangan dan administratif. 

12 PP RI No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD 
" Pasal 28. 



Pada UU No.32 Taliun 2004 tcntang Pemerintalian Daerah juga ada 

diatur hak anggota DI'RD, yaitu pada Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi 

sebagai berikut: I' 

. . 
I Anggota DPRD mempunyai hak : 

a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. mcnyampaikan usul dan pcndapat; 
d. memilili dan dipilili; 
e. membela diri; 
1: imunitas; 
g. protokoler; dan 
h. keuangan dan administratif. 

Hak inisiatif ini juga ada diatur dalam Tata Tertib DPRD Kota 

Palangka Raya yaitu dalam Kcpuli~san l)l'R[) Kola I'alangka Raya Nomor: 

188.4.4311 6/DPRD/2005, I'asal 28 yang berbunyi sebabai berikut : "' 
Anggota DPRD Kota Palangka Raya mempunyai hak: 
a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; 
b. Mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imunitas; 
g. protokoler; dan 
h. keuangan dan administratif. 

Selama ini pelaksanaan liak-hak DPRIDPRD sebagaimana yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terasa belum sepcnulinya 

hak-hak tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam 

pcnyusunan Raricangan I ln(lang-I lnclang (RI 111) dan Rancangan I'craluran 

-- - 

I 3  U U  No.32 'l'ahun 2004 tentang I'ernerintah Daerah Pasal 4 4  ayat ( I )  
I 4 ~ a t a  Tertib DPRD Kota Palangka Raya No. 188.4.4311 6lDPRDl2005 Pasal 28.  



Daerah (RPD), DPR dan DPRD dikatakan masih banyak tergantung kepada 

eksekutif, ha1 mana menunjukkan bahwa hak inisiatif belum dapat 

diimplementasikan. 

Berdasarkan pengamatan penulis saat mengadakan observasi awal 

ada beberapa faktor yang menycbabkan DPRD kota Palangka Raya belum 

dapat mengimplementasikan hak inisiatifnya, bahkan hak ini belum dapat 

direalisasikan sejak awal berdirinya kota Palangka Raya, faktor tersebut ada 

yang berupa faktor internal dan adajuga berupa faktor ekstel-nal.15 

Berdasarkan pernasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa 

thesis sebagai tugas akhir pada Program Magister Ilmu Hukum UII 

Yogyakarta, dan adanya penelitian in i  diharapkan dapat memecahkan 

masalah sehingga DPRD Kota Palangka Raya tidak lagi dianggap sebagai 

"Tukang Setempel" atau yang lebih tragis oleh politikus Riswandha Imawan 

dikenal dengan istilah 5 D, yakni: datang, dafiar, duduk, diam, duit.I6 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan problema sebagaimana di kemukan di atas, maka pokok 

persoalan yang scnantiasa dicari kan solosin ya dalam n~encermati I'enomina 

I5 Hasil Prariset wawancara dengan Bapak Jamran Kurniawan, Wakil Ketua DPRD Kota 
Palangka Raya Periode 2004 - 2009 pada tanggal I5 Desember 2006, dengan Bapak Rawang 
R. Kamis, Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya tanggal I5 Desember 2006, 
juga dengan Bapak Lodewik, Kasubag Dokomentasi Hukum dan Perundang-Undangan Pemda 
Kota Palangka Raya, tanggal I6 I~cscmbcr 2006. 

1 6 Riswanda Imawan, dalam Bunga Kampai : F'ungsi Legislaf{f ... , Op. C'if.. ha1.73. 



tentang Kemandegan Hak Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengapa DPRD Kota Palangka Raya belum dapat mengimplementasi- 

kan hak inisiatifnya? 

2. Bagaimana solusi yang harus ditempuh oleh DPRD Kota Palangka Raya 

agar dapat mengimplcmentasikan hak inisiatifnya? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian Kemandegan Hak 

Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui mengapa DPRD Kota Palangka Raya belum dapat 

mengimplementasikan hak inisiatifnya. 

- 2. Untuk mengetahui solusi yang hams ditempuh oleh DPRD Kota 

Palangka Raya agar dapat mengimplementasikan hak inisiatifnya. 

D. Kerangka Teori 

Agar dapal dipaliami dcngan mudah maka kerangka teori akan penulis 

uraikan sccara sislcmalis men-jadi cmpat bagian, yaitu : (I) .  Teori demokrasi, 

(2). Teori lenibaga perwakilan, (3). 'l'eori pembentukan Perda dan (4). 

DPRD di Indonesia. llnluk lcbih jclasnya bcrikul ini akan pcnulis paparkan 

. . satu persatu, yaitu sebagai berikut : 



1. Teori Demokrasi 

lstilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan 

cr.otr/cir7. I>orrto.v bcrarli rakyat. c.r.cltr/c>irt bcrarti ulc~iicri~itali. dan cer.rr/os 

berarti pemerintahan. Secara etimologis demokrasi berarti pemerintahan 

oleh rakyat (government or rule by the people). l 7  Kekuasaan itu pada 

hakckatnya bcrasal dari rakyat, dikclola olch rakyat dan untuk 

kepcntingan seluruli rakyat itu sendiri. Jargon yang kemudian 

dikcmbangka~i adalali "Kckuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat". Uahkan dalam siste~n demokrasi partisipatoris dewasa ini 

di kembangkan pula isti lah bcrsama rakyat. I X 

Konsep demokrasi menganut prinsip kedaulatan rakyat (volks 

souvereineiteit) yang mengandung arti bahwa kedaulatan tertinggi ada 

di tangan rakyat. Lliti~ijau dari sudut teori kedaulatan (sozivereignity), 

teori kedaulatan rakyat merupakan perkembangan lanjut dari teori 

kedaulatan .. . lainnya. Reberapa teori kedaulatan yang dikenal dalam 

literatur hukum terscbut adalali scbagai berikut : 

a. 'I'cori Kcdaulata~i 'I'ulian, tcori i ~ i i  menegaskan bahwa yang dianggap 

berdaulat dalam suatu negara adalah Tuhan (gods souvereineiteit); 

" Miriam Budiardjo, Dusur-Dustrr Ilnltr Poli~ik.Gramedia, Jakarta, I99 I .  ha1.50. 
I X Jimly Asshiddiqie, Konsrintsi dun Kon.sriro.sionale.sme, Mahkaniah Konstiti~si Kcpub- 

lik Indonesia dan Pusat Studi Fak. Hukurn Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 1 14. 



b. Teori Kedaulatan Raja, teori ini menegaskan bahwa kedaulatan 

tertinggi dalam suatu negara adalah Raja (klngs souvereineiteit); 

. . c. 'I'eori Kcdaulatan Ncgara, tcori ini mcncgaskan bahwa kcdaulatan 

tertinggi pada suatu negara itu adalah negara itu sendiri (slaats 

souvereineileil); 

d. Teori Kedaulatan Hukum, teori ini menegaskan bahwa kedaulatan 

tertinggi dalam sebuah negara itu adalah hukum (rechts 

souvereineiteit); 

c. 'I'eori Kcdaulatan Rakyat, tcori ini menegaskan bahwa kedaulatan 

tertinggi dalam suatu negara itu adalah rakyat (volks souvereineiteit). 

Selanjutnya gagasan kedaulatan rakyat ini diwujudkan dalam 

bentuk pcrnyataan kchcndak. Mcnurut Scan Jacques Rouseau, kehendak 

rakyat tersebut disampaikan dalam dua cara, yaitu: kehendak rakyat 

scluruhnya discbut Vol~mlc 11~. Ilb~rs dan kelicndak sebagian rakynt 

yang disebut Volunle tienurul. Kehandak pertama hanya digunakan 

rakyat pada saat ncgara dibcntuk melalui suatu perjanjian social (social 

contract). Sedangkan kehendak kedua digunakan setelah negara berdiri 

dengan cara melalui sistem suara terbanyak. Kedaulatan rakyat diartikan 

sebagai pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (meerderheids 

~iicfatuur).'"artisi~asi sebanyak-banyaknya masyarakat dalam 



penyelenggaraan ncgara men-jadi suatu keniscayaan dalam sistem 

demokrasi. 

Pada masa munculnya konscp negara modern, deniokrasi secara 

langsung ditinggalkan karena susah untuk diterapkan. Adanya 

kebutuhan yang bersifat praktis melahirkan suatu sistem demokrasi 

sccara tidak langsung dcngan niodcl pcrwakilan (re17resentative 

democracy). Penyelenggaraan kekuasaan diserahkan kepada organ 

tertentu, tctapi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat yang 

memberikan mandat k e k ~ a s a a n n ~ a . ~ '  Oleh karena itu, penerapan 

dcniokrasi pada suatil ncgara liarus disesuaikan dengan pandangan 

hidup atau ediologi masyarakatnya. 

Demokrasi di dunia Barat lebih mengedepankan semangat 

individualesme yang berangkat dari pemikiran Jean Jacques Rouseau. 

Menurutnya manusia dilahirkan suci dan memiliki kesempatan untuk 

mengembanglcan kepribadian dengan dilengkapi hak atas kebebasan dan 

kemerdekaan. Oleh karena itu, setiap individu hendaknya dipandang 

sebagai subyek, bukan obyek kekuasaan. Paham ini mendorong lahimya 

demokrasi liberal dengan titik tekan pada demokrasi di bidang politik. 

Konsep dcmokrasi ini laliir dari hasil peiientangan tcrliadap sistem 

'" Bagir Manan, Kedaulu/un Rukycr/, lluk Arusi Munusirr dun Neguru Htrkum, Gaya 
Media Pratama, Jakarta, ha1.237. 



absolutesme yang mencapai puncaknya melalui Revolusi Perancis pada 

tahun 1789. 

Demokrasi liberal pada taliap permulaannya lebih menekankan 

penegakan Flak Asasi Manusia. Kondisi ini didasarkan pada paham 

individualistik yang beranggapan bahwa individu dengan berbagai 

haknya memiliki jaminan dan kekuasaan dalam negara, juga dalam 

hubungannya dengan pemerintah. Keinginan untuk menyelenggarakan 

hak-hak politik secara efektif menimbulkan gagasan untuk membatasi 

kekuasaan pemerintah dengan konstitusi. Imp1 i kasinya adalah muncul 

sistem demokrasi yang disebut dengan demokrasi konstitusional. 

Memasuki abad 20 terutama setelah Perailg Dunia I terjadi 

pergeseran terhadap bentuk demokrasi di bidang politik tersebut dengan 

njasuknya dcmokrasi sosial. Ilcmokrasi ahad 20 tidak lagi mcmbatasi 

diri pada aspek politik saja dalam abad 19, akan tetapi meluas juga 

mencakup segi-segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi dibidang 

e k ~ n o m i . ~ '  

I Jraia~i-rlraian (i i  atas ~iic~ii~ti.iukkan haliwa suhstansi dcniokrasi 

mcrtlpak:~n pokok y;111g lrnivcrsi~l. Sil;~l rlnivcrsaliti~snya mcngatidung 

hcbcrapa clcmcn, yailu pcnyclcnggaraan kckuasaan yang bcrasal dari 



rakyat, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, 

dilakukan secara tidak langsung, adanya rutasi kekuasaan dari 

scscorang ataupun kclompok orang aiau kclompok lainnya, dilakukan 

melalui proses pemilu, serta dilandasi oleh nilai-nilai kebebasan yang 

menjadi hak-hak dasar m a n ~ s i a . ~ ~  

Ditinjau dari sudut ilmu politik, pemahaman demokrasi dapat 

ditinjau secara normatif maupun emperik. Secara normatif, demokrasi 

merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau 

diselenggarakan ole11 sebuah negara yang dimuat dalam konstitusi. 

Sesuatu yang ideal itu berupa partisipasi masyarakat yang bcsar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan kebebasan sebagai nilai 

utamanya (great value).23 Sedangkan secara emperik, demokrasi 

dipaharni sebagai realitas politik suatu negara dan disebut juga dengan 

demokrasi prosedural.24 

llmu yang mengkaji demokrasi emperik ini oleh G.Brigham 

I'owcl, .lr, yang mcmbcrikan scjumlah kriteria untuk melihat apakah 

22 Bagir Manan, Op.Cil., hal. 235. 
" Syahda Guruh, LS, Menimbang Olonomi: Federal; Mengembangkan Wacana 

Federalisme dun Olonomi Luas Menuju Masyarakal Madani Indonesia, Remaja Rosdakarya, 
'. Bandun ,2000 ,  hal. 132. 

" Al'an GslTi~r. Polilik irr(lon~sin : li.r,n.si,si Menuj~, I>onokr?r\-i, PLIS~:I~:I  Iklajar, 
Yogyakarta, Cet.VI, 2006, ha1.3. 



demokrasi betul-betul tenvujud dalam sebuah negara. Kriteria tersebut 

adalah sebagai ber ik~t :~ '  

. , 

a. Legitiniasi pcmerintali bcrdasarkan pada klaini baliwa pemerintah 

mewakili rakyat; 

b. I'cngaluran bagi yang mc~igorguiisasikan perundingan untuk 

mcmpcrolch Icgitimasi dilaksi~nakan mclalui cam yang kompclitiC 

c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam pemilihan, baik 

sebagai pemilih maupun scbagai yang dipilih untuk menduduki 

jabatan yang penting; 

d. I'enduduk memilih secara rahasia tanpa paksaan; 

e. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti 

' . kebebasan berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers. 

Menurut Robert A. Dahl, :2h beberapa lembaga politik yang hams 

ada dalam pemerintahan demokrasi perwakilan modern adalah sebagai 

berikut: 

a. Para pejabat yang dipilih; 

b. Pemilu yang bebas, adil dan berkala; 

c. Kebebasan berpendapat; 

d. Akses terhadap sumber informasi alternatif; 

. . - -- -- -. . . - - - --- -- 

! 5  Allian dill) Nezaruddin S Y ~ I I I I S I I ~ ~ I I ,  I1r(!/i/ 1111duyu I'oli~ik Indot~esiu, I'ustaka Iltama, 
Gratiti, Jakarta, 199 I ,  hal. 159. 

2%obert A.Dahl, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dun Praktik Demakrasi Secara 
.Rngkat, ditcrjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, 
hal. 1 18. 



e. Otonomi asusiasional; 

f. Hak kewarganegaraan yang i nklosi f. 

Sedangkan nienurut Miriam Budiardjo, syarat dasar daripada 

terselanggaranya pemerintahan demokrasi meliputi:27 

a. Perlindungan Konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain 

menjamin hak-liak individu, liarus mcncanti~tiikan pula proscdural 

untuk mcmpcrolcli pcrlindungan atas hak-liak yang dijamin. 

b. 13adan kcliakima~i yang bcbas dan tidak mcmiliak; 

c. Pemilu yang bebas dan tidak memihak; 

d. Kebebasan umum untuk menyatakan pendapat; 

e. Kebebasan untuk berserikadberorganisasi dan beroposisi; 

f. Pendidikan kewarganegaraan. 

Secara luas, Sukana mcngutar:tkan 20 prinsip dcmokrasi yang 

liarus ditcrapkan olcli suatu ncgara. I'rinsip-prinsip tersebut, antara yang 

satu dengan yang lainnya berkaitan erat dan harus dijalankan bersama- 

sama. Apabila salah salu dari prinsip it11 tidak di-jalankan, niaka akan 

mcmbcrikan iliiagc dcmokrasi tidak berjala~i : cmpurna. Beberapa 

prinsip-prinsip tcrscbut adalali: 2X 

a. I'cmbagian kckuasaan : Kckuusaan 1,cgislatil: Kckuasaan 13ksckutif 

dan kekuasaan Yudikatif, berada pada badan yang bzrbeda; 

-- 

27 Mirii111i Ih~tlii~rd.jo, Op.( ' i / . ,  I1al.00. 
'' Sukana, Si.vlem Polilik, Alumni, Bantlung, 1979, ha1.40-42. 



b. Pemerintahan Konstitusi 

c. Pemerintalian yang berdasarkan hukum, ;hukum yang tertinggi, 

persamaan di muka huku~n dan persamaan sosial; 

d. Pemerintahan yang mayoritas; 

e. Pemerintalian dcngan diskusi; 

1: I'cmilu yang bebas; 

g. Parpol lcbih dari satu me~,jala~~kan tugasnya; 

h. Manajemen terbuka dalarn pemerintahan: ikut sertanya rakyat dalarn 

pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintahan terhadap rakyat, 

dukungan dari rakyat terhadap pemerintah, pengawasan rakyat 

terhadap pemeri ntah; 

i. Pers yang bebas; 

j . Pengakuan terhadap hak minoritas; 

k. Perlindungan HAM; 

1. Peradilan yang bebas dan tidak memihak; 

m. I'cngawasan tcrhadap adniinistrasi negara; 

n. Mekanismc politik yang berubah antara kehidupan politik 

masyarakat dan kehidupan poiitik pemerintah; 

o. Kebijaksanaan ncgara dibuat oleh badan pzrwakilan tanpa paksaaan 

. . 
clitri pada badan yung litin; 

p. Penempatan badan pejabat-pe.jabat pemerintah dengan mery system 

bukan spoil system liiaupun patronage system; 

-- 



q. Penyelesaian perpecahan secara damai atau kompromi; 

r. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batasan-batasan tertentu, 

seperti: kebebasan berbicara atau mengemukakan pikiran. kcbebasan 

beragarna, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari pada 

kebutuhan; 

s. Konstitusil UIJ 1 l J l J I >  yang dcmokratis; 

t. Persetu-juan. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa 

adanya hubungan antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang 

menghcndaki adanya pcngakuan hak-hak sebagai berikut: 

a. Hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia yang dialcui dengan 

kewaj iban-kewajiban dasarnya; 

b. Prinsip pluralitas dan realitas scsuai dengan kepentingan manusia; 

c. Adanya berbagai macam kepentingan dan perbedaan pendapat yang 

dipandang sebagai rahmat Tuhan. Dengan arti lain, perbedaan itu 

merupakan ha1 yang wa-jar dan seharusnya dalam negara demokrasi; 

d. Sikap dan cara hidup yang penuh toleransi, saling hormat- 

menghormati dan saling menghargai untuk mencapai kehidupan yang 

damai dan harmonis; 

c. Adanya jaminan kcpatla sctiap orang i~ntilk mcncntukan scndiri cara 

hidup, pekerjaan maupun nasibnya tanpa dikekang oleh pihak 

lainnya; 



f. Pengawasan dan pelaksanaan atas kepentingan umum dilakukan 

secara kolektif dan atas tanggung jawab bersama; 

g. Mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi atau 

golongan dengan tanpa harus mengorbankan kepentingan kelompok 

atau individu.. 

2. Tcori 1,cmb:lg:l IDcrw;lkil;ln 

Pada dasarnya gagasan pcmbciitukan siste~ii perwakilan dalam 

suatu penyelenggaraan negara dilatarbelakangi o;eh teori mengenai 

dcmokrasi. Tcori ini n~c~i~c laska~ i  bahwa aliggota masyal-akat 

mengarnbil bagian atau berpartisipasi di dalam proses dan penentuan 

kebi-jak~anaan.~" 

Dalam perkembangan kehidupan penyelenggaraan negara pada 

dcwasa ini, pcrw~!judan kctcrlibatan rakyat dalam proscs pcnibuatan 

kcbijaksanaan tcrscbut dilakukan melalui sistenl perwakilan. 

Maksudnya adalali rakyal mcnun.juk wakil-wakilnya di dalam 

pemerintahan. Praktek kehidupan pemerintahan seperti ini sering 

diistilahkan demokrasi dengan sistem perwakilan.30 

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, konsep sistem perwakilan 

atau badan perwakilan sebenamya sudah dipraktekkan, l&ususnya 

29 Arbi Sanit, Perwakilan Politik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1985, ha1.203. 
30 Joeniarto, Demokrasi dun Sisfem Pemerintahan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1982, 

ha1.22. 



dalam tradisi masyarakat desa. Hal ini tercerrnin dengan adanya sistem 

rembug desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Rembug desa dapat disamakan nilainya dengan sebuah badan 

penvakilan. Bedanya dalam rembug desa tidak terdapat pembagian 

komisi, liaksi dan kcanggotaannya tidak mclalui proses pcniilihan. 

Rembug desa merupakan sebuah forum musyawarah bagi masyarakat 

desa yang keanggotaannya terdiri atas orang-orang yang dianggap 

sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda. 

Untuk dapat memahami bagaimana model atau sistenl Larnbaga 

Penvakilan Rakyat di Indonesia maka haruslah mempergunakan 

pendekatan dari sudut pandang UUD 1945. Sehingga dengan 

pendekatan tersebut kita tidak bermimpi untuk berharap agar Lembaga 

Perwakilan di Indonesia yang bernama DPR sama seperti di Barat. Lalu 

bagaimana sebenarnya 1,embaga Perwakilan Rakyat di Indonesia? 

llnti~k nicri.iawab pcrtaiiyaan itu maka sccara teoritik kita perlu nlelihat 

bagainiana I J IJ 1) 1 045 nicru~iiuskann~a:" 

UIJII 1945 yang mcnganut ajaran teori kcdaulatan rakyat dengan 

dasar dan bentilk ncgara kcrakyatan, mcnginginkari adanya Ilcwan 

I'crwakilan Itakyat, walaupun "I'rcsidcn tidak bcrtanggungjawab kcpada 

1II'It" tctapi "l'rcsidcn liarus rncndapat pcrsctujuan DI'R untuk incmben- 

'' Dahlan Thaib, Op.Cir., ha1.3. 

-~ 



tuk Undang-Undang" dan berikutnya dalam menetapkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja ~egara ,"  DPR mempunyai pula kekuasaan 

untuk senantiasa mengontrol atau mengawasi tindakan-tindakan 

Presiden. 

Perwakilan, secara hakiki adalah orang yang berdiri dan berbicara 

untuk orang lain. Dengan demikian, jikalau anggota legislatif tidak 

bebas berbicara, kapasitas mereka untuk mewakili kebutuhan dan 

pandangan konstituen akan begitu saja diremihkan. 

Perwakilan adalah salah satu dari konsep-konsep terpenting dalam 

ilmu politik dan pemerintahan. Menurut Burns sebagai dikutip oleh 

~ a ~ i t u ~ u l u , ~ ~  memberikan empat batasan yang membantu pemahaman 

kita tentang penvakilan. 

Pertumu, perwakilan formal (formal representation) adalah 

kekuasaan untuk bertindak atas nama orang lain, yang diperoleh melalui 

proses kelembagaan atau pengaturan seperti pemilihan yang bebas dan 

terbuka. 

Keduu, perwakilan deskripti f atau demografi (descriptive or 

demogruphic representution) adalah sebera.pa besar seorang wakil 

mcnccrminkan masyarakat. Mcnurut pemakaian istilah ini, sebuah 



badan legislatif perwakilan seharusnya menjadi gambaran yang tepat, 

dalam miniatur dari masyarakat. 

Ketiga, perwakilan simbol is (symbolic representution) adalah 

seberapa besar badan legislatif diterima sebagai dapat dipercaya dan 

sebagai salah satu dari milik mereka sendiri oleh daerah pemilihan 

asalnya ( /he  ,fi)lk.s hrrc-k homc). I'c~iggu~iaan istilnli ini sangat hcrkailan 

dc~igan gaya anggota dcwan dan pratanda nonverbal. 

Keemput, perwakilan substansif (sub.stuntive representation) 

adalah kepekaan anggota legislatif terhadap para konstituen. Apakah 

kebijakan dan pandangan anggota legislatif sesuai dengan kehendak dari 

konstituen, atau apakah anggota dewan pertanla-tama percaya pada 

penilaian mereka sendiri? Pendekatan kedua ini adalah pendekatan 

sebagai wali, scbagai~nana dipertcntangkan dengan utusan langsung dari 

masyarakat. 

Menurut 1,owi dan Ginsberg, sebagaimana dikutip oleh 

Napitupulu, ada dua kondisi dimana scseorang secara masuk aka1 

dipercaya untuk berbicara untuk orang lain, dalam ha1 ini dapat dibagi 

mcli.jadi dr~a, yaitr~:.'" 

Kondisi I'ertarna, tcrjadi jikalau dua individu begitu serupa dalam 

karakter, kepentingan dan perspektif bahwa sesuatu yang dikatakan oleh 

34 Ihid., ha1 266-267. 



seseorang akan mungkin menggambarkan pandangan yang lain juga. 

Prinsip pertama adalah inti dari apa yang kadang-kadang disebut 

penvakilan sosiologis (.sociological represenlalion), yaitu jenis 

perwakilan yang terjadi bilamana wakil-wakil tersebut mempunyai latar 

belakang ras, etnis, agama, dan pendidikan yang sama dengan 

konstituen mereka. 

~ i s inger ;~  menyebut jellis penvakilan ini dengan sebutan 

demographical represenfation yang berarti menciptakan suatu badan 

legislatif yang mencerminkan distribusi karakteristik demografis: umur, 

ras, profesi, jenis kelamin, agama dan seterusnya dalam penduduk yang 

tenvakili. Asumsi ini ialah bahwa anggota legislatif yang mempunyai 

beragam karakteristik kelompok adalah sangat mampu menggambarkan 

nilai dan preferensi kelompok. 

Konclisi kedua, di mana seseorang mungkin dipercaya berbicara 

untuk orang lain jikalau keduanya secara formal diikat bersania-sama 

sehingga dalam beberapa ha1 bertanggung jawab kepada mereka yang 

dia akui mewakili. Jikalau wakil dapat dihukum atau dibuat 

bertanggung jawab atas kcgagalan berbicara secara tepat kepada 

konstitucnnya, lalu kila tnctigctaliui bahwa mereka terdorong untuk 

menjadi wakil yang baik. Bahwa anggota legislatif bertinclak sebagai 

j5 Ihid.. haL.267. 



agen manakala mereka secara tepat mencerminkan pandangan dan nilai 

dari beragam kelompok dalam konstituensi. Oleh karena itu, kebijakan 

publik harus dibuat oleh mereka yang paling pintar, diketahui dan 

mampu. 

Penvakilan adalah dasar dari konsep teori demokrasi. Masyarakat 

dcmokratis menycralikan kcbcbasan pribadi mercka kcpada pcmcrintah. 

Dalam suatu pcmcrintalian yaiig demokratis, partisipasi ter-jadi melalui 

proses perwakilan. Kebanyakan orang diwakili oleh anggota 

DPRIDPRD yang pekerjaannya adalah untuk mengartikulasikan 

keprihatinan mcrcka dan niclindungi kcpcntingan mcrcka kctika 

kebijakan publik dibuat. 

Penvakilan adalah satu orang atau kelompok yang bertindak 

dalam suatu kapasitas resmi atas nama beberapa orang lain yaitu prinsip 

dasar dalam rancangan pemerintahan. Bilamana scscorang 

mempertim bangkan perwakilan politik, seseorang dikonfrontasikan 

dengan dua unsur: "kewenangan dan akuntabilit;ls". Pada awalnya, 

perhatian berkaitaii dengan kcsepakatan resmi yang mengelilingi 

kewenangan perwakilan. 

Kcwcnangan ~nclipi~ti transfer kckuasaan untuk mciiibuat 

kcpi~ti~san atas nama scscorang dari orang itu kepada scscorang yang 

ditugaskan sebagni wakil. Yang diwakili memberikan kepada wakil hak 



dan kewenangan untuk membuat keputusan, terlibat dalam kesepakatan, 

dan umumnya bcrtindak atas nama yang diwakili. 

.uasaan Dalam isitilah politik, kewenangan meliputi pemberian kek 

dari yang diwakili kepada wakil dan berasal dari kesadaran bahwa 

keterlibatan langsung dalam pembuatan keputusan pemerintah tidak 

selalu mungkin dilakukan dalam sistem sosial berskala besar, luas dan 

impersonal. Bilamana seseorang atau organisasi diberdayakan untuk 

bertindak atas nama warga negara yang lain, penvakilan dalam ha1 

kewenangan (olorisusi) adalah jelas. 

Kcputusan-kcputusan yang dibuat dalam cara ini mengikat semua 

warga negara, apakah seorang individu setuju dengan keputusan tersebut 

atau tidak. Hal ini sejalan dengan pendapat Lowenstein, yaitu esensi dan 

sistcm pcrwakilail yang legal dibcri kcwenangan untuk bertindak atas 

nama konstituensinya dan mengikat para konstituensinya melalui 

keputusan bersama."' 

Berlawanan dengan kewenangan dalam beragam pembicaraan 

tentang penvakilan adalah akuntabilitas. Di sini, penekanan diarahkan 

pada wakil yang memberikan jawaban khusus (special ohligutions). Ia 

adalah post hoc alat untuk menjamin agar wakil-wakil mengetahui 

secara ccpat atau lambat, dalam bcberapa hal, yang diwakili akan 



me~iiberikan penilaian terliadap tindakan-tiridakan wakil dan akan 

mampu mencopot wakil dari kedudukannya. 

Agar proses legislatif bekerja secara efektif, sikap, nilai dan 

keputusan seorang wakil harus selaras dengan nilai, preferensi, dan 

kepentingan konstituennya. Pemi l ihan memberikan suatu mekanisme 

yang membantu mencapai kcscliirasan ini dalani dua cara, yaitu : 

l'ertumu, masyarakat dapat ~nemil ih para wakil yang seperti 

mereka sendiri dalam cara-cara penting, misalnya yang mempunyai 

pandangan dan pendapat yang sama tentang kebi-jakan publik. Kedua, 

pcmililian adirlali schagni dorongan kcpada para wakil utituk ~nelakukan 

tugas-tugas sccarii bcl.tanggung jawab kcpada konstituennya. 

Sctclah diidcnli li kasi kiln posisi 1>1'R, niaka dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya dan pada prakteknya posisi DPR sangat sentral 

dan dclinilil: Kcsimp~~lan cli irlirs ini pada kcnyataannya se-jak masa awal 

hcrl;rkuny:r 1101) 1045 Iiinggir sairl ini akan men-jadi lebili kekar. karena 

banyak bidang dalam kcgiatan pelaksanaan pemerintahan harus diatur 

dalam undang-undang, yang berarti harus melibatkan DPR. Belum lagi 

dalam mengganti, memperbaharui atau menyempumakan ketentuan atau 

peraturan dan Undang-undang yang telah ketinggalan zaman seperti 

yang berasal dari masa pcn.ja.jahan ataupun Peraturan Pemerintah dan 



undang-undang yang pada prinsipnya tidak sejalan dengan prinsip- 

prinsip Pancasila atau berlawanan dengan isi dan jiwa UUD 1 945.37 

3. Teori Pernbentukan Perda 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut 

asas desentralisasi, ketentuan ini dapat dilihat pada UUD 1 945 yaitu 

(5) I'cmcrinlali Dacrah 11icn.jalankan oto~:onii seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat; 

( 6 )  Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 
tugas pcmbanluan. 

Kclcnluan di alas juga ada diatur dalam UCI No.32 Tahun 2004 

di-jelaskan bahwa ncgara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam 

pcnyclcnggaraan pcmcrinlalian, dengan memberikan kesempatan dan 

kclcluasaan kcpada dacrali untuk mcnyclenggarakan otonomi daerah. 

Unluk  Icbili mcningkalkan nuansa olonomi daerah penierintah 

Icluli nicnclapkiui t J11d:uig-t J~ldang No. 10 'I'ahun 2004 lentang Tata 

1J rutui I'crundang-l Jndangan RI.  dimana disebulkan baliwa tata urutan 

peraturan pcrundang-undang RI adalah sebagai beriki~t:~" 

1. UUD 1945; 
2. Tap MPRIS 
3.  Undang-Undang ; 

17 I1.N. M ~ I ~ ~ > I I I I ,  I ~ l ' l t - I t / ,  O/).( ';I., , 11i11.20-30. 
B X  ULlD 1945 Amandemen ke-2 pasal 18 ayat (5) dan ayat (6). 
39 UU No.10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan RI, dikutif dari 

.limly hsshiddiqie,Op.(~i/.. ha1.243. 1,ihat Ni'rnatul I-luda, Ncgtrrc~ I/rrkrrr, r)c~nrokr~r.~lsi & 

.Irrclicitrl Review, 1JI I I'rcss, 2005. 11i11. 00. 



4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU); 
5. Keputusan Pemerintah; 
6. Peraturan Presiden; 
7. Peraturan Daerah (Perda). 

Melalui UU No.10 Tahun 2004 ini, maka Peraturan Daerah telah 

dimasukkan dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Indonesia sel3a- 

gai perundang-undangan nasional, dengan demikiari tujuan untuk 

mcncrlibkan pcraluran pcrundangan sampai kc daerali lelah ada 

pedoman hukumnya. 

Untuk Iebih memperkuat Tata Urut:in Peraturan Perundang- 

Undangan Indonesia terlebih lagi susunan Raperda yang dalam konsep 

otonomi daerah diberikan kewenangan kepada daerahnya sendiri 

terniasuk dalam mcmbuat I'crda sebagai tindak lan.jut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Pakar perundang-undangan Indonesia A. Hamid S. Attamimi 

mengatakan bahwa dalam pembuatan suatu peraturan perundang- 

undangan haruslah memenuhi asas , peruilda~ g-undangan. Asas 

pembentukan perundang-undangan ada dua, yaitu sebagai berikut:" 

a. Asas Formil, ada lima yaitu : 

I . Asas 'l'i!juan yi~ng.jclns,. 

Asas i~ii mancakup 3 (liga) ha1 yaitu : I'er-furnu, mengenai kete- 

40 A. Hamid S. Atamimi. Perunan Kepz~rusun Presiden R1 dalurn Penyeler7,q,qaruan 
Pemerin~uhan Negura, (Desertasi) Fak. I-lukum 111, 1990, ha1.336. 



patan letak peraturan pcrundang-undangan dalam kerangka 

kebijakan umum; Kedua, tujuan khusus peraturan perundang- 

undangan yang akan dibcntuk; Kefigu, yaitu tu.juan dari bagian- 

bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. 

2. Asas Organ 1 Lembaga yang tepat. 

1,alar bclakang asas ini adnlah mcmberikan penegasan tentang 

pcrlunya ke-jelasan kcwcnangan organ-organ I lenlbaga yang 

menctapkan peraturan perundaug-undangan yang bersangkutan. 

3. Asas perlunya pengaturan. 

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat altematif atau altematif- 

altematif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan 

selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip 

deregulasi yang tengah dikembangkan di Negeri Belanda dan 

prinsip penyederhanaan serta kehematan (sobereheid) dalarn 

penlbentukan peraturan perundang-undangan, n~enunjukkan 

kcnlilngkinall adanya allcrnali f lain dalam bidang pengaturan. 

4. Asas dapalnya dilaksanakall. 

Yaitu sebagai usaha untuk dapat ditegakkan peraturan perundang- 

undangan bersangkutan. Sebab tidaklah ada gunanya suatu 

pcraluran pcrundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan. 

Sclain pihak pcmcrintah, juga pihak rakyal yang ~iicnglia~-apkali 

jaminan (guruntie) tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan 



oleh suatu peraturan perundang-undangan, ternyata akan kecewa 

karena peraturan tersebut tidak dapat ditegakkan. 

5. Asas Konsensus. 

Yaitu adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban 

dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan 

pcrundang-undangan yang bersangkutan. Hal itu mcngingat 

pembentukan peraturan pcrundang-undangan 

b. Asas Material, ada 5 (lima) yaitu : 

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar. 

Maksudnya ialah agar pcraturan pcrundang-undangan dapat 

dimcngcrti olch masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata- 

kalanya maupun nlcngcnai slruktur atau susunanilya. 

2. Asas tentang dapat dikcnali. 

Mcngcnai pcntingnya asas ini ialah apabila suatu pcraturan 

pcrund:uig-i~nda~iga~l tidak dikcnali dan diketahui oleh setiap 

orang, Icbih-lcbih olch yang bcrkepentingan, maka ia akan 

kehilangan tujuannya sebagai peraturan. la tidak mengembangkan 

asas persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum, dan selain 

itu tidak menghasilkan pengaturan yang direncanakan. 

3. Asas pcrlakuan yang sama tlalam hukum, 

Dalam mengemukakan asas ini para ahli menunjuk kepada tidak 

boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan 



Iianya kcpada sckclompok orang tcrtcntu, karcna ha1 ini  akan 

mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan 

di depan Iiuku~n tcrliadap anggota-anggota masyarakat. 

4. Asas kepastian hukum 

Asas ini mula-mula diberi nama asas harapan yang ada dasarnya 

haruslali di pcnulii ( 1101 hcgi.in.vi.1 tlr11 c l t r r ~ ~ c ~ i ~ / r ~ c ~ t r ~ ~ t I ~ ~ ~ d ~  

verwjuchtigen rlehonol-ccrd rnoelen worden), yang merupakan 

pcngkliususon dari asas l11iiu111 tcnt:rng kepastian hukum. 

5. Asas pclaksanaan hukum scsuai dcngan keadaan individual 

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi 

lial-ha1 atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian 

pcn~turan pcruntlang-u~itla~~ig:~~~ dapat juga ~nemberikan jalan 

kcluar sclain bagi mas:~laIi-masalali umum, jugs bagi masalah- 

Sctlangkan di~la~ii I I \  I No.32 'I'aliun 2004 tcntang Pemeriiitahan 

I'crda dibcntuk bcrdasarkan pada asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang meliputi : 

a. kejelasan tu-j uan; 
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis dan muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 
c. kedayagunaan dan keliasi lgunaan; 
1: ke-jelasan rumusan; dan 
g. keterbukaan. 

.- -- . - - -- 
4 1 UIJ No.32 Tahun 2004 tcntang Pemda Pasal. 137. 



Menurut lrawan ~ o e j i t o ~ ~  membuat rencangan undang-undang 

merupakan suatu pekeriaan yang sulit karena dituntut kemampuan 

memahami malcri yang akan diatur. Mcrcka yang akan bekerja dibidang 

ini akan merasakan kesulitan, sedangkan mereka yang menggunakan 

atau dikenakan undang-undang akan ikut menderita pula. 

Oleh karena itu seorang yang akan merancang undang-undang 

harus mempunyai pengetahuan yang cukup dan menemukan sarinya dari 

. , kumpulan fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama dan 

menuangkannya dalam bentuk peraturan. 

Sedangkan menurut Djoko ~rakoso" proses pembuatan peraturan 

daerah terdiri dari lima tahapan, yaitu : (1)  Pembuatan rancangan 

pcraturan dacrali, (2) I'cmbaliasan pcraturan dacl-ah, (3)  Bentuk 

peraturan daerah, (4) I'cnetapan dan pengesahan peraturan daerah, (5) 

I'cngundangan pcr:~lul.an tlacrali. 

Sedangkan menurut petun-juk dan perencanaan peraturan daerah 

yang dikeluarkan Biro Hukum Departemen Dalam Negeri Tahun 2000, 

seorang perancang penyusun peraturan daerah dituntut untuk 

memahami : 

a. Jenis-jenis produk hukum tingkat daerah; 

b. Kaidah-kaidah hukum; 

42 lrawan Soejito, Memhucrf Ur~dtrr~~-Or?tltr~'~~, L,ibcrty, Yogyakarta, 1008. hitl.35. 
I' Ihid. 



c. Mcnguasai matcri yatig aka11 diatur; 

d. Mempunyai jangkauan jauh kedepan; 

e. Mempunyai inventaris peraturan perundang-undangan; 

f. Mampu menuangkan materi yang akan diatur; 

g. Menguasai bahasa hukum; 

h. Menguasai teknik perundang-undangan. 

Lebih lanjut mengenai Perda ini diatur dalam UU No.32 Tahun 

2004, pada Pasal 144 disebutkan : 44 

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan 
Gubemur atau BupatiIWalikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD 
kepada Gubernur atau BupatiIWalikota untuk ditetapkan sebagai 
Perda; 

(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak tanggal persetujuan bersama; 

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan oleh Gubernur atau BupatiIWalikota paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama; 

(4) Dalam ha1 rancangan Pcrda tidak ditetapkan Gubernur atau 
BupatiIWalikota dalam waktu sebagaima dimaksud pada ayat (3) 
rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan 
dengan memuatnya dalam lembaran daerah; 

(5) Dalam ha1 sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), rumusan kalimat pengesahannya berbutiyi, "Perda ini dinyatakan 
sah" dengan mencantumkan tanggal sahnya; 

. . 
(6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hams 

dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan 
naskah Perda ke dalam lembaran daerah. 

" U U  No.32 tahun 2004 tentang Pemda Pasal 144. 



Dengan diundangkannya Perda tersebut dalam Lembaran Daerah, 

maka Perda tersebut sudah sah dan dapat diberlakukan terhadap seluruh 

warga masyarakat di dacrah tcrscbut. 

4. DPRD di Indonesia 

Badan Politik yang kita kenal sebagai DPR, dalam bahasa Eropa 

dikenal dengan isitlah parliamenf, sedangkan di Amerika DPK disebut 

sebagai legislature. 45 Perbedaan istilah ini mengandung lnakna yang 

cukup dalam dan strategis. Dalam kasus Eropa istilah parlemen 

mengandung makna "pembicaraan" masalah-masalah kenegaraan, 

sedangkan di Amerika legislature mengandung makna badan pembuat 

undang-undang . . (badan Icgislatil'atau law making body). 

Jadi parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan 

legislci/rrre yang kurang Ic bi 11 arti nya adalah badan pembuat undang- 

undang atau badan dala~n nlana para pcmbuat undang-undang bekerja. 

Akan telapi dalam kenyataannya parle~nen tidak selalu berarti 

scbagaimana discbutkan di atas. Sudah menjadi kelaziman bahwa 

badan-badan pol iti k di l uar parlemen bahkan lebih berperan dalarn 

pcm buatan undang-undang. Dalam era modern-industrial ini pemerin- 

tah j usteru lcbih sering terlibat dalam proses pembuatan undang-undang. 

15 Barnbang Cipto, Llewcm I'erwakilan Itakyaf; Dalarn Era Pernerintahan Modern 
Indu.sfria1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1 995, ha1.2. 



K.C.Where berpendapat bahwa badan-badan politik seperti 

parlemen lcbih scring mcnghabiskan waktunya untuk hal-ha1 lain selain 

pembualan undang-undang. Mcreka juga bcrperan akli I' dalam 

mengkritik atau memperbaliarui penlerintahan dan ikut serta dalam 

4 0  diskusi persoalan-pcrsoalan nasional. 

Ili ncgara lndoncsia pcrlumbuhan DPR se-jak kemerdekaan 1945 

tclali nlcngalanii proscs dan pcrkcmbangan yang nicncgangkaii sesuai 

dcngan situasi dan kondisi politik pada saat-saat itu. Hal ini sesuai 

dcngan proscs dcniokrasi yang scdang bcrtumbuli dan sedang dalam 

lahap pcnycsuaian. Ucmokrasi tcrus bcrkembang dan bertumbuh 

mcngikuti gcrak politik pada sctiap ncgara yang n~ern~raktekkann~a.~ '  

I)alan~ lintasan sqiarah dcmokrasi di Indonesia, khusus 

mcnyangkut pcran I ) I ' I < .  baik scbclum kcdatangan kaum peli.jajah dan 

sclama Icbili 3 0 0  rahun di bawali pcmcrintalian koloneal Iiiiigga 

proklamasi kcmcrdckaan I~idoncsia 17 Agustus 1 945, adalah sangat 

kabur dan bcluni nicli.jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidi~pan 

masyarakal clan pcnguasa. 

Secara fungsional perwakilan politik tidaklah terpisah dengan 

badan perwakilan rakyat sebagai suatu lembaga yang dibangun oleh 

4<, Pcndapat K.C.Wlic~.c, dikutip dari 13ambang Cipto. /hid. hal.5 
47 t3.N. Marbun Dl'li-lil, Op.C.'i/., ha1.67. 



para wakil rakyat dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat dalam 

bcntuk suatu aspck lembaga dan proses pemerintahaii. Dalam 

menunaikan fungsinya, badan penvakilan rakyat sebagai suatu lembaga 

tentulah menghadapi tekanan dan tuntutan dari semua pihak yang 

berkepentingan. 

Salali satu pihak yring bcrkcpcntingan lcrliadap badan pcrwakilan 

ialah masyarakat atau rakyat scbagai pihak yang diwakili dan selaku 

pihak yang nicnycrnliknn kckunsaan scrta kepentingannya di cialam 
. , 

proses pol ilik pcmcrint, '1 1 ian. 

I'iliak-piliak yang bcskcpcnlingan tcrliadap scgala scsuatu yang 

bcrkcnaan dcngan badan pcrwakilan rakyat ialali cksckutif daii badan- 

badan pcradil:in. I ,cmbaga-lcmbaga ini menuntut dukungan badan 

pcrw:ikilan mclnlui 1ind:ing-undang yang diliasilkannya sehingga 

1cmhag;i Icsschul mc111puny:ii kcwcnangan u n l u k  mcngope~.asioiialkan 

Kolau t l i iku l i  sccas;i scksama pasal-pasal yang nicngatur 

DI'I</L>I'Kl> di dalam IJIJl> 1045, dapat dikatakan DPIUDPRD 

melnpunyai tugas yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan 

Indonesia. 'l'ugas itu secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu fungsi 

dan fungsi budged atau anggaraii (h~iaketing ,fi~nction). Selan.jutnya 



Ismail ~ u n ~ ~ ~ ,  membagi pengawasan (real parliarnentry control) dalam 

tiga bentuk, yaitu: 

a. Control of executive; 

b. Control qf expenditure; dan 

c. Control c?ftuxution. 

Dalam rangka mcnjalankan tugas (fungsi) sebagaimana di atas, 

DPRJDPRD mempunyai beberapa hak Dalam rangka menjalankan tugas 

(fungsi) sebagaimana di atas, DPRIDPRD mempunyai beberapa hak. 

Berdasarkan Tata Tertib DPR, DPR mempunyai hak-hak, yaitu: 

I .  Di bidang tugas legislatif: 

a. hak amandemen; 

b. hak usul inisiatif. 

11. Di Bidang pengawasan: 

a. hak meminta keterangan; 

b. hak mengadakan penyelidikan; 

c. hak mengajukan pernyataan pendapat; 

. . d. hak mengajukan pertanyaan 

I l l .  Di Bidang Anggaran 

- hak anggaran 

. - -- -- -. - . - -. - - - - - - - .- - 
'1% ) I rntlapat Ismail Suny, tlikl~tip di11.i MIII~I~II .  I'nkpi~lian, Op,( 'I/.. Iial. 18. 



Sedangkan dalam PP No.25 Taliun 2004 tentang Penyusunan Pedoman 

Tata Tertib DPRD juga ada mengatur hak-hak anggota DPRD yang mana 

diatur dalam Pasal 28, yaitu4" 

Anggota DPRD mempunyai hak: 
a. mengajukan Rancangan Pcraluran Dacrah; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. mcmbela diri; 
f. imunitas; 
g. protokoler; 
h. keuangan dan administratir. 

Sedangkan dalam Pasal29 disebutkan50: 

(1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan 
suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah. 

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan 
kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah 
disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh 
Sekretariat DPRD. 

(3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat 
Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia 
Musyawarah. 

(4) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan mem- 
berikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

(5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan 
memberikan kesempatan kepada : 
a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; 
b. Kcpala Dacrali untuk ~ncmbcrikan pendapat; 
c. Para pengusul mc~nberikan jawaban atas pandangan para 

anggota dan pendapat Kepala Daerah. 
7. Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para 

pcngusul berhak mcnga.iukan perubahan dan atau mencabutnya 
kembali. 

- .. . - 
4') I'P No.25 'l'allun 2004 I'asal 28. 
"'ihid, Pasal 29 



8. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa 
DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah. 

Pemerintah Daerah menurut UU R1 No.32 Tahun 2004 adalah Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ' I .  Dr:ngan demikian 

DPRD adalah unsur pemerintah daerah yang berkedudukan sama tinggi 

dcngan Kcpala I)acrali. Kcpula I>acr:ili mcmimpin bidang cksckulif dan 

DPRD bergerak dalani bidang legislatif. Selain dari unsur pemerintah 

daerah, DPRD juga melaksanakan fungsi mengontrol pelaksanaan 

pemerintah oleh Kepala Daerah dan sebagai wakil rakyat. Ketentuan ini 

sesuai dengan Pasal25 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 

Kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRD secara 

formal telah menempatkan DI'RD sebagai instansi penting dalarn 

~nckanismc pcnyclcnggaraan pcnicrintahan daerah. Sebagai unsur 

pemerintah daerah, DPRD menjalankan tugas-tugas di bidang legislatif. 

Sebagai badan penvakilan, DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat 

dan memajukan kesejahteraan rakyat. 

Kedudukan ini memberi beban kepada DPRD untuk memelihara 

keseimbangan dan keserasian hubungan antara kepentingan pcmerintah 

dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Idealnya DPRD harus mampu 



tampil sebagai penyalur aspirasi kepada eksekutif dan mampu memelihara 

keselarasan kcpcntingan kcdua piliak. 

E. Metode Penelitian 

1 .  Jenis Penelitian 

Scnis penelitian yang digunakan dalani penelitian ini adalah 

penelitian liukum Normatil'dan Eniperis dengap cara mengadakan sumei, 

dalani ha1 ini pcnulis mcncliti I'craturan Perundang-undangan keiiiudian 

membandingkannya dcngan yang ada dilapangan. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah Deskriptif yakni meniberikan 

ganibaran sccara Icngkap tentang 1)I'RI) Kota Palangka Raya, terutama 

mengenai keadaan, kineqja dan dokumen-dokomen yang ada disana. 

2. I ,okasi I'cnclilian 

I,okasi pcnclitian ini adalah DI'RD Kota Palangkil Raya yang terletak 

di Jalan Tjilik Riwut KM. 5,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 

3. Sumber Data 

a. Sumbcr data lapangan 

Peneliti melakukan penelitian lapangan di DPRD Kota Palangka 

Ilaya guna ~iic~iipc~-olch data-dala yang bcrkaitan dcngan 1)I'KI) 

terutama pada saat-saat obscrvasi awal. 



b. Sumber data kepustakaan 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu : 

a) UUD 1945, 

b) IJU No.22 'l'aliun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 

I>I'R, [>1'1>. dan l>I'RI>. 

c) U U  No.32 'Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

d) 1'1' No.25 taliun 2004 tentang I'edoman Penyusunan Peraturan 

l'ata Tcrtib DI'RI); 

e) Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor 

188.4.4311 6lDPRDl2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD 

Kota I'alangka Raya I'criodc 2004 - 2009. 

I) Scrta I'craturan I'crundang-undangan lainnya yang terkait 

dcngan pciicl itiaii i ni.  

2) Hahan I-lukum Skundcr yailu buku-buku hukum berbagai karya 

ccndekiawan yang bcrkaitan dcngan penelitian ini. 

3) Halian I-lukum 'I'crsicr, scpcrti Kamus tlukum, Kamus Bahasa 

Indonesia dan lnseklopedi 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yakni akan nicngadakan wawancara tcrutama dcngan 

Kctua DPRD Kola I'alangka Raya, anggota DI'RD, dan Fraksi- 

Fraksi serta Komisi-Komisi yang ada di sana; 



b. Angkct, mcrupakan daftar pcrtanyaan yang telah disiapkan jawaban 

dan dal'tar isiannya, berupa lixmulir yang diajukan secara tertulis 

yang diajukan kepada DPRD Kota Palangka Raya yang berjutnlah 

25 orang; 

c. Dokomentasi, yakni penulis mengumpulkan data-data yang ada di 

Sckrctariat DI'IUI Kola I'alangka Kaya; 

5. Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai adalah penelitian hukum normatif 

dengan metode pendekatan secara teorites, yurudis dan politis. 

I'cndckatan tcoritcs di~naksuclkan untuk mcmbcrikan dasar tcorites 

mengenai hak Dl'R[> Kota Palangka Raya, terutama mengenai hak 

inisiatif. 

6. Anal isis Data 

Data yang berhasil dikunipulkan kemudian dikelonlpokkan menurut 

jenisnya, keniudian data tersebut dipelajari dengan cara membandingkan 

dengan teori dan pendekatan para ahli serta dikaitkan dengan masalah 

yang dibahas, scla~i.jutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan 

mctoclc induktil: Kcgialan analisis adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Rcduksi dala ini dilahi~kan i~nt i~k mcn:!jamkan, mcnggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan 

schingga mcmudahkan u111uk dipclajari. 



b. Penyajian Data 

Penyajian data ini menyusun data untuk disajikan dalam sebuah 

laporan penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah mencoba men) impulkan sebuah 

penelitian agar pcncliti da~i  para pembaca dapat nicngctahui 

bagaimana hasil penelitian tersebut 

F. Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, berikut iiii akan penulis uraikan 

satu persatu, yaitu sebagai berikut : 

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Karangka Teori yang terdiri dari 4 (empat) sub judul, 

yaitu :Teori Demokrasi, Teori Lembaga Perwakilan, Teori Pembentukan 

Perda. dan DPRD di Indonesia. Selaqjutnya adalah Metode Penelitian serta 

Sistematika Penulisan. 

Bab I1 adalah Tinjauan Uinum Tentang Demokrasi, Lembaga 

Perwakilan dan Peraturan Daerah. Bab ini memuat tentang Tinjauan 

Tentang Demokrasi, Peilgertian dan Syarat Demokrasi. Selanjutnya 

Perkembangan Demokrasi di Indonesia yang terdiri dari Periode Demokrasi 

Masa Revolusi Kemerdekaan, Periode Demokrasi Liberal, Periode 
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Demokrasi Terpimpin, Periode Demokrasi Orde Baru. dan Demokrasi 

I'ancasi la. 

I ,cnibaga I'crwaki Ian di  I ndoncsia, mcmual tcntang 1,cmbaga 

Penvakilan secara Umum, Lembaga Penvakilan di Daerah, Kedudukan dan 

Pungsi DPRD, Tugas dan Wcwcnang DI'RD dan l lak dan Kcwa-jiban 

III'RD. Scdangkan sub judul l'craluran Daerah, memuat tentang Pengertian 

I'eraturan Daerah, Asas-Asas Peraturan Daerah, Materi Muatan Peraturan 

. . 
Daerah, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Tata Urutan Peraturan 

Perundang-undangan serta Fungsi Peraturan Daerah. 

Rab I l l  .adalah Kcmandcgan I lak Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya 

niemuat tentang Gambaran Umum IIPRD Kota Palangka Raya, Kinerja 

III'RII Kota I'alangka lhya clibidang Icgislasi, I lak lnisiatif di DPRD Kota 

palangka Raya da~ i  Kcndala-kcndala dalani Pelaksanaan Hak I~iisiatif 

DPRD Kota Palangka Raya, serta Pemecahan Masalah. 

Bab IV atau bab terakhir adalah Penutup yang memuat Kesimpulan 

dan saran-saran. Pada bagian saran-saran ini penulis menyajikan, apa upaya 

yang hams dilakukan oleh DPRD Kota Palangka Raya sehingga hak inisiatif 

dapat dilaksanakan, sehingga DPRD Kota Palangka Raya tidak dianggap 

hanya sebagai tukang stempel sebagaimana banyak dikelulikan oleh 

masyarakat saat ini. 



TlNJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, 
LEMBAGA PERWAKILAN DAN PERATURAN DAERAN 

A. Tinjauan Tentang Demokrasi 

1. Pengertian dan syarat demokrasi 

Pcngcrtian dcmokrasi itu scndiri scbcnarnya bcrasal dari baliasa 

Yunani dari perkataan "demos" yang artinya rakyat dan "cretein" 'yang 

artinya memerintah, sehingga jika dipadukan kedua kata tersebut 

demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, kekuasaan rakyat, 

.i 2 kcrakyalan. .ladi pcngcrlian dasar dcmokrasi adalah pemcrintalian yang 

dijalankan oleh rakyat. 

Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim 

men-jadi penganut pahain demokrasi. Seperti dapat diketahui dari 

penelitian Amos J. Peaslee pada tahun 1950, dari 83 UUD negara-negara 

yang dipcrbandingkannya. lcrdapat 74 ncgara yang konstitusinya secara 

resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%).j3 
. . 

Mcmang liarus diakui sumpai sckarang islilah dcmokrasi it11 sudah 

menjadi bahasa umum yang menun-juk kepada pengertian siste~n politik 

yang diidealkan dimana-mana. Padahal dulunya, pada zamatl Yunani 

kono, dari mana istilah demokrasi itu pada awalnya bcrasal. Istilah 

52 Iklazairin. Demokrc~si Pc~tic.nsikr. Rina Aksara, Jakarta, 1983, ha1.20. 
'3 AINOS .I. l'ci~slcc. ( 'ot~.v/itlltiotl (!/' Notiot1, clikul ip clari J i~nly Assliiclclic~ic, 0 p . C  ' i t . ,  

ha1.1 13. 



demokrasi itu mempunyai konotasi yang sangat buruk. Demokrasi (demos 

+ crufos atau demos -1  krufien) dibaymgkan orang sebagai pemerintahan 

oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan 

oleh satu orang (autocracy). 

Uaik deinokrasi maupun otokrasi, menurut pengertian umum di 

zaman Yunani kono sama-sama buruknya. Karcna itu, yang diidcalkan 

adalah "plutokrasi" (pluto + cracy), yaitu pemerintahan oleh banyak 

orang, bukan hanya dikendalikan oleh satu orang, tetapi banyaknya orang 

itu tidak berarti semua orang ikut memerintah, sehingga keadaan menjadi 

kacau balau dan tidak terkendali. 

Sekarang konsep demokrasi itu dipraktekkan di seluruh dunia 

secara berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Setiap negara dan 

bahkan setiap orang menetapkan definisi dan kriterianya sendiri-sendiri 

mengenai demokrasi itu. Sampai sekarang negara komunis seperti Kuba 

dan RRC juga tetap iiicngaku sebagai negara dem~krasi. '~ Ia sudah 

men-jadi pradigma dalam baliasa komunikasi dunia mengenai sistem 

pemerintahan dan sistem politik yang dianggap dunia mengenai sistem 

pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal, meskipun dalam 

prakteknya setiap orang menerapkan standar yang berbeda-beda, sesuai 

kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, bisa saja pada suatu hari 

- 

54 Jimly Asshiddiqe, lhid. 



nanti, timbul kejenuhan atau bahkan ketidakpercayaan yang luas 

mengenai kegunaan praktis konsep demokrasi modern ini. 

Mcnurul Miriam Budiarcijo, islilali dcmokrasi mcrupakan istilah 

arnbigouos:5 pengertiannya tidak tunggal sehingga berbagai negara yang 

mengklaim diri sebagai negara demokrasi telah menempuh rute-rute yang 

bcrbcda.'"merika Scrikal yang l i beral, (bekas) negara Uni Suviet yang 

totaliter sama-sama mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Kerapkali 

terjadi manipulasi terhadap konsep demokrasi, sehingga pemaksaan, 

penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di 

negara-negara komunis dapat dianggap dosa kecil dan menurut mereka 

tetap harus dianggap demokrasi karena ditujukan untuk menyalamatkan 

rakyat dalam menyongsong masa depannya.s7 

Dikatakan bersiiht relatii' karena kenyataan ada perbedaan di setiap 

negara maupun setiap perkembangannya, sehingga demokrasi maupun 

totalitcrismc atau otolitc~-ismc tidaklah selalu sama antara yang ada di 

sualu ncgara dan di ncgara-ncgara lain. Ini menirnjukkan tidak ada suatu 

ncgara yang bctul-bclul dcmokralis, dan lidak ada suatu negara yang 

betul-bclul sepenuhnya otoritcr. 

55 Miriam Budiardjo, Op.Ci/., ha1.50, Lihat pula Moh. Mahfud MD, Polifik Hzrkum di 
Indoneiu, LP3ES, Jakarta, Cet ,3 ,2006,  hal. 15- 16. 

'" M .  Amin Rais, Pengtmfur dulum Dcmokru.vi dun Proses Polifik, I,P3ES, Jakarta, 
1986. Ha1.56. 

57 Afan Gaffar, Politik, Demokrusi dun Fuhum Integralistik, dalam Moh. Mahfud. MD, 
Op. Cit., lial. I 6 .  



Dari gambaran teoretis yang abstrak tentang kedua ujung spektrum 

politik tersebut sebenarnya secara empiris tidak ada satu negara pun 

yang mengikuti bentuk teoritesnya secara penuh, artinya di dalamnya 

sering banyak variasi. Di dalam negara demokrasi misalnya sering timbul 

gejala-gejala otoriterisme berkenaan dengan seringnya pemerintah 

melakukan tindakan yang sepenuhnya ekonomis '' 
Menurut Aristotelis, sebagaimana dikutif ole11 CF. Strong dalam 

buku yang berjudul "Modern Political Conslilulion" , dikatakan bahwa 

demokrasi itu termasuk bentuk pemerosotan.59 Pendapat semacam ini 

terasa mengejutkan, mengingat di era sekarang paham demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan laksana "primadonu " yang memancarkan 

pesona bagi setiap bangsa untuk meraihnya. 

Maurice Duverger pada intinya mengatakan banwa kalau arti kata 

yang dipahami secara awam, maka demokrasi yang sesungguhnya tidak 

pernah ada, sebab ha1 ini adalah bertentangan dengan kodrat alam dan 

sangat utupis mengingat tidak mungkin segolongan orang yang berjumlah 

besar pemerintah, sedangkan yang berjumlah sedikit diperintah.60 

Schumpeter mengemukakan apa yang dinamakan "teori lain menge- 

58 Moh. Mahfud, MD, Poli~ik Hukum di Indone.sia, Op.Cif, hal. 18. 
59 CF. Strong, Modern Polifical Consfilurion, dalam Sri Soemantri, Tentang Lembaga- 

Lembaga Negara Mcnurur UUD 1945, Alumni, Bandung, 1986, ha1.2, lihat juga B. Hestu Cipto 
Handoyo, Hukum Tala Negara, Kewargancgaraan & Hak Asasi Manusia, Universitas 
Atmajaya. Yogyakarta. 2003, hal. 98. 

60 Log. Cif. 



nai demokrasi". "Metode Demokratis", katanya adalah prosedur 

kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya 

individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui 

perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.6' 

I'cmaliaiiian dc~iiokrasi di alas, kecuali pcndapat yang dike~nukakan 

olcll Schurnpclcr, scbcnar~~ya bcrlitik lolak dnri pcngcrlian kata 

demokrasi secara harfiah. Atau dapat juga dilandasi oleh pemahaman 

demokrasi dalam arti formil atau dalam arti bentuknya. Pada prinsipnya 

paham demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan rakyat dalam 

aktivitas penyelenggaraan kchidupan kenegaraan. 

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang 

menggunakannya sebab demokrasi hak masyarakat menentukan sendiri 

jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu hampir semua 

pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan 

proses penting bagi rakyat secara operasional implikasinya diberbagai 

negara tidak selalu sama. 

Meskipun demikian, dua ukuran klasifikasi mengenai apakah suatu 

pemerintahan demokrasi atau tidak yang digunakan oleh Aristotelis 5 1 3  

ahad yang la111 ~nasili bcrlaki~. Stlat11 pc~iicrintalian dik:ltaka11 dcnloliratis 

61 Pendapat Schumpeter dikutip dari Samuel P. Huntingan, Gelomhung Den~okrasi 
Ketiga, Grafiti, Jakarta, Cet.11, 1997, ha1.5. 



apabila ia diselenggarakan oleh banyak orang, dan disaniping itu 

kekuasaan yang diperolehnya digunakan untuk kepentingan umumb2 

Berbagai teori tentang demokrasi telah berkembang. Teori-teori itu 

dapat membantu memperoleh jawaban terhadap beberapa pertanyaan 

dalam rangka hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. 

Naniun dcm i kian, pada garis bcsarnya tcori-teori itu dapat 

dikclompokkan kc dalam yang normatif'dan e~npiris atau deskriptif. 

Yang pertama menunjukkan bentuk dan susunan pengorganisasian 

politik yang dianggap baik bagi mencapai demokrasi tersebut. Dalam ha1 

ini tersangkut nilai-nilai yang dipilihnya. Dan yang kedua berusaha 

mclukiskan bagaimana bckcrjanya sistcni politi k tersebut. Dalam ha1 ini 

kenyataan-kenyataan empiris menjadi titik tolaknya. Meskipun demikian, 

bcbcrapa ahli bcrpcndapat pcnibedaan kedua teori tersebut tidak tajam.63 

Afan Gaffar membagi demokrasi menjadi dua, yaitu Demokrasi 

Normatif dan Demokrasi ~ m ~ i r i k . "  Demokrasi normatif adalah 

demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau 

diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya ada ungkapan 

"pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Ungkapan 

" A. Hamid S. Attamimi, Kedudukun dun Peranan Presiden Dalam Fungsi Legislutf 
:Menururt sistem Politik Dernokrasi Pancasila, dalam Fungsi Leguslatf dularrr Sistem Politik 
Indone.sia. Ed. Meriam Budiardjo dan lbrahim Ambong, Ra.jawali Press, Jakarta, 1993, ha1.27. 

"" //,id, ha1.28. 
Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, Cet.VI, 2006, ha1.3. 



normatif tersebut, diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing 

negara. Sedangkan demokrasi empiri k adalah disebut juga sebagai 

procedural d e m o c r u ~ y ~ ~  

Konferensi Znternasional Commission of Juris tahun 1965 di 

Bangkok merumuskan enam syarat agar suatu negara dapat disebut 

scbagai negara demokrasi"~ yaitu: 

a. I'erlindungan konstitusio~ial terhadap hak-hak asasi manusia; 

b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 

c. Pemilihan umum yang bebas; 

d. Kcbebasan untuk menyatakan pendapat; 

c. Kcbcbasan untuk bcrscrikat; 

f. I'endidi kan Kewarganegaraan. 

Bagi sebuah negara yang n~enyatakan sebagai negara demokrasi, 

maka ke enam syarat di atas mutlak harus dipenuhi. 

2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia 

Semanjak negara Indonesia merdeka sampai sekarang kita sudah 

mengalamai beberapa kali pergantian demokrasi, yaitu dari demokrasi 

liberal, dcmokrasi tcl-pimpin dan kcmbali kepada UIJ1> 1945. 13crikut ini 

akan penulis uraikan perjalanan demokrasi di Indonesia. 

"' Ihid. 
(,b Muclitar I'akpahan, Ihid., lial. 15. 



a. Periode Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan 

Setelah Indonesia merdeka berlakulah Demokrasi Pemerintahan 

Masa Revolusi Kemerdekaan dari tahun 1945 - 1949, sistem 

pemerintahan yang berlaku menganut sistem kabinet Fresidential 

sebagaimana diatur menurut UUD 1945, dimana para menteri 

bertanggung jawab kcpada presidcn."7 

Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan 

mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan 

demokrasi politik di Indonesia. Mereka percaya, bahwa denlokrasi 

bukan mcrupakan scsuatu yang hanya terbatas pada komitnien, tetapi 

juga merupaka~i sesuatu yang perlu di~u.judkan.~' 

Pada masa ini para pcnyclcnggara negara berhasil meletakkan 

dasar bagi dcmokrasi di 1ndoncsi:1,~'" yaitu: 

I )  Polilicul fiunchis yaug nicnycluruh yaitu para pembentuk negara 

sudali sejak scmula mcml)unyai komitmen yang sangat besar 

terhadap dcmokrasi, scliingga begi tu kita menyatakan kemerdekaan 

dari pcmcrintah kolonial Belanda, semua warga negara yang 

dianggap dcwasa mcniiliki hak-liak politik yang sama, tanpa ada 

diskriminasi yang bersu~uber dari ras, suku dan kedaerahan. 

67 Harsudiono Hartas, Fungsi Legaslafif Dalam Sisfem Polifik Indonesia, Editor Miriam 
Budiard'o dan lbrahim Ambong, Ra-jawali Press, Jakarta, 1993, hal. 198. 

Afan Gallar. Op.CT,. hsl. 10. 
69 /Did., hal. l I .  



2) Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk 

menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite 

Nasional lndonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan 

parlemen. 

3) Ucngan Maklumal Wakil I'rcsidcn No.X 'I'ahun 1945, maka 

dimungkinkan tcrbcn1uknya s~junilali partai politik, yang kcmudinn 

men-jadi peletak dasar bagi sisteni kepartaian di lndonesia untuk 

masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. 

I'ada masa ini partai politik tumbuh dan bcrkembang dengan 

ccpat. l'etapi. Iungsinya yang paling utama adalah ikut sel-ta 

memenangkan revolusi kemerdekaan, dengan menanamkan kesadaran 

untuk bernegara scrta nienanamkan semangal anti imperialisme dan 

kolonialisme. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, Pemilihan 

Umum bcluni dapat dilaksanakan, sekalipun ha1 itu sudah nlerupakan 

salah satu agenda politik yang utama. Pemililia~i umum yang sangat 

terbatas sifatnya baru dijalankan di beberapa wilayah negara, misalnya 

di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Utara. 

b. Periode Demokrasi Liberal (Parlementer) 

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 

1950 - 1959, dcngan mcnggunakan Konstitusi RIS 1949 dan Undang- 

Undang Dasar Semantara (UUDS) 1950 sebagai landasan 

konstitusionalnya. 



Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945 diikuti dengan 

keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14  Nopember 1945 tentang 

susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer atas usul BP-KNIP. 

Maklumat Pemerintah ini menggeser konfigurasi politik Indonesia ke 

arah yalig lcbih libcral - dcmokratis, sebab dengan sistem parlemeter 

ini pemcrintah liarus bcrlanggung jawab kepada parlcmcti yang ketika 

it11 dilakukan olcli KN 11'. Watak pluralistik alau konfigurasi liberal- 

dcmokratis scbcnnr~iya mcngcmuka secara lebih jelas ketika 

pcmcrintah mengcluarkan Maklumat sebelum Maklumat 14 Nopember 

ilu. yak~i i  Maklumal I'cnicrinlah langgal 3 Nopcmber 1945. Maklumat 

I'cnicrinlali tanggal 3 Nopcmbcr 1945 pada pokoknya berisi harapan 

pcmcrinlali agar a1 inn-al iran dalani masyarakat scgara nicni bentuk 

parpolnya sebelum dilangsungkan Pemilu yang akan diselenggarakan 

. . pada bulan Januari 1946. Makluniat 3 Nopember 1945 inilali yang 

nienjadi dasar sistem banyak partai atau pluralisn~e.70 

Konfigurasi politik demokratis berdasarkan Konstitusi RIS 

1949, selain dapat dilihat pada sistem pemerintahannya yang 

mcnganut parlcmcntcrismc dapat juga dipahami dari pcngcrtian 

I'cclcralisr~lc iiu sclltliri yang dalanl mckanismc I1ubunga.n antara pusat 

.. . .. .. . - - . . .. .. - --.-- . . . - - 

7" Moh. Mahi'ud, MU, I'olifik Hzrkum di Irdone.sio, LP3ES, Jakarta. 2006, ha1.303. 



dan daerah (negara bagian) meletakkan pemerintah pusat dan 

pemerintah negara-negara bagian dalam susunan yang sederajat." 

Walaupun Konstitusi RIS menganut sistem Kabinet 

Parlementer, d i niana para MenteriIPerdana Menteri bertanggung 

jawab kcpada 111'1<, namun l>l'l< tidak dapat mcmaksa mentcri untuk 

meletakkan jabatan, sebaliknya tidak ada kewenangan Presiden untuk 

membubarkan DPR walaupun atas permohonan Kabinet. Disamping 

itu perangkapan jabatan menteri dengan keaggotaan DPR ataupun 

senat dilarang.'* 

Usia Konstitusi RIS tidak berlangsung lama, sehubungan dengan 

bubarnya Negara RlS dan disepakatinya untuk ltembali menjadi negara 

Kesatuan RI pada tahun 1950. Namun demikian UUD yang 

diberlakukan bukan ULID 1945 yang menganut sistem Demokrasi 

Pancasila, melainkan memberlakukan UUDS 1950 yang bercirikan 

sistem kabinet parlenlenter dengan landasan Demokrasi Liberal. 

Dalam periode ini tidak terdapat perbedaan prinsipil dengan 

sistem yang berlaku ketika berlakunya Konstitusi RLS, kecuali hal-ha1 

yang khusus. Anggota DPR tidak di larang merangkap sebagai Menteri, 

ABIil dalam dinas aktii' yang menerima keanggotaan DPK dengan 

sendirinya menjadi non aktif selama keanggotaan tersebut. Setelah 

7' Ihid. 
72 Harsudiono Hartas, Up. Cir., hal. 1 99. 



berhenti dari keanggotaan DPR kembali ke Dinas aktif. Selain itu 

terdapat pula pembatasan kepangkatan bagi an*;katan perang dan 

kcpolisian untuk dapat diizinkan mcnduduki ji~hatan schagai nnggota 

L)L'I<. 

c. Beriode Demokrasi Terpimpin 

Melihat situasi dan kondisi yang sedcmikiari tidak mcnentu, 

L'rcsidcn RI bcrusaha mcngatasi kcadaan dengan mengeluarkan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959, yang isinya menetapkan pembubaran 

Konstitunte, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi 

UUDS 1950 serta pembentukan MPRS dan DPAS dalam wakti~ yang 

sesingkat-~in~katn~a. '~ 

Namun dalam kenyataannya UUD 1945 tetap tidak dapat 

dilaksanakan secara murni dan konsekuen di mana sistem 

pemerintahan yang dianut adalah sistem Demokrasi terpimpin, 

disamping terdapatnya penyimpangan-penyimpangan lain yang tidak 

sesuai dengan sistem Demokrasi Pancasila sebagaimana diamanatkan 

oleh UUD 1945. Bekas anggota Badan Konstituente hasil pemilu 1955 

yang telah dibubarkan, kemudian diangkat menjadi anggota DPR-GR 

yang dibentuk dengan Penpres No.411960 yang mempunyai tugas, 

anlara lain mcmhanl~~ pcmcrinl:rh mcrcalisasikan sosialisnic Indonesia. 



Perkembangan selan.jutnya DPR-GR tersebut men-jadi pembantu 

Presiden. Hal ini memberi gambaran tentang kedudukan DPR tidak 

lagi sebagai alat demokrasi yang harus membawa dan menyalurkan 

aspirasi rakyat. 

Scbagai puncak tcrjadinya penyelewengan terhadap pelaksanaan 

\ J t  1 1 )  1045 ;ld:~l:~li clihcnluknya I:ront Nasional yang mcrupakan 

gabungan dari tiga kckuatan, yaitu golongan nasional, golongan agama 

dan golongan komunis, yang pernah kita kenal dengan NASAKOM, 

yang sangat bertentangan dengan sistem Demokrasi Pancasila dan 

U UD 1945 karcna membcri peluang terhadap berkcmbangnya 

kckuatan komunis yalig nyata-nyata merupakan ancaman bagi 

kelestarian idiologi Pancasila. 

Sebagai akibat ketelodoran tersebut, pada tahun 1965 terjadilah 

peristiwa berdarah yang nyaris mengubah Negara Republik Indonesia 

yang berdasarkan Idiologi Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara 

komunis, akan tetapi usaha dari komunis ini dapat digagalkan. 

d. Periode demokrasi Orde baru 

Sejak Orde Baru kenegaraan didasarkan'pada pelaksanaan UCTD 

1 945 secara murni dan konsekuen. Lembaga-lembaga negara sesuai 

yang diamanatkan olch l JlJIl 1945 dibentuk dan difungsi kan 

sebagaimana mestinya. Sejak tahun 1971 rangkaian Pemilu demi 



Pemilu dilaksanakan secara kontinu siklus kepemimpinan nasional 

lima tahunan sebagaimana dianianatkan UUD 1 945." 

Kedudukan legislatif (DPR) dalam tatanan sistem Demokrasi 

l'ancasila adalah kuat. Dcwan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. 

Kccuali ilu anggota III'R scniuaiiya merangkap sebagai anggota MPR. 

Olcli karcna it11 III'R dapat scnanliasa mcngawasi tindakan-tindakan 

Presiden dan jika dewan menganggap baliwa Presiden sungguh 

melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh 

MPR, maka Ma-jelis dapat diuiidang iintuk sidang istimewa agar bisa 

I Jndang-unclang No. 161 1960 yang disempurnakan deiigaii UU 

No.211085 tcntang Susunan dan Kcdudukan MI'R, DPR dan DPRD, 

I .  I lak nicniinta kctcrangan kcpada Presiden; 
2. I lak mcngadakan pcnyclidikaii; 
3. 1 lak mcngadakan 1x1-i~baliaii alas RIJIJ; 
4. I lak nicngajuka~i pcriiyataan pendapat; 
5. Hak mengajukan mengan-jurkan seseorang jika ditentukan 

olch suntu pcraturnn pcrundang-undangan; 
6. I lak mcng:i.juka~~ Rancangan Iliidang-Undang. 

Scjak pemerintalian Ordc 13aru terliliat cukup banyak lccgiatan 

DI'R yang dilaksanakan dalam rangka menl.:eiiiban tugas dan 

wcwcnangnya scbagaimana yang dilcntukan olcli UIJD 1 945 maupun 



ketentuan perundangan lainnya. Ranyak produk perundang-undangan 

yang telah dihasilkan bersama dengan, pihak pemerintah dala~n upaya 

meningkatkan kesejahteraan niasyarakat daii peningkatan di bidang 

hu kum maupun dcmokrasi itu sendiri. 

3. Demokrasi Pancasila 

Bangsa Indonesia dalam membangun Negara Republik Indonesia 

telah menetapkan beberapa nilai dasar sebagai pilihannya. Nilai-nilai 

dasar itu ialah yang kita sebut Pancasila. Bahkan nilai-nilai dasar itu 

sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila sudah ditetapkan selain 

sebagai Cita Hukum (Rechtsidee) yang mengandung fungsi regulatif dan 

konstitutif bagi seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia, juga sudah 

ditetapkan scbagai Norma Fundamental Negara (St~~~~/.!.filnden~~'n/~~lnorrn) 

yang nicrupakari norma tcrtinggi dalam kehidupan kenegaraan bangsa 

Indonesia. Karcna i lu  bagi bangsa Indonesia I'ancasila menjadi sumber 

dari segala sumber kehidupan berniasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Ilcmokrasi yang dikenibangkan di lndonesia adalah Demokrasi 

I'ancasila yaitu paham dcmokrasi yang bersuniber pada kepribadian dan 

filsafat hidup bangsa Indonesia yang penvujudannya sebagaimana ter- 

tuang dalam I'cmbukaaan I J I J I )  1045 dalam kctcntuan l'asal 1 (2) yang 



berbunyi : "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-U ndang ~ a s a r " ~ '  I 

Pada Demokrasi Pancasila, menempatkan rakyat sebagai 

keseluruhan harkatnya i kut sccara akti f menentukan GBHN dan 

mcncntukan mcndataris iitiis pinipinan nasional yang akan lnelaksanakan 

GI31 IN. Karcna ilu liakikat 1)cmokriisi I'ancasila ialali dcriiokrasi dcngan 

Pancasila sebagai landasannya. Dengan demikian, Demokrasi Pancasila 

dapat juga dijabarkan sebagai demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha 

Esa, Dc~nokrasi yang bcr-Kcman~~siaan Yang Adil dan Dcradab. 

Demokrasi yang ber-Persatuan Indonesia, Demokrasi yang ber- 

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleli Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permu- 

syawaratan/Penvakilan dan Dernokrasi yang ber-KeadiIan Sosial Bagi 

Scluruli Rakyat Indonesia. 70 
I 

Dilihat dari kenyataan bahwa Demokrasi Pancasila adalah juga 

suatu sistem politik yang sebagaimana dikatakan oleh Van Damne, suatu 

lingkungan sosio-ekonomik mengenai penyelenggaraan kekuasaan dan 

organisasi-organisasi (sosial & politik) yang beroperasi di dalarnnya, 

maka Demokrasi Pancasila tidak dapat terlepas dari sistem kenegaraan, 

kebangsaan, dan kemasyarakatan dari rakyat Indonesia. Demokrasi 

75 UUD 1945 Amandemen kc 3. 
76 A. I-lamid. S. Attamimi, Ihid.. hn1.28. 



Pancasila ialah demokrasinya rakyat Indonesia untuk mencapai aspirasi- 

aspirasi rakyat Indonesia. Dan lial i tu kembali ~nenunjuk kepada Cita 

Negara Republik Indonesia dan Teori Bernegara hangsa ~ n d o n e s i a . ~ ~  

. . Di dalam negara yang mendasarkan dirinya pada demokrasi 

konstitusional, U U L> ~ncmpunyai Iungsi yang khas yaitu mem batasi 

kckuasaan tadi bersifat scwcnang-wcnang. Dengan dcmikian dihnrapkan 

liak-liak wal-ga ncgara aka11 Icbi I1 tcrlindungi. Gagasan ini dinamakan 

konstitusionnlismc. 7X 

Mcnuri~t Carl .I I:~.idricli, dala~ii bukunya ('ons/i/~nional 

Governmen1 und Llcmokrucy, konstitusionalis~nc m~rupakan gagasan 

bahwa pcmcrintali mcrupakan suatu kumpulan kegiatan yang 

disclcnggarakan olch dan atas nania rakyat, tctapi yang dikeriakan 

bcbcn~pa pcmbatas:~~~ yang diharapkun akan men.jamin baliwa kekuasaan 

yang dipcrlukan untuk pcmcriutalian itu tidak disalahgunakan oleh 

nicreka yang nicndapat tugas pc~iicri~itali.7" 

77 Ihid., ha1.29. 
78 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

1982, ha1.96. 
7') Ihid.. hal.97. 



B. Lembaga Perwakilan di Indonesia. 

1. Lembaga Perwakilan secara Umum 

Menurut Miriam ~udiardjo" Penvakilan (represenfufion) adalah 

konsep bahwa negara atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau 

kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang 

lebih besar. Dewasa ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 

umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan 

penvakilan yang bersifat politik (political representation). 

Kalau diikuti secara seksama pasal-pasal yang mengatur DPR 

dalarn UUD 1945, dapat dikatakan DPR mempunyai tugas yang sangat 

penting dalarn kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Tugas itu secara garis 

besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu yaitu fungsi legislatif (legislative 

. . .funcfion), fungsi pcngawasan (coniroling .funcfion) dan fungsi budged 

atau anggaran (budgeling, filncfion). 

Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat, rakyat 

yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan, Rouseau menyebutnya 

Volunfe Generule. Dcwan I'crwakilan Rakyat dianggap merurnuskan 

kemauan rakyat atau kemauan ulnum ini dengan jalar~ menentukan 

kebijaksanaan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat. 

- -- - . . . -. - -. 

XfI Miriarn Uudiardjo, Dusur-Dusur llrnrr l 'oli~ik, !*I' .  Gramcdia I'ustaka Utarna, Jakarta, 
cet. 27 Tahun 2005, hal. 175. 



Perkembangan studi tentang negara dan pemerintah pada abad 

modern ini menunjukkan bahwa 'reori Kontrak Sosial telah meletakkan 

landasan yang kuat bagi terbentuknya konsep Kekuasaan Negara dan 

Pemerintah serta konsep Kedaulatan Rakyat. Ide kekuasaan ada di tangan 

rakyat dan dijalankan olcli pcmcrintali ~nulanya dikemukakan oleh 

Eficurus dan dikcn1b:uigkan olcli Marsilius yang mcn.jelaskan proses 

terciptanya pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat bermula 

ketika terjadinya Puclurn Subjecliones yang bersiat ~oncess io .~ '  

Sclanjutnya Marsilius mc~i.jelaskan sebagaimana dikutif oleh 

Napitupulu, yaitu :'* 

"Kckuasaan ncgara tertinggi itu ada pada rakyat, sebab rakyatlah 
yang berhak membuat peraturan-peraturan hukum atau undang- 
undang. Hal ini disebabkan karena negara itu merupakan kesatuan 
dari orang-orang yang bebas, yang merdeka, jadi perimbangan antara 
kekuasaan rakyat dengan keltuasaan raja adalah rakyat yang 
berdaulat, raja melaksanakan kedaulatan rakyat". 

Ajaran kcdaulatan rakyat yang berintikan pemerintahan dari, oleh 

dan untuk rakyat scla~i.jutnya mclaliirkan teori Negara Demokrasi yakni 

sualu pcn~crinlahiln yilng tli.iillankan olcli wakil-wakil ~xkyal. yang 

scla~i.jutnya mclahirkan konsep Kepresenlulive Governmen1 dan 

Inti konsep pemerintahan perwakilan itu adalah rakyat secara 

X I  I'aitnin Napilupulu, O/).(,'if., ha1.62. 
X2 /hid. 



bersama-sama membentuk negara dan mengisi jabatan-jabatan negara 

serta menyusun suatu sistem pemerintahan melalui suatu mekanisme 

pcmi lihan tcrtcntu. Dcngari dcmikian, aka11 teriaringlah aparatur 

pemerintahan yang benar-benar mewakili seluruh kelompok kepentingan 

dalarn niasyarakat. Praktek pemcrintahan yang demokratis itu akan 

mclcmbagakan suatu sistcm pcmcrintahan perwakilan yang ~iieniberikan 

kesempatan yang sama kepada semua rakyat untuk memimpin negara, 

mengisi jabatan-jabatan negara dan melaksanakan proses pemerintahan. 

Karcna itu. jabatan pcmcrintali aka11 diisi olcli para wakil rr-tkyat yang 

sekaligus mewakili kepentingan rakyat untuk diperjuangkan melalui 

kekuasaan yang dimiliki pemerintah itu sendiri. 

Lembaga Perwakilan Rakyat boleh terdiri dari satu kamar atau dua 

Kamar. Ada yang disebut parlemen atau legislatif dan namanyapun 

mungkin Congres, House of Commons, Diet, Knesst, Bundestag atau 

Dewan Penvakilan Rakyat (DPR). Apapun sebutan dan namanya, namun 

yang pokok adalah keberadaan Lembaga Penvakilan Rakyat merupakan 

ha1 yang sangat esensial karena ia berfungsi untuk mewakili 

kepentingan-kepentingan rakyat. Lewat Lembaga Penvakilan Rakyat 

inilah aspirasi rakyat ditampung yang kemudian tertuang dalam berbagai 

macam kebijaksanaan umum yang sesuai dengan aspirasi rakYatag3 

R R  Dahlan Thaib. DPR drrllrrn Sisfc~rn Kc~ftrftrricgnrncrn Inrkoticsicr. Op. Cif,  hnl. I . 



Para pakar ilmu politik yakin bahwa sistem penvakilan merilpakan 

cara terbaik untuk membentuk "Represenfufive Governmenf ". Cara ini 

menjamin rakyat tetap ikut serta dalam proses ~oli t ik tanpa harus terlibat 

. . sepenuhnya dalam proses itu. Duduknya seseorang di lembaga 

penvakilan, baik itu karena pengangkatan maupun melalui pemilihan 

umum mcngakibatkan tinibulnya Iiubungan si wakil dcngan yilng 

diwakili. 

Menurut Austin ~ a n n e ~ ~ ~ ,  ada dua teori klasik yang terkenal 

tentang hakikat hubungan wakil dengan tenvakili, yaitu 'I'eori Mandat dan 

'Teori Kekuasaan. Dalam I'eori Mandat, wakil dilihat sebagai penerima 

mandat untuk merealisasikan kekuasaan tenvakili dalam proses 

kchidupan politik. 

Bagi tcrwakili tcori ini Icbih rnenguntungkan karena wakil dapat 

dikontrol terus-menerus. Perbedaan pandangan antara wakil dengan 

terwakili dapat mcngakibatkan nicnurunnya reputasi wakil. 

1)alani tcori kcbebasan, wakil dapat bertindak tanpa tergantilng atau 

tcrikat sccilril kctat dari tcrwakili. Mcnurut tcori ini si wakil adalali orang- 

orang tcrpcrcaya dan terpi l i 11 scrta lnemil i ki  kesadaran hukum masyarakat 

yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang 

diwakilinya atill1 atas nilmil r;~kyill. 13crli1wanan clc~igi~n ~cori mi~ndat, 

li 1 Pendapat Austin Rcnncy, dikutifdari Ilahlan l'haib, Ihid. ha1.2. 



maka logika teori kebebasan wa'til lebih terfokus pada operasionalisasi 

tugas wakil itu sendiri. Adanya kemungkinan bahwa terwakili merasa 

tidak terwakili bebcrapa atau se.jumla1i masalah karena 

ketidakfahamannya dengan wakil tidak dapat dielak dalam teori ini. 

Akan tetapi tidaklah berarti bahwa tidak ada hak terwakili untuk 

~ncngo~rtrol tintlakarl wirkilny;~ yang ticlak bcrli~ngsi. I li~nya saja 

kontrol i l u  tidak bcrlangsung sccara tcrus-menerus. Ilalam ha1 ini 

terwakil i ~nasi h dapat nicnghukum waki lnya dalam pemilu berikutnya 

dcngun jalun tidak ~nc~llilihnya lugi. 

IJntuk mcmaliami bagaimana niodcl atau sistcm Lembaga 

Penvakilan Rakyat di Indonesia, menurut Dahlan Thaib haruslah 

. . mempergunakan pendekatan dari sudut pandang UUD 1945 .8s Sehingga 

dcngan pcndckat:m tcrscbut kita tidak bcrliarap Lcnibaga I'crwakilan 

Itakyat di Indonesia yang bernama DI'R sama seperti di barat. 

(1 (1 1) 1045 yang mcnganut a-jaran teori kedaulatan rakyat dengan 

dasar dan bentuk ncgnra kernkyatan, menginginkan adanya Dewan 

I'crwakilan Rakyat, walaupun I'rcsidcn tidak bertanggung jawab kepada 

IlI'R, akan tctapi DI'R mcmpunyai kekuasaan unluk sc~iu~iliasa 

mengontrol atau niengawasi tindakan-tindakan prcsidcn. 



Kekuasaan DPR untuk mengontrol dan mengawasi jalannya 

pemerintahan diatur dalam UUD 1945 dan UU No.22 Tahun 2003. Pada 

UUD 1945 diatur dalam Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut :86 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan; 

(2) Dalam mclaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat; 

(3) Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang- 
Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyarnpaikan usul 
dan pendopal scrta liak iniunitas; 

(4) Kctcnluan lcbili lanjut tcntang liak Dewan Perwakilan Rakyat 
dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam 
undang-undang. 

Sedangkan pada UU No.22 Tahun 2003 mengenai kekuasaan DPR 

untuk mengontrol dan mengawasi presiden diatur dalam Pasal 27 dan 28. 

Adapun bu~iyi I'asal 27 adalah sebagai berikut :" 

DPR mempunyai hak : 
1 .  Interplasi; 
2. angket; dan 
3. nlcnyatakan pcndapal. 

Sedangkan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :'" 

Anggota DPR mempunyai hak: 
1 .  mengajukan rancangan undang-undang; 
2. mengajukan pcrtanyaan; 
3. menyampaikan usul dan pendapat; 
4. mcmilih dan dipilih; 
5. mc~nhcla diri; 

- .. - -  - 

'" UUD 1945 Pasal20A 
37 1111 No.22 Taliun 2003 Pasal 27 
" //)id. I'i~sal 28 



6. imunitas; 
7. protokoler; dan 
8. keuangan dan administratif. 

I)alam kaitannya dcngan li~ngsi kontrol Dewan I'crwakilan Rakyat 

tcrkait pula di dalamnya mcngenai fungsi legislatif. Menurut teori 

ketatanegaraan Indonesia fungsi membuat undang-undang yang lazim 

discbut fungsi Icgislatil' dilaksanakan bersama-sa~na olch I'rcsidcn dan 

DPR. Untuk menghasilkan suatu perundang-undangan tersebut, maka 

fimgsi legislatif (mengajukan usul RUU) dan fungsi amandemen 

(membahas dan merubah RUU) untuk ditetapkan menjadi Undang- 

Undang. 

Ketentuan di atas dapat ditemukan pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 

yang berbunyi : "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 

kcpada llcwan I'crwakilan Kakyal", sedangkan pada I'asal 21 ayat (1) 

berbunyi .: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul 

rancangan undang-undang". 

Selain fungsi legislatif DPR jugs berfungsi untuk mewakili rakyat, 

mc~i.jadi pcngliubung antara rakyat dengan pemerintah. Anggota DPR 

dipilih olch rakyat untuk nicwakili rakyat dalam memperjuangkan dan 

membela kepentingan rakyat, sehingga tidak berlebihan apabila mereka 

juga disebut Badan Penvakilan Rakyat atau Dewan Penvakilan Rakyat. 

Sesuai dengan namanya, Dewan PerwakiIan Rakyat bukan wakil partai, 

pemerintah atau wakil dari suatu lcnibaga tertentu. 



9. Lembaga Perwakilan di Daerah 

Sesuai dengan konsideran U U  No.32 tahun 2004 disebutkan 

"Bahwa UU No.22 tahun 1999 lcntang Pemerintahan Daerah tidak sesuai 

dcngan perkembangan kc, 'ic 1, 'icln. , kctatanegaraan dan tuntutan 

penyelenggaraan olonoini daerah sehingga perlu diganti"." 

I'ergantian UIJ No.22 lahun 1999 men-jadi 1111 No.32 tahun 2004 

lclali didahului dengan pcrgantian undang-undang bidang politik lainnya, 

yaitu UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum diperbaharui dengan 

UIJ No.12 lahun 2003 lcnl~mg I'cmilihan Unium. U U  No.4 leiitang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPR menjadi UU No.22 tahun 

2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. 

Disarnping itu UUD 1945 juga mengalami amandemen sebanyak 4. kali 

(1 999,2000,2001 dan 2002). 

Dengan lahirnya UU No.22 tahun 2003 keanggotaan DPRD 

mengalami perubahan, kalau pada UU sebelumnya anggota DPRD itu 

terdiri (1) anggota partai politik peserta pemilihan umurn yang dipilih 

bcrdasarkan pcmilihan umum, dan (2) anggota DPRD hasil pengangkatan 

dari 'I'NlIl'olri. Anggola l>I 'I<l> puda hasil pcmilihan umuni 2004 ini ha- 

nya anggota peserta pemilu yang dipilih berdasarkan Pemilihan Umum, 

sedangkan anggota DPRD yang diangkat dari TNI/Polri tidak ada lagi. 

8') Konsederan U U  No.32 'Taliun 2 0 0 4  bagian menimbang huruf c. 



Mengenai susunan dan keanggotaan DPRD KotdKabupaten pada 

UU No.22 tahun 2003 diatur secara rinci pada bab VI bagian pertama 

yaitu Pasal 68 sampai Pasal 72. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan 

penulis saj i kan mengenai pasal-pasal tersebut : 

Pasal 68 : DPRD KabupatcnIKota terdiri atas anggota partai politik 
peserta pemilihan umuin yang dipilih berdasarkan hasil 
pcmilihan umi~ni."~ 

Pasal 68 sebagaimana disebutkan di atas mengatur tantang 

keanggotaan DPRD hanya bcrasal dari anggota partai politik peserta 

pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilu, sedangkan 

pengangkatan anggota DPRD yang berasal dari TNIIPolri tidak ada lagi. 

Sedangkan mengenai junilah anggota DPRD KotdKabupaten 

adalah sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya 

adalah empat puluh lima orang, ha1 ini dapat dilihat pada Pasal 69, yaitu 

sebagai berikut:l" 

Pasal69 (1) Anggota DPRD KabupatenIKota berjumlah sekurang- 
kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat 
puluh lima orang. 

(2) Keanggotaan DPRD KabupatenIKota diresmikan dengan 
keputusan Gubernur atas nama Presiden. 

(3) Anggota DPRD KabupatenIKota berdomisili di 
KabupatenIKota yang bersangkutan. 

Berdasarkan pen-jclasan UU No.22 Tahun 2003 penentuan juinlah 

anggota DPllD KabupatcnIKola i ~ n l u k  sctiap propinsi didasarkan pada 

90 1,ihnt 1J1J No.22 t n h u n  2003 Pasnl OX.  
')I //>i(1,, I':1s:1l 00. 



jumlah penduduk kabupatenkota yang bersangkutan sebagaimana diatur 

dalam Pasal50 ayat (2) UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. 

Untuk masa jabatan anggota DPRD KabupatedKota sarna dengan 

lama masa jabatan DPR yang lain yaitu selama lima tahun, ketentuan ini 

terdapat pada Pasal 70, yaitu: 

Pasal 70 : Masa jabatan anggota DPRD KabupatenIKota adalah lima 
tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD 
KabupatedKota yang baru mengucapkan sumpah. 

Sebelum memangku masa jabatannya anggota DPRD Kabupated 

Kota wajib mengucapkan sumpahljanji, sesuai dengan keyakinan yang 

mereka anut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 71, yaitu : 

Pasal71 (1) Anggota DPRD KabupatedKota sebelum memangku masa 
jabatannya mengucapkan sumpawjanji secara bersama-sama 
yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam Sidang 
Paripurna DPRD KabupatedKota. 

(2) Anggota DPRD KabupetedKota yang berhalangan 
mengucapkan sumpahljanji bersama-sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpaWjanji yang 
dipandu oleh Pimpinan DPRD KabupetedKota. 

(3) Tata cara pengucapan sumpawjanji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib 
DPRD KabupatenlKota. 

Sedangkan bunyi sumpahljanj i DPRD KabupatedKota diatur dalam 

UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, 

Pasal 72. 

Sclali.jt~lnya ~ncn t~r t~ l  I 1I I No.22 'I'alit~n 2003 ini jugs tli.jclaskan 
. . 

bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 



Rakyat Daerah. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 76 yang berbu- 

nyi : 

"DI'RD KabupatcnIKota merupakan lembaga penvakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah 

Kabupated Kota". 92 

Dcngan demikian DPRI) adalah unsur pcmerintah dacrah yang 

bcrkcdudukan sama tinggi dcngan Kcpala Daerah. Kepala Daerah 

nic~ninipin bidang cksckuti l' dan I)I'RI> bergerak dalam bidang legislatif. 

Selain sebagai unsur pemerintah daerah, DPRD juga melaksanakan 

fungsi mengontrol pelaksanaa~i pemerintahan yang dijalankan oleh 

Kepala Daerah. 

Dalam menjalankan fungsinya maka DPRD diberi Iiak-hak 

sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 2003 maupun juga yang 

diatur dalam UU No.32 tahun 2004. Pada UU No.22 Tahun 2003 hak 

DPRD KabupatedKota diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 80. Adapun 

bunyi Pasal 79 adalah sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

DPRD mempunyai hak : 
a. interplasi; 
b. angket; dan 
c. menyatakan pendapat. 

92 UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 76. 
" t i h a t  UU No.22 Tahun 2003 Pasal79. 



Pasal 80 berbunyi :94 

Anggota DPRD mempunyai hak : 
a. mengajukan rancangan peraturan daerah; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
c. mcmbcla diri; 
1: imunitas; 
g. protokoler; dan 
h. kei~angan dan administratif. 

Sedallgkan dalam U U  No.32 tahun 2004 terltarig Pemda hak-hak 

DPRD diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan 44 ayat (I). Pada Pasal 43 

ayat ( I )  disebutkan, yakni :9s 

DPRD mempunyai hak : 
a. interplasi; 
b. angket; dan 
c. menyatakan pendapat. 

Pasal44 ayat (I), berbunyi :96 

Anggota DPRD mempunyai hak : 
a. mengajukan rancangan peraturan daerah; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imunitas; 
g. protokoler; dan 
h. kei~angan dan administratif. 

Kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRD, secara 

formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam 

mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai unsur 

"" Ibid., I'asal 80. 
" UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda Pasal43 ayat ( I )  
" "id., Pasal44 ayat ( I) 



pemerintah daerah, DPRD menjalankan tugas-tugas dibidang legislatif. 

Sebagai badan penvakilan, DPRD berkewajiban nlenampung aspirasi 

rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. 

Kedudukan ini beban kepada DPRD untuk memelihara 

kescimbangan dan kcscrasian liubungan antara kepentingan pemerintah 

dcngari kcpcntingan rakyut yang diwakilinya. Idealnya DI'RD hams 

mampu tampil sebagai penyalur aspirasi kepada eksekutif dan mampu 

memelihara keselarasan kepentingan kedua pihak. 

Untuk dapat menjadi calon anggota DPRD KabupatenIKota, sesuai 

dengan aturan dalam UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, 

. . 
pada Pasal 60 disebutkan bahwa seseorang hams memenuhi persyaratan 

sebagai ber ik~t : '~  

a. Warga Negara RI yang berumur 2 1 tahun atau lebih: 
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan RI; 
d. Cakap berbicara, membaca, dan ~nenulis dalam bahasa Indonesia; 
e. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA dan atau sederajat; 
f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, dan UUL) 1945, dan cita- 

cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 
g. l3ukan bckas anggota organisasi tcrlarang I'al-tai K o ~ i i ~ ~ n i s  Indonesia, 

termasuk organisasi massanya, atau bukan 01 ang yang terlibat 
langsung dalam (3.30 SIPKI atau organisasi terlarang lainnya; 

h. Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan keputusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukuni tetap; 

i. 'l'idak scdang mc11.jillani pidana pen-jara bcrciasurkan kcput~~san 
pcngad i Ian yang tclali mc~ii pun yai kekuata~i hukum tetap karena 
mclakukan tindak pidann ynng diancam dcngan pidana pen.jara 5 
(lima) tahun atau Icbih; 

97 Lihat U U  No. 12 Tahun 2003 Pasal 60. 



j. Sehat jasmani dan rohani bcrdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 
dari doktcr yang bcrkompctcn; dan k. Tcrdaftar scbagai pcmilih. 

Demikianlah persyaratan untuk menjadi calon anggota DPRD 

KabupatedKota yang diatur dalam UU. 12 Tahun 2003. Deng'an adanya 

ketentuan tersebut diharapkan anggota DPRD KabupatedKota yang 

terpilih benar-benar memenuhi persyaratan dan berkualitas untuk 

memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. 

3. Kedudukan dan Fungsi DPRD 

Pemerintah daerali menurul UU No.32 tahun 2004 adalah Kepala 

Daerah dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah. Ketcntuan ini diatur 

dalarn Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut : "DPRD merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah"". Dengan demikian DPRD 

adalah unsur pemcrintah daerah yang berkedudukan sama tinggi dengan 

Kepala Daerah. 

Scbagai unsur pemerintah daerah, DPRD adalah mitra kerja 

cksckutil: Olch karcna i t u  kc~:i;~siuna yang scrnsi antara I)I'RI> dcngan 

Kepala 1)acraIi scyogiaiiya tcrjamin. IJntuk itu, mekaiiisme hubungan 

kcrja antara I)I'RI) dcngaii Kcpala Ilacrah yang diati~r dalani lata tertib, 

hanyalali aturan-aturan Ibriiial yaug pciicrapaniiya sangat tcrgantung pada 

OR U U  No.32 Tahun 2004 tentang Pemda Pasal40. 



sejauh niana persepsi dan pola pikir antara Kepala Daerah dan DPRD bisa 

sama dalarn melihat pentingnya membina hubungan yang serasi. 

Kasus kctidakscrasian Iiubungan antara Kepala Daerah dan DPRD 

ini merupakan ha1 yang tidak jarang terjadi dalam praktek 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keluhan-keluhan dasi kedua 

pihak yang sering terjadi, berkisar pada persoalan seolah-olah pihak 

DPRD kurang dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah, dan eksekutif kurang terbuka serta kurang memberi keleluasaan 

pada DPRD untuk menjalankan haknya. 

Namun juga sebaliknya, dari pihak Kepala Daerah sering juga ada 

anggapan seolah-olah pihak DPRD ingin mencampuri bidang eksekutif 

dan mencarnpuri urusan-urusan yang bukan urusan otonomi daerah. Jadi 

terkesan, bahwa masih kurangnya pemahaman atas hak dan wewenang 

sebagai anggota DPRD di satu pihak dan kecenderungan Kepala Daerah 

untuk menganggap bahwa usaha-usaha DPRD untuk menjalankan halu~ya 

scbagai campur tangan dalam bidang eksekutif. 

' I>I'RD scbenarnya ~nenipunyai kedudukan gmda yaitu sebagai 

unsur pcmcrintah dacrah j uga bcrlungsi sebagai waki l rakyat. Karena 

anggota-anggota lcmbaga ini dipilili, maka para anggota itu adalah wakil 

rakyat, dan I>l'RD sendiri adalah sebuah badan perwakilan. Dalam 

kedudukan sebagai wakil rakyat, anggota DPR,D diberi hak-hak agar 

dapat melaksanakan fungsinya. Keniampuan DPRD melaksanakan 



79 

fungsinya dapat dilihat dari daya persepsi para anggotanya dalam 

. . niengangkat berbagai masalah dalam riiasyarakat unluk dibicarakan 

dalani li)rurn 1)I'RI). 

Akhirnya dapat disimpulkan, dalam proses mcngolah tuntutan- 

tuntutan dan dukungan-dukungan masyarakat, serta dalam proses 

mcrumuskan dan mcnyalurkan niasalah-masalali yang sccara 

berhubungan dengan kepentingan masyarakat di daerah ke dalam 

berbagai kcb-jaksanaan ilulah kualitas DPRD sebagai wakil rakyat bisa 

diukur. 

Untuk merialisasikan ketentuan-ketentuan di atas diperlukan 

komunikasi politik yang lancar antara DPRD dengan masyarakat (rakyat) 

yang diwakili baik secara iiidividu, secara kelompok maupun secara 

kesatuan. Melalui koniunikasi polilik inilah aspirasi rakyat daerah 

disalurkan dan dilam pung kc dala~ii kcbi-jaksanaan daerah. 

ScIa~i.jutnya adalah li~ngsi III'RD, pada U U  No.22 taliun 2003 diatur 

dalam I'asal 77, yang bcrbunyi : 

I)I'RI) KabupalcnlKoLa nicmpunyai fungsi :lF) 

a. legislasi; 
b. anggaran; dan 
c. pengawasan. 

Menurut penjelasan Pasal 77 sebagaimans disebutkan di atas, yang 

dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan 

99 UU No.22 Tahun 2003 Pasal 77. 



fungsi DPRD KabupatedKota untuk membentuk peraturan daerah 

kabupatenkota bersama bupatilwalikota. 

Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD KabupatedKota bersama- 

sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD 

yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, 

dar~ wewenang DPRI) KabupatcnIKota. 

Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi 

DPRD KabupatenIKota untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan 

bupatilwalikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemcrintah. 
. . 

4. Tugas dan Wewenang DPRD 

Tugas dan wewenang DPRD diatur dalam UU No.22 Tahun 2003, 

yaiti~ pad" I'asal 78, yaitu scbagai bcrikut :""' 

Pasal 78 : 
(1) DPRD KabupatenIKota mempunyai tugas dan wewenang : 

a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan 
bupatilwalikota untuk mendapat persetujuan bersama; 

b. menetapkan APRD KabupatenlKota bersama-sama dengan 
bupatilwalikota; 

c. mclaksanakan pcngawasan tel-hadap pelaksanaan peraturan 
dacrah dan pcraturan pcrundang-undangan lainnya, keputusan 
bupatilwalikota, APRD. kcbi-jakan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan program pcmbangunan daerah, dan kct-jasama 
internasional di daerah; 

d. mcngusul kan pcngangkatan d a ~ i  pcmbcrhentian bupatilwakil 
bupati atau walikotdwakil walikota kcpada Mcntcri Dalam 
Negeri melalui Ciubernur; 

""' Ihici., Pasal 78. 



e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 
dacrali KabupatciiIKola tcrliadilp rcncana pcrjan.jian 
internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan 

f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 
bupatilwalikota dalam pclaksanaan tugas desentralisasi. 

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
DPRD KabupatenlKota mempunyai tugas dan wewenang 
sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya. 

Kalau dibandingkan dengan Undang-Undarig sebelumnya yaitu UU 

No.4 Tahun 1999, maka tugas dan wewenang DPRD KabupatenlKota 

mengalami kemerosutan, ha1 ini dapat dilihat pada Pasal 78 ayat (1) hu- 

ruf d. Kalau pada UCT No.4 Tahun 1999 dimana disebutkan bahwa tugas 

dan wewenang DPRD KabupatedKota adalah memilih bupatilwakil 

bupati, dan walikotdwakil walikota untuk tingkat kabupatenkota. 

Sedangkan pada UU No. 22 Tahun 2003, maka tugas dan weweang 

DPRD KabupatedKota hanya mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian bupatilwakil bupati dan walikotdwakil walikota kepada 

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. 

5. Hak dan Kewajiban DPRD 

Sebagai unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang dan 

bergerak dalan~ bidailg legislatif, DPRD KabupatedKota mempunyai 

delapan butir hak sebagaimana diatur dalam Pasal 80"", yaitu ( I )  hak 

. . 
mengajukan rancangan peraturaii daerah; (2) hak mengajukan pertanyaan; 

(3) hak menyampaikan usul dan pendapat; (4) hak memilih dan dipilih; 

- - -- 

''I U U  No.22 Tahun 2003 Pasal 80. 



( 5 )  hak membcla diri; (6) liak iniunitas; (7) liak protokolel-; dati (8) hak 

keuangan dan administratit: 

Berdasarkan atas hak-hak yang nielekat pada DPRD tersebut 

kiranya tergambar jelas bahwa hak-hak itu sebenarnya cukup luas untuk 

memungkinkan DPRD menjalankan fungsinya sebagai unsur Pemerintah 

Daerah yang bidang tugasn ya berada dalam "kawasan legislati f '. Dengan 

pemberian hak-hak yang cukup luas itu, dan kemungkinan apabila 

mampu menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya itu, maka 

kedudukan DPRD tidaklah sekedar "tukang stempel" bagi Kepala 

Daerah. 

Apabila hak-hak tersebut belum digunakan secara optimal, maka 

hambatannya dapat dicari pada faktor situasi dan kondisi daerah dan 

mungkin pula ltelemahan internal dari DPRD. Misalnya kemampuan 

APBD, sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksananan fungsi DPRD 

tcrscbut, disaniping niasalali-masalah kualitas para anggota, niiai budaya 

tnasyarakal sclcmpal yang mcnycbabkan para anggota DPRD 

mcnghadapi hambatan psikologis untuk menggunakan hak-hak mereka 

secara optimal. 



Selain dari daripada hak, DPRD Kabupatenlkota juga mempunyai 

kcwrl-jiban-kcwil-jiban. Adapun kcwajiban [)I'RI) Kabupalcn/Kota diatur 

dalam UU No.22 Tahun 2003 pada Pasal 81, yakni : I o 2  

Anggota DPRD KabupatenIKota mcmpunyai kewajiban : 
a. mcngamal kan Pancasi la; 
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- 
undangan; 

c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam pcnyclcnggaraan 
pemerintahan daerah; 

d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan 
keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah; 

e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di 
daerah; 

f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat; 

g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 
kclompok dan golongan; 

h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis 
kepada pemilih dan daerah pemilihannya; 

i. mcntaati kodc ctik dan Pcraturan Tata Terlib DPRD 
KabupalcnIKota; 

j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga 
terkait. 

Scbagai warga negara yang baik tentunya anggota DPR harus 

mclaksanakan hak dan kcwajiban secara seimbang sesuai dengan 

tugasnya untuk mempcrjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, 

sehirigga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan men-jadi kearah 

yang lebih baik. 

' 0 2 ~ ~  No.22 'Tahun 2003 Pasai 8 1 



C. Peraturan Daerah 

I. Pengertian Peraturan Daerah 

Pada Ketentuan Umum Pasal 1 anglca 10 UU No.32 Tahun 2004 

disebutkan bahwa Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah 

peraturan daerah provinsi danlatau peraturan daerah KabupatenfKota. 

Sedangkan Rosjidi ~anggawid~iaja"~ berpendapat bahwa peraturan 

daerah adalah semua pcraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat 

untuk melaksanakan pcraturan-peraturan lain yang lebih tinggi 

derajatnya. Oleli kare~ia itu inateri Perda secara llmum memuat : 

a. Hal-ha1 yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-ha1 yang 

bcrkaitan dcngan organisasi pcmerintah daerah; 

b. Hal-ha1 yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan. 

Jadi I'crda mcrupakan produk hi~ki~m dari Pemerintali Daerah 

dalam rangka mclaksanakan otonomi dacrah, yaiti~ niclaksanakan hak dan 
; 

kcwcnangaii untuk mcngalur dan rilcngurus rumah tangga sendiri 

scknl igus j uga I'crda mcrupak:rn Icgal i tas untuk I~~~cndukung  pcrnerintah 

propinsil kabupatcnlkola clan tugas pc~iibantuan :;ebagai daerah otonom. 

Kctcntuan ini scsuai clcngan 1111 No.32 'l'alii~n 2004 Pasal 136 ayat (2) 

-- -- 

103 Rosjidi Ranggawidjqja, I'cngtrtr/trr Ilttrlc I'crlrndung-Undirti~urr 1ndonc.sirr. Mandar 
Maju, Bandung, 1998, hal. 15. 



!rang berbunyi : "Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

104 dacrah provinsi/kabupatcn/kotn dan tugas pcmbantuan". 

Menurut Bagir Manan, pada UU No.22 Tahun 1999 ada mengatur 

bebenpa prinsip mcngcnai Peraturan Daerah, yaitu : I o s  

a. Perda ditetapkan olcli Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD; 

b. Perda dibentuk dalam pcriyelcnggaraan otonomi, tugas pembantuan 

dun pciljabaran lcbil~ lanjut pcraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; 

c. Pcrda tidak bole11 bertcntangan dengan kepentingan umum, Perda 

lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

d. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan 

hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda 

I scbanyak-banyaknya Iima .ji~ta rupiah; ! 

1 

c. Kcputus:ui Kcpala 1)ucrali ditctupkan untuk niclaksanakan I'crda; 

I: I'crda dan Kcputusan Kcpala I>acrali yang bersifat mengatur dimuat 

dalam I ,em baran I)acrali. 

g. Perda dapat menun.juk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik 

pclanggaran Perda. 

- -- - - 
U U  No.32 Tahun 2004 Pasal 136 ayat (2) 

105 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Dacrah, Pusat Studi Hukum. Fak 
1 lukum [ J I I ,  Yogyi~kill-li~, 1002, 11i11. 130. 



2. Asas-asas Peraturan Daerah 

Scbclum pcnu 1 is mcngurai kan asas-asas I'craturan Ilacrah. tcrlcbi h 

dahulu disinggung sedikit tentang asas peraturan perundang-undangan, 

karena walau bagaimana pun Peraturan Daerah (Perda) itu adalah bagian 

dari peraturan perundang-undangan. 

Sat-jiplo R~~liarci.io hcrpcntlap;~t baliwa, asas liukum dapat diartikan 

scbagai suatu hal yang dianggap ole11 ~nasyarakat hukum yang 

bersangkutan sebagai husic truch atau kebenaran asasi Io6, sehingga asas 

hukum merupakan tiang utama bagi setiap pembentukan undang-undang. 

Selanjutnya dalam bukunya llmu Hukum, dia mengatakan asas 

huku~n bukan peraturan hukum, namun tidak iada hukum yang bisa 

dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh 

karena itu untuk memahami liukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya 

tidak bisa hanya mclihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, 

mclainkan hatus mcnggalinya sampai kcpada asas-asas liukuninya. Asas 

hukum inilah yang mcmbcri makna etis kepada peraturan-peraturan 

hukunl scrta tala hukum. 107 

I OX I'aul scholtcn. mcnyatakan asas hukuni (rechfsheginsel) adalah 

pcnting un tuk  ~~icliliat jalur "hcnang nierah" dari sisteni hukum positif 

100 Satjipto Rahardjo, Peranun dun Keductukan Asas-Asus Hzikum dalam Karangka 
I-liikirm Nrrsionrrl, (makalah) Fak. I lukum UI, Jakarta, 2000. 

107 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, I T .  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, ha1.47. 
I OR Pendapat Paul Scholten. dikutip dari A .  I lamid S. Attamimi, Op.('if., ha1.299. 



yang ditelusuri dan diteliti. Ia mengatakan, melalui konstruksi dengan 

cara membatasi beberapa aturan tertentu menjadi aturan yang lebih 

mempunyai ruang lingkup atau tujuan umum, maka dapat dicari apa yang 

menjadi ratio legis atau tujuan umum aturan-aturan tersebut. 

Asas hukum memang bukan merupakan aturan hukum, karena asas 

hukum tidak dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan langsung terhadap 

suatu peristiwa dengan menganggapnya sebagai bagian dari aturan 

umum, dengan cara substansi, untuk itu diperlukan isi yang lebih konkret. 

Van Kraveld mcmbcdakan asas-asas hukunl umum (ulgemene 

rechtsbeginselen) dan asas-asas bagi peraturan perundang-undangan yang 

patut (begenselen behoorlijke wetgiveng) yang lebih luas, yang meliputi 

asas-asas hukum u m ~ m . ' ~ ~  Ia menyebut yang pertarna dengan asas hukum 

umum dan bukan asas hukum saja, karena asas hukum umum yang dapat 

di.jadikan "batu ujian" bagi hakim dalam menguji peraturan perundang- 

undangan dan ada yang tidak. 

Padmo Wahyono, pakar Hukum Tata Negara Indonesia, membagi 

asas hukum menjadi dua, yaitu : 1) Asas pembentukan perundang- 

undangan, 2) asas materi h ~ k u m . " ~  Asas hukum yang menyangkut 

substansi peraturan perundang-undangan ialah asas hukum yang berkaitan 

I" Pcndnpat Van Krcvcld. dikutif rlari A. I larnid S. Attarnirni, Ihid., ha1.30 I .  
1 1 0  Padmo Wahyono dikutit'dari lianny Sautama Hotma Bako, Pengunlar Pembenlukan 

Undang-Undang RI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 199 1,  ha1.53. 



erat dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang 

dirancang. 

Amiroeddin Syarif mengemukakan bahwa ada lima asas peraturan 

perundang-undangan, yaitu : ' ' ' 
1 )  Asas tingkal liirarki. yaitu sualu pcri~tidang-i~iidarlgan isinya tidak 

bolcli bcrtcntangan dcngan isi pcrundang-undi11igi111 yang Icbih linggi 

tingkatannya; 

2) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat, yaitu berkaitan dengan 

hak menguji perundang-undangan, baik hak menguji secara material 

maupun secara formal; 

3 )  Undang-Undang yang bersi fat khusus meiiyampingkan Undang- 

Undang yang bersifat umum (lex speciulis derogat lexgenerulis); 

4) Undang-Undang tidak boleh berlaku surut; 

5) Undang-Undang yang baru mcngeyampingkan undang-undang yang 

lama. (Iex posleriore derogctl Iex priori). 

Sclan.jutnya pc~nbahasan akan ditcruskan dcnga~i asas-asas 

pembentukan Peratura~i Daerah. Meiigenai asas-asas pembentukan Perda 

dapat ditemukan dalam UU No.32 Talii~n 2004 Pasal 137. yang berbu- 

nyi : 

I l l  A~ i i i rocdd i~~  Syi~ril: I ' ( ~ ~ I I I I ( / ( I I I ~ ~ - ~ ~ I I ( / ( I I I , ~ ( I I I ,  / I ( I .Y(I I . ,  ./(,III.Y ( / ( / I /  7>,kt11A A / ~ - I I I / ) I I ( I / I ! I ~ ( I ,  
I3ina Aksara, 13andung, 1987, ha1.78. 



Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

pcrundang-undangan yang nicliputi: ' '" 
a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunailn dan kcliasilgunaan;dan 
f. ke-jelasan rumusan; dan keterbukaan. 

Asas-asas Pcrda sebagainiana digambarkan diatas, cukup baik, 

misalnya yang pertania adalah kejelasan tujuan, maksudnya adalah Perda 

yang dibuat tersebut tu-juannya harus jelas. Attamimi, menjelaskan 

maksud dari asas ini ada tiga, yaitu : ( I )  mengenai ketepatan letak 

peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum 

pemerintahan, (2) tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk, dan (3) tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang- 

undangan yang akan di bentuk tersebut.l l 3  

Asas Perda yang kedua adalah kelembagaanlorgan pembentuk 

yang tepat, maksudnya adalah materi muatan peraturan perundang- 

undangan itulah yang rnenyatu dcngan kewen'mgan masing-masing 

lembaga yang membentuk jenis peraturan perundang-undangan. 
. . 

Asas Perda yang ketiga adalah kesesuaian antara jenis dan materi 

muatan, maksudnya adalah jenis I'crda yang dibuat harus sesuai dengan 



isi perda tersebut, niisalnya perda kebersihan tentu saja isinya mengatur 

tentang kebersi han. 

Asas Perda yang keempat adalah dapat dilaksanakan, maksudnya 

adaliili I'crtlii yang aka11 dihual Icrsch~~l hiiri~s $lapal dilaksanakan oleh 

sebab itu pembuat perda harus lnemperhatikan situasi dan kondisi 

masyarakat. Attamimi menyetujui asas ini, alasannya adalah peraturan 

perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan, selain akan 

mengerogoti kcwibawaan yang mcmbentuknya, juga akan menimbulkan 

kekecewaan pada harapan-harapan rakyat.' l 4  

Asas selanjutnya adanya rumusan yang jelas, asas ini sangat penting 

karena Perda tersebut diperlakukan kepada seluruh warga masyarakat 

KabupatenJKota tertcntu, mnka rumusannya harus jelas dan dapat 

dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. 

3. Mater i  Muatan Peraturan I)i~crah 

13crdasarkan 111 1 No32 'I'ahun 2004 I'asal 1.38, bahwa materi 

muiitiin I'crcla harus n~cngii~~dung asas, yaitu :' " 

a. pcngayolnan; 
h. kcniii~iusiaa~i; 
c. kcbangsaan; 
d. kekeluargaan; 
e. kenusantaraan; 
f. bhinika tunggal eka; 
g. kcild i Ian; 
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

'I4 A. I-lamid S. Attamimi, Ihid., ha1.330. 
l I5  IJU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 138 



i. ketertiban dan kepastian hukum; dan 
j . keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 

Perundang-undangan, pada Pasal 12 ditegaskan, bahwa materi muatan 

Peraturan Ilacrah adalah scluruli matcri niuatan dalam rangka 

penyclenggaraan otonomi daerali dan tugas pembantu;ln, dan mcnampung 

kondisi khusus daerah scrta pen-jabaran lebih lanjut peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi. 

Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur berbagai jenis pajak dan 

rctribusi yang sudali dilimpalikan kc dacrah. I-la1 i n i  dapat diketaliui dari 

ketentuan yang ada dalam U U  No.34 Tahun 2004, Pasal 2 ayat ( I )  dan (2) 

tliscbut kan baliwa jcnis p:!jilk provinsi tcrdiri dari : I I 0  

a. p j ak  kcndcraan bcrniotor dan kcndcraan di atas air; 
h. hca halik llama kcndcrai~n bcrmoior dan kcndcraan di alas air; 
c. pqiak balian bakar kcndaraan; 
d. pa-jak pcnganibilan dan pcmanl'aatan air bawah tanali dan air 

pcrmukaan. 

Scda~igkan jcnis pa-jak KabupatenIKota terdiri dari : 

a. paiak lioicl; 
b. pajak restoran; 
c. pajak hiburan; 
d. pajak reklame; 
e. pajak penerangan jalan; 
I: pajak pcnganibilan balian galian golongan C; dan 
g. pqjak parkir. 

. . --.- -. - .-. . 

"" UIJ No.34 'l'ahun 2004 Lc~~lang I'ajak Llacrah dan Relribusi Daerah, Pasal 2 . 



Kemudian dalam ayat (4) disebutkan, dengan Perda dapat dite- 

tapkan jenis pajak kabupatenlkota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 

b. Ob-jek pajak tcrlctak atau terdapat di wilayah daerah kabupatenlkota 

yang bcrsangki~lan cl;~n mcmpt~nyai masyarakat di wilayah dacrah 

kabupatenlkota yang bersangkutan; 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidali bertentangan dengan 
. . 

kcpcntingan unium; 

d. Objek pajak bukan merupakan pajak provinsi dan bukan objek pajak 

pusat; 

e. Potensinya niemadai; 

f. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif; 

g. Mcmpcrliatikan aspck kcaclilan dan kcmampuan masyarakat; dan 

h. Men-jaga kelestarian lingkungan. 

I,ebih lanjut dalam Pasal 4 ditegaskan, pajak ditetapkan dengan 

Perda. Perda tentang pajak tidak berlaku surut. Peraturan daerah tentang 

pajak dapat mengatur mengenai : a) pemberian, pengurangan, keringanan 

dan pembebasan hal-ha1 tertentu atas pokok pajak danlatau sanksinya, b) 

tala cara pcngliap~~san piulang paiak yang kadaluarsa, clan c) asas timbal 

balik. 



Pada Pasal 18 ayat (1) diatur tentang objek pajak retribusi yang 

terdiri dari: a) jasa umum, b) jasa usaha, c) perizinan tertentu. Pada 

ayat (2) menegaskan, lietri busi di bagi tiga golongan, yaitu: a) retri busi 

jasa umum, b) retribusi jasa usaha, dan c) retribusi perizinan tertentu. 

Ualam I'asal 18 ayat (4) ditcgaskan, dcngan I'crda dapat ditctapkan 

jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan 

kewenangan otonominya dan menienuhi kreteria yang telah ditetapkan. 

Ketentuan yang ada pada UU No.34 Tahun 2004 ini merupakan 

pedoman bagi daerah provinsi atau kabupatenlkota untuk mengatur lebih 

lan-jut materi dan jenis pajak atail retribusi apa saja yang nantinya dapat 

diatur dalam Perda bagi masing-masing daerah. 

4. Kcdudukirn I'crirturirn I)acrih dalam Tata urutan Pcraturan 
I'er~lndang-llndirngirn 

I'ada U U  No. I0 'I'aliun 2004, tcntang Pembentukan Peraturan 

Perundang-lJ ndangan menegas kan baliwa Pancasi la merupakan sum ber 

dari scgala sumbcr I i u k u ~ i i  ncgara. LJllD 1945 n~erupakan hukum dasar 

dalam pcraLuran peruntl:~ng-undangan. 

I'ada I'asal 7 1111 No. I0 'I'ahun 2004 ditcgaskan bahwa hirarki 

peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

1 )  OUD Ncgara Rl 'l'ahun 1945; 

2) Undang-Undang 1 Peraturan Penierintah Pengganti Undang-Undang; 

3)  I 'CI . : I I~ISLIII  I ' C I I I C S ~ I I ~ ~ I ~ I :  



4) Peraturan Presiden; 

5 )  Peraturan Daerah: 

a. I'crda Provinsi 

b. Perda KabupatenIKota; 

c. I'erdcsll'eraturan yang setingkat. 

Dari segi pembuatannya, sudah semestinya Perda ini, baik Perda 

tingkat Provinsi niaupun Pcrda tingkat KabupatenIKota. dapat dilihat 

setera dengan Undang-Undang dalam arti semata-mata merupakan 

produk hukum lembaga legislatif. Namun, dari segi isinya, sudah 

seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang 

lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai 

kcdudukan yang Icbi I1 rcndali ji ka dibandingkan dengan peraturan 

dcngan ruang l ingk~~p wilayali bcrlaku yang lebih luas. 

Dengan demikian Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dari 

I'crda Provinsi, dan Pcrda KabupatcnIKota. Karena itu, sesuai prinsip 

hicrarki pcraturan perundang-undangan, pcraturan yang lcbih rcndah itu 

tidak bolcli bcrtcntangan dcngan pcraturan yang lebih tinggi dera-jatnya. 

Menurut Jimly Asshiddiqie. l 7  sebagai kunsekuensi dari penegasan 

prinsip pcmisalian kckuasaan cksckutif, legislatif, dan yudikatif dalam 

naskah pcruhalian pcrtania IJI1I) 1945, maka produk DPRI) ini tlapat 

117 Jimly Asshiddiqic. Op.( ' I / .  h;11.270. 



saja bertentangan dengan produk Pemerintah Pusat. Misalnya, apabila 

suatl! lnateri I'crda tingkat I'rovinsi ataupuri I'crda tingkat 

KabupalenIKota yang Lelah ditclapkali secara sah terl:,yata bertentangan 

isinya dengan materi Pcraturan menteri di tingkat pusat, maka pengadilan 

liaruslah mcncntukan baliwa I'crda ilulali yang bcrlaku scpan-jang untuk 

Bagir Manan mengingatkan, bahwa Perda yang dibuat oleh satuan 

pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang 

mandiri pula, maka dalam pengu-jiannya terhadap peraturan perundang- 

undangan yang lcbih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan 

"pertingkatan", melainkan juga pada "lingkungan wewenangnya". Perda 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih 

tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau temyata peraturan 

perundang-undangan tingkat tinggi melanggar hak dan kewajiban daerah 

yang dijamin UUD atau UU pemerintah daerah."" 

Pada UU No.22 Tahun 1999 ayat (2) menegaskan : "Daerah 

Propinsi, Daerah KabupatenlKota, masing-masing berdiri sendiri dan 

tidak mempunyai hubungan hierarki satu sarna lain". Maksudnya adalah, 

daerah provinsi tidak mernbawahkan daerah Kabupatenlkota. Tetapi 

dalam praktck penyclenggaraan pemerintah tcrdapat hubungan 



koordinasi, kerja sama, danlatau kemitraan dengan daerah 

KabupatenlKota dalam kedudukan masing-masing sebagai daerah 

otonom. Semantara itu, dalam kedudukan sebagai wilayah administratif, 

gubernur selaku wakil pemerintah melakukan hubungan pembinaan dan 

pcngawasan tcrhadap dacrah kabupaten dan daerah kota. 

5. Fungsi Peraturan Daerah 

. . 
Maria ~ a r i d a " h a l a m  bukunya Ilmu Perundang-Undangan, 

mcnyatakan: 1:ungsi I'craturan 1)acrah n~crupakan Silngsi yang bcrsifat 

atribusi yang berdasarkan Undang-Undang ~ o . 5  Tahun 1974 terutama 

Pasai 39, dan juga merupakan fi~ngsi delegasian dan Keputusan Presiden. 

Fungsi Peraturan Daerah ini dirunluskan secara negatif oleh Pasal 39 

Undang-Undang No.5 'I'ahun 1974 sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pengaturan hal-ha1 yang fidak bertentangan 

dcngan kcpcntitigan umuln; 

b. Mcnyclcnggarakan pcngatulxn hal-ha1 yang tidak bcrtcntangan 

dengan peratura~l pcr~~ndang-undangan yang lcbih tinggi. Yang 

dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan di Tingkat Pusat. 

11 ' )  Maria Farida lndrati Sooprapto, Ilttlrr I'er~rndung-Undungarl (D~~sur-Dusur dun 
Pembentukannya), Kanasius, Yogyakarta, Cet. 1 I ,  Tahun 2006, hal. 12 1 .  

-- 



c. Menyelenggarakan pengaturan hal-ha1 yang tidak bertentangan 

dcngan I'craturan l'crda yang lcbih tinggi. Ketentuan ini merupakan 

syarat bagi pembe~itukan I'craturan Daerah Tingkat [ I .  

d. Menyclenggarakan pengaturan hal-ha1 yang belurn diatur oleh 

peraturan pcrundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam ha1 ini suatu 

Peraturan Daerah Tingkat 1 itu boleh rnengatur masalah-masalah 

yang belum diatur oleh peraturan-peraturan di Tingkat Pusat saja, 

tetapi bagi Peraturan Daerah Tingkat I1 hal-ha1 yang boleh diatur 

bukan saja masalah-masalah yang belum diatur oleh peraturan di 

Tingkat Pusat, tetapi juga hal-ha1 yang belum diatur oleh Peraturan 

Daerah Tingkat I dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 

e. Menyelenggarakan pengaturan hal-ha1 yang belum diatur oleh 

Peraturan Dacrali yang lebih tinggi. Ketentuan ini diperuntukkan bagi 

I'eraturan Daerah 'I'ingkat I I .  

I: Mcnyclcnggarakan pcngnturan hal-ha1 yang tiditk mengatur runiah 

tangga dacrali bawaliannya. Kctentuan ini diperuntukkan bagi 

I'craturan Ilacrah 'l'ingkal 1. Ilalam ha1 ini Peraturan Daerah Tingkat I 

tidak mengatur masalah-masalah yang sebenarnya merupakan 

kcwcnangan llacrali 'I'ingkat I I .  

Scdangkan Sungsi Kcputusan Kcpala Ilacrah adalah untuk 

menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan Peraturan 

Dacrali yang bcrsangkutan alau Lugas penierintal~an. Dan hngsi 



Keputusan Kepala Daerah ini merupakan fungsi delegasian dari Peraturan 

Daerahnya, atau dari suatu Keputusan I'residen dan berdasarkan pada 

pasal45 Undang-Undang No.5 Tahun 1974. 



BAB 111 

KEMANI IEGAN l l A K  INISIArI'ICi' l)l'lil) K O T A  PALANGKA KAYA 

A. Gambaran Umum D P R D  Kota Palangka Raya ' 

1. Anggots DI'RI) Kots I'slangka liays 

I>I'RI) adalah scbagai Icmbaga pcrwakilan ntkyat dacrah yang 

berkcdudukan sebagai unsur pcnyclcnggaraan pemerintahan daerah yang 

mengemban fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 

Disa~nping itu juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai 

Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah merupakan wahana untuk 

melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. 

Susunan dan keanggotaan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dapat dilihat dari berbagai Undang-undang, yaitu : 

a. IJndang-Ondang No.22 'I'aliun 2003 tcntang Susunan dan Kedudukan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penvakilan Rakyat, Dewan 

Penvakilan Daerah, dan Dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. 

b. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya 

No. 188.4.4311 6lDPRDl2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dawan 

Penvakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Periode 2004 -2009. 

Adapun susunan dan keanggotaan DPRD KabupatedKota diatur 

dalam I'asal 68 Undang-Undang Nomor 22 'I'ahun 2003 yang bcrbunyi : 



"DPRD KabupatedKota terdiri atas anggota partai politi k peserta 

pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pdmilihan umum". 

Sedangkan jumlah anggota DPRD KabupatenKota diatur dalam 
I 

Pasal69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang berbunyi: 

"Anggota [II'KD KabupatcnIKota bcrj um lah sbkurang-kurangnya dua 

puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang". 

Jumlah kursi anggota DPRD KabupatedKota disesuaikan dengan 

jurnlah penduduk KabupatedKota tersebut, ketentuan ini dapat dilihat 

pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yaitu 

Pasal50 yang berbunyi sebagai bcrikut : 

(1) Jumlah anggota DPRD KabupatedKota ditetapkan sekurang- 
kurangnya 20 (dua puluh) kursi dan sebanyak-banyaknya 45 
(empat puluh lima) kursi. 

(2) Jumlah kursi anggota DPRD KabupatedKota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada jumlah penduduk di 
kabupatedkota dengan ketentuan: 
1. kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 

100.000 (seratus ribu) jiwa mendapat 20 (dua puluh) kursi; 
2. kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 

(seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa 
mendapat 25 (dua puluh lima) kursi; 

3. kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 
(dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) 
jiwa nlendapat 30 (tiga puluh) kursi; 

4. kabupatcn dcngan jumluh penduduk lebih dari 300.000 
(tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat raus ribu) 
iiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi; 

5. kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 
(empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) 
jiwa mendapat 40 (empat puluh) kursi; 

6. kabupatcn dcngan jun~lah penduduk dengan jumlah 
penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa 
mendapat 45 (empat puluh lima) kursi. 

--- - - - - --- -- -- 



(3) Jumlah kursi anggota DPRD setiap KabupatenIKota 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU. 

Berdasarkan data kependudukan kota Palangka Raya pada tahun 

2004 berjumlah 182.264 (seratus delapan puluh dua ribu dua ratus enarn 

puluh empat) j i ~ a ' ~ " ,  schingga kalau dikaitkan dengan Undang-Undang 

No.12 tahun 2003 tcntang Pemiiihan IJmum Pasal 50 ayat (2), maka 

DPRD .kota Palangka Raya mendapatkan jatah 25 (dua puluh lima) kursi 

Menindak lanjuti keanggotaan DPRD Kota Palangka Raya tersebut 

dan sesuai dcngan hasil Pemilihan Umum 2004 Kota Palangka Raya, 

maka pada tanggal 12 Agustus 2004 keluarlah Surat Keputusan Gubernur 

Kalimantan 'T'engah No. 31 1 'Tahun 2004 tentang Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DI'RD) Kota Palangka Raya yang diresmikan 

keanggotaannya untuk Masa Jabatan Tahun 2004 - 2009. 

Adapun daftar nama-nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2004 - 2009 adalah sebagai 

berikut : 

Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kota Palangka Raya 
Masa Jabatan Tahun 2004 - 2009 

Arics M;lrcoriis N;~rting, S ~ P [ : ; : F  ! f 19.L4 ) r  1an;k;i R;~ya I 1 I : I Waldcn M. Sih;~loh,, SI I -- I'alan ~ k a  Raya 1 
. . - - -- . 

I20 Data pada Pcrnda I'alangka Ilaya 



Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 
(Periode 2004 - 2009) 

Keanggotaan DPRD Kota Palangka Raya sebagaimana tabel 1 di 

atas sampai sckarang bclum ada nicngala~ni perubahan, karena belum ada 

yang mcngalami pergantian antar waktu. 

2. Fraksi-Fraksi DPRD Kota Palangka Raya 

Pcmbcntukan 1:raksi pada TIPRD Kota Palangka Raya diatur dalam 

Keputusan DPRD Kota Palangka Raya No. 1 88.4.4311 6lDPRDl2005 



tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Palangka Kaya Periode 2004 - 2009, pada Pasal7 disebutkan bahwa: 

( I )  Scliap anggota I l I ' I<l l  wqjib bcrhinipun dala~ii li-aksi; 
(2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi DPRD; 
(3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 

(satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk 
nicnibentuk I (satu) Ikaksi, wa.jib bergabung dengan fraksi yang 
ada atau membcntuk Sraksi gabungan. 

(4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari Partai 
Politik lain yang tidak yang tidak memenuhi syarat untuk 
membentuk satu fraksi; 

(5) Dalarn ha1 fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan 
tersebut wajib bergabung dengan Fraksi Gabungan tersebut 
wajib bergabung dengan fraksi danlatau fraksi Gabungan yang 
lain yang memenuhi syarat; 

(6) Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk 
fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi; 

(7) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan 
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5); 

Sedangkan Pasal 8 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Palangka 

Raya menyebutkan : 

(1) I'impinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris 
Fraksi dipilih dari dan oleh anggota Fraksi; 

(2) Pembentukan Fraksi, Pimpinan dan keanggotaan Fraksi 
scbagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayyt (1)  ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), ayal ( 3 ,  ayal (6 ) ,  ayat (7), dan Pasal 8 ayat (1) 
disampaikan kcpada I'impinan DPKD Kota Palangka Raya 
yang selan-jutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD 
Kota Palangka Kaya dalam Rapat paripurna. 

Adapun susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi DPRD 

Kota Palangka Raya untuk masa jabatan 2004 - 2009 adalah sebagai 



I 

Tabel 2 
Susiina~i I'inipiuan dan Kcanggotaan I'raksi-l:raksi 

DPRD Kota Palangka Raya Masa jabatan 2004 - 2009 

No 

1 

I Prapti Suryandari I Sekretaris I PDT-P 

PDl - P Aries Marcurius Narang, SE 
Walden M. Sihaloho. SH 

Fraksi 

2 
Ketua 
Wakil Ketua 

I1rs. Cornelius Tlavid 

Nama Anggota 

3 
PDI-P 
PDI-P 

2 

Anggota 
Anggota 

3 

Jabatan 

4 

1'111-1' 
PKPl 

I'arlai 
Golongan 
Karya 

Maryono, SI-I I 
Svahruddin Durasid 

I Hatir Satarigan, SE I Anggota. ( PBSD 1 

Partai 
Politik 

5 I 

I I .  Abu Sadikin 

13ambang A. 13alia1i. S. I lul 
- 

Makctcrin Yosua 

Andrico, S.'l'h 

Subandi, S.Sos 
Ilrs. Charlys Penyang 
Yuri kus Dimang 

-- 
Partai . 

Dcmokral 

Anggota 
Anzrrota 

PBB 
PBB 1 

Kctua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

5 Bhenika 1 1 Tutiggal 

-- "U 

Syahrudin Durasid I ~ n g k o t a  / PAN 1 

Ketua 
Wakil Ketua 
Sckretaris 

Drs. Siber 
Drs. Aycncdy I ,csa, S.l'd 
Mambcmg 1. 'I'ubil 

PDS 

PDS 

PDS 

Drs.H. Jamran Kurniawan, MM Wakil Ketua PPP 
Asnawi, SP 

1 l E k a  
u- I Sugianto, SP / Anggota 1 PKS 1 

Go1 kar 
Golkar 
Golkar 

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 
Tahun 2004 - 2009 

Ketua 
Wakil Ketua 
Sekretaris 

Junaidi, S.Ag 
Zulkilli Yaliva 

P.Demokrat 
P.Demokrat 
P.Demokrat 

Anggota 
Anrrrrota 

PAN 
PI']' 



3. Alat Kelengkapan DPRD Kota Palangka Raya 

Alat kelcngkapan DI'RD Kota Palangka Raya diatur dalam 

Peraturan Tata Tertib Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 

188.4.4311 6lDPRDl2005 Pasal 43 yang berbunyi sebagai berikut : 

( 1  ) Alat kelengkapan I>I'RI> Kota Palangka Raya terdiri dari : 
a. Pimpinan; 
I). I'anilia Musyawal-ul~; 
c. Komisi; 
d. Radan Kchormalan; 
c. Panitia Anggaran; 
f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan. 

(2) Alat-alat kclengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mcngatur tala kcrjanya sendiri dengan pcrsctujuan I'impinan 
DPRD Kota Palangka Raya. 

Berikut ini akan penulis uraikan satu persatu alat kelengkapan 

III'RI) Kola I'al:uigku Itaya, sobagaimana yang ditnaksud derlgan Pasal 

43 tersebut di atas. 

a. Pimpinan DPRD Kota Palarigka Raya 

Ketentuan mengenai Pimpillan DPRD Kota Palangka Raya 

diatur dalam 'I'atn 'l'crli b I )I'H I )  Kola I'alangka Raya. pad2 I';~sal 9. 

( 1 ) I'impinan 1)1'1<1> Kola I'alangka Ka!.a tcrdiri atas seorang 
Ketu3 Jar? dl13 cr2r1g b - . ~ k i !  KC~LE ~7:::k ? ? X i 3  Kct3  
Pi~liulngki~ K~IJ-LI  Ling .jurnl;iil :inggot;Iq.iI t idal ;  Ic.hih cli~ri 15 
orang; 

(2) I'impinan III'KD Kota Palangka Raya terdiri atas seorang 
Ketua dan dua orang Wakil Ketua; 

(3) Pimpinan DPRD Kota Palangkg Raya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih dari dan oleh 
anggota DI'RD Kola I';~langka Raya di~lam Rapat I'aripurna; 



(4) Hasil pemilihan Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya 
sebagai~nana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan DI'RD Kota I'alangka Raya; 

(5) Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak bolehi berasal dari Fraksi yang 
sama kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah. 

Berdasarkan Kcputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tanggal 

7 Oktober 2004, Nomor 380 Tahun 2004 Tentang Peresmian 

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kota 

Palangka Raya Masa 'Tahun 2004 - 2009 adalah sebagai berikut : 

1 .  Ketua : ARl ES MARCORIUS NARANG, SE 
(Fraksi PDI-Perjuangan) 

2. Wakil Kclua : YIJRIKUS DIMANG 
(Fraksi Partai Golkar) 

3. Wakil Kctua : Ilrs. H. JAMRAN KURNIAWAN, MM 
(Fraksi Bhineka Tunggal Eka) 

Adapun tugas Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya dapat 

ditemukan dalarn Pasal 44 Peraturan Tata Tertib Kota Palangka Raya, 

yaitu : 

( I )  Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya mempunyai tugas : 

a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang 

untuk mengam bil keputusan; 

b. Menyusun rencaila kerja dan mengadakan pembagian kerja 

anlara Kclua dan Wakil Kclua; 

c. Menjadi juru bicara DPRD Kota Palangka Raya; 



d. Mclaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD Kota 

I'alangka Kaya; 

c. Mengadakan konsultasi dcngan Walikota dan lnstansi 

Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD Kota 

I'alangka Raya; 

I: Mcwakili I)I'J<J> Koto I'alangkn Rays dnn utau alat 

kelengkapan DPRD Kota Palangka Raya di Pengadilan; 

g. Melaksanakan Keputusan DPRD ' Kota Palangka Raya 

berkenaan dengan pcnetapan sanksi atau rehabilitasi anggota 

scsuai dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat 

Paripurna DPRD Kota Palangka Raya. 

(2) I'claksanaan tugas I'impinan DI'RD Kota Palangka Raya 

dilakukan secara kolektif. 

(3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan 

diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, tugas- 

tugas pimpinan DPRD Kota Palailgka Raya dilaksanakan oleh 

Pinipinan Semantara scbngaimana dimaksud dalani Pasill 10. 

S~IilIl~;\l~llyi~ <Ii l I i l l l \  I ' i l ~ i l I  45 CI;~~I>ll~k:lll I>:lIlwil 

(1) Dalam ha1 seorang pimpinan DPRD Kota Palangka Raya 

dihcsliclltikan dari ji~hnti~liliya, pari1 i1nggot:r pimpiuarl lainnya 



mengadakan musyawarali untuk menentukan pelaksanaan tugas 

scmanlara sampai tcrpi l i  hnya pengganti dcliniti 

(2) Dalam ha1 Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya dinyatakan 

bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 

. . liukuman pidana sercndah-rendahnya lima tahun penjara 

bcrdasarkan I'utusan I'cngadilan yang bclum nicmpunyai kckuatan 

Iiukum tctap, I'impinan DPRD Kota Palangka Raya yang 

bcrsangkutan tidak dipcrbolclikan melaksanakan tugas, 

mcmimpin sap;\(-r;ilxit I ) I ' I < I )  Kola I'alangka Kaya. dan liicn.jadi 

juru bicara [>I'R[> Kota I'alangka Raya sebagaimana dimaksud 

cliili~~n I'asal 44. I i t ~ ~ ~ l ' a  diin Ilt~rul'c. 

(3) Dalam ha1 Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya dimaksud pada 

ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan 

yang telah mempunyai kckuatan hukum tetap, dan dinyatakan 

bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD Kota Palangka 

Raya melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam 

~ & a l  44 huruf a dan huruf c. 

b. Panitia Musyawarah 

Pani tia Musyawarah pads Peraturan Tata Terti b DPRD Kota 

I'alangka Raya diatur dalam I'asal 46 yang bcrbunyi scbagai bcrikut : 

( 1 )  Panitia Musya\vara.h merupakan alat kelengkapan DPRD 
Kota Palangka Raya yang bersifat tetap dan dibentuk oleh 



DPRD Kota I'alangka Raya pada awal masa jabatan 
keanggotaan DPRD Kota Palangka Raya; 

(2) Pcmilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah 
terbentuknya Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya, 
Komisi-Komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi; 

(3) Panitia Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi 
bcrdasarkan pcrin~bangan jurnlah anggota dan sebanyak- 
banyaknya tidak Icbih dari setengah jumlah anggota DPRD 
Kota l'alangka Raya. 

(4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya karena 
jabatannya adalah I'impinan Panitia Musyawarah merangkap 
anggota; 

(5) Susunan keanggotaan panita Musyawarah ditetapkan dalam 
rapat pan i tia; 

(6) Sekretaris Dl'RD Kota Palangka Raya karena jabatannya 
adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan anggota. 

Adapun Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia 

Musyawarah DPRD Kota Palangka Raya diatur dalam Keputusan 

Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya Nomor 188.4.43/08/DPRD/2004 

yang Tertanggal 18 Oktober 2004, yaitu sebagai berikut : 

'l'abel 3 

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan 
Panitia Musyawarah DPRD Kota Palangka Raya 

1 I Aries Marcorius Narang, SE PDI-P 1 Ketua 

m N A M A  

I 

5 Drs. Charly S. Penyang 1 Golkar I-1 
I I I I 

I h I I I. Abu S;~dikin I (iolkar 1 AnggoL;~ 
~ I 

UNSUR FRAKSI 

4 

JABATAN 

Beker Simon, SE - I Sekretaris 1 



Ir. 1:itriadi Y usul' 

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 
(Periode 2004 - 2009) 

Adapun tugas I'anitia Musyawarah diatur dalam Pasal 47 yaitu 

scbagai bcrikut : 

(1)  Panitia Musyawarah mempunyai tugas : 

a. Mcm bcri kan pcrtim bangan tcntang penetapan program kerja 

III'RII Kota I'alangka Rnya, diminta atau tidak diminta; 

b. Menctapkan kcgiatan dan jadwal aqara rapat DPRD Kota 

I'alangka Raya 

c. Mcmutuskan pililian n~cngenai isi risalah rapat apabila timbul 

perbedaan pendapat; 

d. Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan; 

e. Merckon~cndasikan pen~bentukan Panitia Khusus. 



(2) Sctiap anggota I'anitia Musyawarah wa.jib: 

a. Mcngadakan Konsultasi dengan li-aksi-fiaksi scbelum 

mcngikuti rapat I'anitia Musyawarah; 

b. Mcnyampaikan pokok-pokok hasil rapat I'anitia Musyawarah 

kepada l'raksi. 

c. Komisi 

Komisi diatur dalam I'craturan Tata Tertib DPRD Kota I'alangka 

Raya, yaitu Pasal 48 yang berbunyi sebagai berikut : 

(I) Komisi mcrupakan alat kclcngkapan DI'RD Kota I'alangka 
Raya yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kota 
Palangka Raya pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD 
Kota Palangka Raya; 

(2) Setiap anggota DPRD Kota Palangka Raya kecuali pimpinan 
DPRD Kota Palangka Raya, wajib menjadi anggota salah 
satu komisi; 

(3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) 
sebanyak 4 (empat) yaitu Komisi I, 11, I11 dan IV; 

(4) Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama; 
(5) Penetapan anggota DPRD Kota Palangka Raya dalam 

komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi 
didasarkan atas usul fraksinya; 

(6) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan 
oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna 
DPRD Kota Palangka Raya; 

(7) Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke 
komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota 
Palangka Raya atas usul Fraksi pada awal Tahun Anggaran; 

(8) Anggota DPRD Kota Palangka Raya pengganti antar waktu 
menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan; 

(9) Masa tugas komisi ditetapkan satu tahun. 

Adapun Komposisi dan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan 

Komisi 1, 11, 111 dan 1V l)I'Rl> Kota Palangka Raya, diatur dalam Surat 



Keputusan Ketua DPRD Kota Palangka Raya tertanggal 19 Oktober 

2004, Nomor 188.4.4311 l/DI'RD/2004, yaitu sebagai berikut : 

Komposisi dan Personalia Pirnpinan dan Keanggotaan 
Komisi DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2004 - 2009 

/ No I KOMISl NAMA I JABATAN 1 

Komisi 1 
I Bidang Pemerin- 1 1 '  

Uidang I'crekono- 2. Asnawi, S1' 
mian dan pemba- 3. Subandi. S.Sos 

1 4. Ir. Fitriadi Yusuf Anggota 
1 5. Walden. M. Sihaloho. SH An~rrota 

1. Drs. Charly S. Penyang 
2. Zulkifli Yahva 

tahanltlukum 

I ( 6. Ban~bang A. Bahan, S.Hut I Anggota 

Ketua 
Wakil Ketua 

3. Drs. Siber 
4. Agus Romansyah, SH 
1.  Syalirudin Ilurasid 2 

Komisi I11 1.  Drs. Ayenedy Lesa, S.Pd 
Bidann Keuannan , 2. Marvono. SHI 

Sekretaris 
Anggota 
Ketua Komisi ll 

dan Anggaran 1 3. I-Iatir Sata Tarigan, SE / Sekretaris 1 
I 4. Mekatrin Yosua / Anggota 
5. Mambann I. Tubil 1 Ane~ota  

I 
Bidang Kesejahte / 2. ~ n > r i c o , ' s . ~ h  / Wakil Ketua 1 
Komisi IV 

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 
(Periode 2004 - 2009) 

6. Drs. Cornelius David 
1. Sugianto. SP 

raan Rakyat 3. Junaidi, S.Ag 
4. H. Mukransyah 

Masing-masing Komisi ada bidang tugas, berikut ini akan 

1 Anggota 
- 

Ketua 

5. H. Abu Sadikin 
6. Prapti Suryandari 

penulis sajikan perincian tugas komisi, yaitu : 

Anggota 
Anggota 



Koniisi I : Bidang pemcrintahan, perincian ti~gasnya adalah : (1)  

Pcmcrintahan Otonomi Dacrah, (2) Hukum dan perundang-undangan, 

(3) Keamanan dan ketertiban, (4) Perar~gkat Pemerintahan Desa, (5) 

Kepegawaian, (6) Pemerintahan Kelurahan, Desa, RTIRW, (7) 

I'cngcnibangan I'crs, (8) I>I'KI>. (0 )  Agraris, ( 1  0) Perkawinan Catatan 

Sipil, clan ( I  1) Kclcngkapan Urusan DalamIInvcbtaris. 

Komisi I1 : Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Perincian 

tugasnya adalah : (1) Pertanian, (2) Perkebunan, (3) Perikanan, (4) 

Kehutanan, (5) Peternakan, (6) Perindustrian, (7) Perdagangan, (8) 

Pertambangan, (9) Investasi, (10) Statistik, (1 1) Logistik (pengadaan 9 

bahan pokok), (12) I'cnihinnaan dan pengembangan pasar, (13) 

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan, (14) Pembangunan 
. . 

Fisik Kota, ( 1  5) 1,okasi Indi~stri, (1 6) Lokasi Perusahaan, 

Hotel/Losmen, (1 7) Lokasi pertolcoan, lingkungan pasar, terminal, (1 8) 

Busltaksi, parkir, (19) Lokasi rekreasi, lapangan umum, olah raga, 

gelanggang reniaja, bioskop, pcnghi.jauan kota, (20) r,okasi tcnipat 

penjualan bahan bakar, (21) Karantina hewan, (22) 'I'enaga listrik, (23) 

Jalan dan Jembatan, (24) Pengairan, Saluran Pembuangan air kotor 

dari rumah, hotcl, pasar dan industri, (24) pclabulian sungai, (25) 

Tclcpon, (26) l'cngrqjin balii~n bangunan, (27) .laIan I'rolokol dan jalan 

lingkungan, (28) Kolam Renang dan (29) Lapangan terbang. 



Komisi 111 : KeuanganIAnggaran, Perincian tugasnya adalah : (1) 

Perbendaharaan, (2) Subsidi rutin dan pembangunan, (3) Urusan Kas 

dan Perbendaharaan, (4) APBD, (5) Penjualan barang-barang harta 

benda daerah, (6) Pendapatan daerah, (7) Pengurusan keuangan 

daerah, (8) Pinjaman uang dan pembayaran kembali pinjaman uang, 

(9) I'erhitungan AI'BI), dan ( I  0) Perusahaan Daerah. 

Komisi IV : Bidang Kesra, perincian tugasnya adalah (1) 

AgamaIAliran kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) 

Pendidikan dan Kebudayaan, kesenian daerawnasional, (3) Pramuka, 

(4) Pembinaan genarasi muda, (5) Olah Raga, (6) Kesehatan, (7) 

Keluarga Berencana, (8) Sosial, (9) Kebersihan Kota dan lingkungan, 

(1 0) Tenaga Kerja, (1 1 ) Pembangunan Masyarakat Desa, (1 2) 

Pemberantasan buta huruf, (1 3) Pendidikan masyarakatlketerampilan, 

(14) Pariwisata, (15) Pos dan Giro, (16) Studio dan RRI dan (17) 

Ilri~san pcngi~huran i~mum. 

Atlaptln tugas komisi yang tliatrlr dalaln I'crati~ran 'l'ata l'crtih 

Ilcwan I'crwakilan Rakyat (1)I'RI)) Kota Palangka Raya Periode 2004 

- 2000, I'asal 49, adalnh scbugui bcrikut : 

I .  l c ~ ~ ~ t ~ l ~ ~ ~ ~ ~  ~ ; I I I  ~ c c l i l ~ r ~  ~ I I  N ~ s i o ~ ~ l .  SCl.til 

I ~ ~ I I I I I I ~ ; I I ~  Nc/:;II;I I\C::;I~II:III I{~.~)III)III\ I I I ( ~ ~ ~ ~ c : ; I ; I  O ; I I I  1 ) ; I c ' I . ; I ~ I .  

I ) .  bl(.li~L.~~k.i~~t ~ J ( . I I I I ) ~ \ I I ~ I ' . ~ ~ I I  I , . I I I ~ I I I ~ I ~ )  I ( ~ I I I ( . ~ I I I I ! ~ I I I  I ' C ' I ~ I I I I I ~ I I I  I ) , I C . I ~ I I I  ( l i t 1 1  

I<a~~carlgati Kcj)utu~arr: 



c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksatiaan pembangunan, 

perncrinlahan dan kernasyarakatan sesuai dengan bidang komisi 

masing-masing; 

d. Membantu I'impinan III'RD Kola Palangka Raya untuk 

mengupayakan pe~iyelcsaian masalah yang disarnpaikan oleh 

Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD Kota Palangka Raya; 

e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaltlanjuti 

aspirasi masyarakat; 

f. Memperhatikan upaya peniligkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 

g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas 

persetujuan Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya; 

h. Mengadakan Rapat Kerja dati dengar pendapat; 

i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya 

yang termasuk dalam lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; 

j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD Kota 

Palangka Raya tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. 

d. Badan Kehormatan 

Badan Kehonnatan adalah salah satu alat kelengkapan DPRD 

Kota Palangka Raya, Badan ICehonnatan ini diatur dalam Peraturan 

Tala 'I'crli b 1)I'R I )  Kota I'alangka Itaya, pada l'asal 50, yailu : 

( 1 )  Badan Kehormatan merupakan alat kelenpkapan DPRD 
Kotn Palnngka Raya yang dihc111uh: O I C I I  1)1'1<1) Kota 



Palangka Raya dan ditetapkan dalam Rapat Paripuma DPRD 
Kota Palangka Raya; 
Anggola Iladan Kchormalan DI'RI) Kota I'alangka Raya 
berjumlah 3 (tiga) orang; 
Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berdasarkan usul dari masiiig-masing Fraksi DPRD 
Kota Palangka Raya sebanyak 1 (satu) orang; 
Apabila calon Badan Kehormatan DPRD Kota Palangka 
Raya yang dillsill hanya 3 (tiga) orang maka akan ditetapkan 
langwng olch I'i~npinirn III'RII Kota 1'al:rngkn Rayn: 
Api~hil;~ calo~l sclxrgaimona dimaksud pucla ayal (4)  Ichilr 
tlari 3 (tig;~) orang tnitkn ak;ui cli lakuk~r~i pc~nililiarl; 
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
pelaksanaannya dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan 
yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi dan ditetapkan oleh 
Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya; 
Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kota PaIangka Raya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~erdiri atas seorang 
Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh 
anggota Badan Kehormatan; 
Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibantu oleh sebuah sekretariat yalg secara fungsional 
dilaksanakan oleh Sckretariat DPRD Kota Palangka Raya; 
Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) hasi l pemi lihan Badan Kehormatan ditetapkan 
dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya. 

Adapun Komposisi I3adan Kehormatan DI'RL) Kota Palangka 

Raya, diatur dalam Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Palangka Raya 

tertanggal 19 Oktobcr 2004, Nomor 1 88.4.4311 2lDPRDl2004, yaitu 

sebagai bcrikut : 



Komposisi I3adan Kehormatan 
DPRD Kota Palangka Raya 'Tahun 2004 - 2009 

1 i 1  amb bang I. Tubil I Ketua 

JABATAN No N A M A  

I I 

Sumber : Sekretariat DFRD Kota Palangka Raya 
Periode 2004 - 2009 

2 1Subandi,S.Sos 
I 

I I 

Adapun tugas Badan Kehormatan menurut Peraturan Tata Tertib 

Wakil Ketua 

3 1 Bambang A. Bahan, S.Hut 

DPRD Kota Palangka Raya pada Pasal 5 1 adalah : 

Sekretari s 

a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota 

DPRD Kota Palangka Raya dalam r:.ngka menjaga martabat, 

kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kota Palangka Raya; 

b. Mcncliti dugaan pclanggaru~~ yang dilakukan olch DPRD Kota 

I'alangka Raya tcrhadap peraturan perundang-undangan, Kode 

Etik DI'RD dan I'craturan 'l'ata 'rcrtib DPRD Kota Palangka Raya; 

c. Mclakukan pcnyclidikan, vcrifikasi, dan penganibilan keputusan 

alas pengadaan I'inipina~~ III'RD Kota Palangka Raya, niasyarakat 

d. Mcnyampaikan 1i:tsil pcmcriksaan kepada pinipinan IIPRD Kota 

I'alangka Kaya dan mcrckon~cndasikan untuk pcmbcrhcntian 



anggota DPRD Kota Palangka Raya antai- waktu sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

e. Menyampaikan rekomcndasi kepada Pimpinan DPRD Kota 

Palangka Raya berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti 

adanya pclanggaran yang dilakukan anggota DPRD Kota 

Palangka Raya atas pengaduan Pimpinan DPRD Kota Palangka 

Raya, masyarakat da i~  atau pemilih. 

e. Panitia Anggaran 

Panitia Anggaran diatur dalam Pasal 52 Peraturan Tata Tertib 

III'RII Kota I'alangka Raya, yaitu scbagai berikut : 

( 1 )  Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD Kota 
Palangka Raya yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD 
Kota I'alangka Raya pada awal masa jabatan keanggotaan 
DPRD Kota Palangka Raya; 

(2) Panitia Anggaran terdiri atas Pimpinan DPRD Kota 
Palangka Raya, satu wakil dari komisi, dan utusan Fraksi 
berdasarkan peri mbangan j umlah anggota; 

(3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya 
jabatannya adalah Kctua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran 
merangkap anggota; 

(4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia 
Anggaran ditetapkan dalam Rapat Ppripurna; 

(5) Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya karena jabatannya 
adalah sekretaris Panitia Anggaran bukan anggota; 

(6) Masa keanggotaan Panitia Anggaran dapat diubah pada 
setiap tahun. 

L3crdasa1-kan Kcputusan I'impinan III'RD Kota Palangka Raya 

. . Nomor 188.4.43/08/1)1'RL)/2004 'l'anggal 18 Oktobcr 2004 tentang 

St~st~liall I'i~iipi~ia~l tliln Kcilliggolaan I'anitia Mt~syawi~~.all da~ i  I'anitia 



Anggaran DPRD Kota Palangka Raya Masa Bhakti 2004 - 2009 

adalah sebagai berikut : 

Susunan I'impinan dan Kcanggotaan Panitia Musyawarah 
DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2004 - 2009 

1 2 1 Yurikus Dimang 
I I I I 

Golkar I Wakil Ketua ~ 

JARATAN I ~ . - ~ ~. -  IN^ N A M A  

1 / Aries Marcorius Narang, SE 

I I I I 

3 1 Drs.H. Jamran Kurniawan, MM I PPP 1 Wakil Ketua 1 

FRAKSl 

I I I 

4 ( Beker Simon, SE - 1 Sekretaris 1 

PDI-P Ketua 

1 7 / Agus Romansyah, SH 

5 

1 PDI-P 1 Anggota I 
1 8 1 Andrico, S.Th 

Drs. Carly S. I'cnyang 

I PDS ( Anggota 1 
1 9 ( Asnawi, SP 

Golkar 

1 PKS 1 Anggota I 

Anggota 

10 Syahrudin Durasid 
I 

1 PAN 1 Anggota 1 
1 1 I ( Ir. Fitriadi Yusuf 1 PBB 1 Anggota I 

Sumbcr: Sckrctariat DI'RD Kota I'alangka Raya 
(Periode 2004 - 2009) 

12 

13 

Tugas Panitia Anggaran diatur dalarn pasal 53 Peraturan Tata 

Tertib DPRD Kota Palangka Raya, yaitu : 

. FI. Mukransyah 

Drs. Siber 

1) Mcmbcrikan saran dan pcndapai kcpada Walikota dalam 

mempersiapkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja 

PBR 

P. Demokrat 

Anggota 

Anggota 



Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan 

Anggaran I'cndapalan clan 13cl anja I>:~cral I; 

2) Memberikan saran dan pendapatan kepada Walikota dalam 

mempersiapkan penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripuma; 

3) Mcmbcrikan saran dan pcndapat kcpada Df'RI) Kota I'alangka 

Raya mengenai pra Rancangan Anggaran Pendspatan Anggaran 

dan Belanja Daerah baik penetapan, perubahan yang telah 

disampaikan oleh Walikota; 

4) Memberikan saran terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran 

yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD Kota Palangka 

Raya; 

5) Menyusun Anggaran Belanja DPRD Kota Palangka Raya dan 

memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja 

Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. 

f. Alat Kelengkapan lain 

Kemudian disebutkan Pimpinan DPRD dapat membentuk alat 

kclcngk:~p:ul lain yung dipcrluk:ui bcri~pa I'anitia Khusus. Dalam Pasal 

54 Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor 188.4.431 

(1) Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya dapat membentuk alat 
kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus 
dengan Keputusan DPRD Kota Palangka Raya, atas usul dan 



pcndapat anggota DPRD Kota Palangka Raya setelah 
mcndcngar pcrti~nbangan Panitia Musyawarah dengan 
pcrsctujuan Rapat Paripurna; 

(2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
nicrupakan alat kclcngkapan TII'RII Koln I'alangka Raya 
yang bcrsilbt tctap; 

(3) .lumlah anggotn Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  mcmpcrtimbangkan jumlah anggota komisi yang 
tcrkait dan discsuaikan dengan programlkegiatan serta 
kemampuan anggaran; 

(4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), terdiri atas anggota komisi terkait yang mewakili semua 
unsur Fraksi; 

(5) Ketua, Wakil Kctua, dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih 
dari dan olch anggota; 

(6) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia 
Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna. 

DI'RD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 

mengemban fungsi-fungsi penyusunan dan penetapan kebijakan 
. . 

publik (Iegislatfl, anggaran (budgeting), dan pengawasan (confroling). 

Terhadap lembaga rakyat yang diwakilinya dapat berharap agar 

aspirasi yang disuarakan dapat diserap dan diakomodasi dalam 

kcbi-jakan publik, dipcrjuangkan hak-haknya dan dibela 

kcpcntingannya dari kcmu~~gkinan tindakan scmcna-mcna yang 

merugi kan. 

Tuntutan adanya kualitas tinggi bagi anggota DPRD 

mcnghasilkan pcrsyaratan un tuk  men-jadi anggota IIl'RII. Pcrsyaratan 

itu adalali bahwa sctiap anggota I>I'Rl> harus mcmpunyai ciri-ciri 

intclektual. Salali satu tolok ukur tiiigkat intclcktual dal-i anggota 



DPRD adalah tingkat pendidikan formalnya. Terdapat atau asumsi 

yang menyatakan bahwa scmakin tinggi tingkat pcndidi kann ya, maka 

semakin baik tingkat intelektualitas dari anggota DPRD, dan semakin 

bai k pula dalam mclaksanakan tugas-tugasnya. 

4. Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 

Sekretariat DPRD ini sangat penting dalam mendukung kelancaran 

tugas-tugas DPRD Kota Palangka Raya terutama dalam menangani 

administrasi. Adapun susunan keanggotan sekretariat DPRD Kota 

Palangka Raya Periode 2004 - 2009 adalah sebagai berikut : 

Tabel 7 
Susunan Keanggotaan Sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya Periode 2004 - 2009 

I No I NAMA I JABATAN I KET I 
1  I 1  Beker Simon, SE 1 Sekretaris 1 - 1  
/ 2 1 Drs. M. M. R. Siagian I Kebag Rapat dan Risalah 1 - 1 
1 3 1 Drs. ilawang li. Kamis I Kcbag. Umum 1 - 1  1 4 1 Noorhadi Dani, SE, MM I Kebag Keuangan 

1 - 1  

St~n~bcr  : Sckrctariat III'Ri) Kola I'alangka Raya 
I'criodc 2004 - 2009 

'I'ugas Sckrctariat III'RI) i l i i  diatur dalam Tata Tertib DPRD Kota 

Palangka Raya Pasal 1 19 yaitu : 

a. 1Jntuk mendukung kclancaran pelaksa~iaan tugas DPRD dibentuk 

Sekretariat Dewail yang ditetapkan dengan I'eraturan Daerah dan 

i'crsonalianya tcrdiri atas I'cgawai Ncgeri Sipil. 



b. Sekretariat DPRD sebagaimana diniaksud pada ayat ( 1 )  dipiinpin oleh 

seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan 

Keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan Pimpinan DPRD. 

c. Pertimbangan Pimpinan DPRD sebagaimana diniaksud pada ayat (2), 

memperliatikan jcnjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman. 

d. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 

tugas menyelenggarakan administrasi kesektariatan dan administrasi 

keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas d m  fungsi DPRD, 

dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan 

oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

e. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaiinana 

dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif 

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. 

13crdasarkan kctcntuan di atas sekretariat DPRD ini 

bertanggungjawab ganda, disatu sisi secara operasional teknis dia 

bertanggungjawab kcpada I'inipinan DPRD Kota Palangka Raya dan 

sccara administr:it i I' mcrcka berlanggungjawab kepada Kcpala I>acrali tau 

Wal ikota yang mengangkatnya. 



B. Kincrja DPRD Kota Palangka Raya dibidang Lcgislasi 

. , 
Berdasarkan Pasal 19 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DI'RU) Kota I'alangka Raya Nomor 188.4.4311 6lDPRDl2005 tcntang 

Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Palangka Raya Periode 2004 - 2009, 

yailu 1)I'RI) Kola Palangka Raya mcnipunyai fungsi : legislasi; anggaran; 

dan pcngawasan. I'ada ayat (2) discbulkan yang diniaksud dengan legislasi 

adalah fungsi DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah bersama B7alikota. 

Kinerja DPRD Kota Palangka Raya dalam bidang legislasi ini cukup 

tinggi, misalnya pada tahun 2004 ada 35 (tiga puluh lima) buah Rai~cangan 

Peraturan Daerah yang berhasil dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah Adapun Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tersebut adalah : 

Tabel 8 
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2004 

Nama Perda o Nomorl 
Tanggal 
Perda 

LD 
Raperda 
Dari 

I 
1 

No.02 
Tahun 2004 
26-02-2004 

- 
No. 03 
Tahun 2004 
26-02-2004 

layanan Pemakaman Umum 
26-02-2004 dan Pengabuan Mayat di I Thn-2004 I 

2 
No.1 

Tahun 2004 

nisasi dan Tata Kerja Dinas 1 Tahun 2004 1 

Kota ~ a l a n ~ k a  Raya - 

Pembentukan Susunan Orga- 

-. 
1 cnaga Kcrja, '1'1-ansirnigrasi 1 1 

3 
l'cngaturan dan Rctrcbusi I'e- 

4 
LD No. 01 

LD No. 02 

Eksekutif t 
Eksekutif 

dan ~ e m b e r d a ~ a a n  ~ i s ~ a -  
rakat Kota Palangka Raya 
Pembentukan Susunan Orga- 
nisasi clan Tata Kerja Badan 
Kepegawaian Daerah Kota 
I'illil~lglia 12i1)9a 

LD No. 03 
Tahun 2004 



2 3 4 
No. 04 Pembcntukan Susunan Orga- LD No. 04 
Tahun 2004 nisasi dan Tata Kerja Sekreta Tahun 2004 
26-02-2004 riat Daerah Kota Palangka 

Raya 
, 

Tahun 2004 
26-02-2004 

Eksekutif 7 
Eksekutif 7 

Iiencena Strategis Kota 
Tahun 2004 

dan Kopcrasi Kota I'alangka 

No. 07 Perhitungan Anggaran Penda- LD No. 07 

Raya 

Tahun 2004 
Eksekutif 

06-03-2004 Kota Palangka Raya Tahun 
Anggaran 2004 

patan dan Belan.ja Daerah 

- 
0 

Eksekutif 1 
Tahun 2004 

- - - - 
No. 10 

- -- - - . -- - - 

Pembcntultan Susunan Orga- LD No. 10 
Tahun 2004 nisasi dan Tata Kerja Dinas Tahun 2004 
09-06-2004 I'emukin~an dan I'rasarana 

Kota Palangka Raya 

Eksekutif 7 
- 
Eksekutif 

1 1  No.11 Pcmbcnt ilkan Susunan Orga- 
'I'ahun 2004 nisasi dan 'I'ata Kcr-ja Badan rtt 
09-06-2004 

1,D No. 1 1 
Tahun 2004 

Kcsatuan 13angsa dan I'erlin- 
dungan Masyarakat Kota 
Palangka Raya 

Eksckutif 



Palangka Raya 

13 No. 13 Pembentukan Sus~lnan Orga- 
Tahi~n 2004 nisasi dan Tata Kcrja Kantor Tahun 2004 
09-06-2004 Pengolahan Data Elektronik, 

Kearsi pan dan Pcrpustakaan 
Kota I'alangka Raya 

Kota Palangka Raya 

14 No. 14 
Tahun 2004 
09-06-2004 

16 

17 

Eksekutif 

-- 

IXksckuti f 

Pembentukan Susunan Orga- 
nisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kesehatan Kota Palangka 

No. 16 
Tahun 2004 
09-06-2004 

No.  10 I'cln bcntukan Susunan Orga- LD No. 19 
Tahun 2004 nisasi dan Tata Kerja Badan Tahun 2004 

No. 17 
Tahun 2004 
09-06-2004 

09-06-2004 

LD No. 14 
Tahun 2004 

Pembentukan Susunan Orga- 
nisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pasar, Kebersihan dan Perta- 
manan Kota Palangka Raya 

I'engendal ian Dampak Ling- 
kungan Kota Palarigka Raya 

Eksekutif 

Pembentukan Susunan Orga- 
nisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat DPRD Kota 
Palangka Raya 

LD No. 16 
Tahun 2004 

Eksekutif 

LD No. 17 
Tahun 2004 

Eksekutif 



2 
No. 20 
Tahun 2004 
09-06-2004 

No. 21 
Tnliun 2004 
00-00-2004 

No. 22 
Tahun 2004 
09-06-2004 

N o .  23 
'I'ahun 2004 
09-06-2004 

Pembentukan Susunan Orga- 
nisasi dan Tata Kerja Dinas 
Perhubungan Kota Palangka 
Ray a 

Pembentukan Susunan Orga- 
nisasi dan Tata Kcria Dinas 
'I'ata Kota dan 13angunan 
Kota I'alangka Raya 

I'enibeiitukan Susunan Orga- 
nisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Kota Palangka 
Ray a 

I'cmbcntukan Susunan Orga- 
nisasi dan 'I'ata Kcria Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan 
Kota Palangka Raya 

LD No. 20 
Tahun 2004 

LD No. 21 
Tahun 2004 

LD No. 22 
Tahun 2004 

I'alangka Raya 

LD No. 23 
Tahun 2004 

Orga- LD No. 24 
Dinas Tahun 2004 

Seni Budaya Kota Palangka 

Eksekutif 

I I 'I'ahun 2004 
09-06-2004 

I'cmbcntukan Susunan Orga- 
nisasi dan 'I'ata Kerja Dinas 
Sosial Kota I'alangka Raya 

Eksekutif 1 

2 5 p - [ p - p p  I'cmbcntukan Susunan Orga- LD No. 25 
'I'ahun 2004 nisasi dan 'Pata Kct-ja Dinas Tahun 2004 
09-06-2004 Pertanian, Peri kanan 

Peternakan Kota Palangka 

LD No. 26 
Tahun 2004 

LL) No.  27 
Tahun 2004 

Eksekutif 

Eksekutif 

Eksekutif 



No. 28 
Tahun 2004 
09-06-2004 

- --- . 

No.  20 
'l'i111t111 2004 
00-00-2004 

Pencabutan Peraturan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat I1 
Palangka Raya Nomor 15 
'fahun 1 908 tcntang Rclrcbusi 
lzin Peruntukan Penggunaan 
Tanah 

-~ -. -- 

I'crubahan I'craturan Ilacrah 
Kola~iii~tlya 1)acsah 'I'ingkat I1 
I'alangka Ihya N o ~ i i o ~  14 
'fahun 1999 lenlang Retrebusi 
Pelayanan Persainpahan / Ke 
bersi han 

LD No. 28 
Tahun 2004 

--- 
1,D No. 20 
'I'aliun 2004 

Eksekutif 

-- 

Eksekutif 

No. 30 
Tahun 2004 
09-06-2004 
No. 31 
Tahun 2004 
09-06-2004 

Sewa Blok Pasar dan 
Retrebusi 

Perubahan Pertama Atas Pe- 
raturan Daerah Kota Palangka 
Raya Nomor 02 Tahun 2001 
tentang Larangan, Pengenda- 
lian dan Pengawasan Per- 
edaran Minuman Berakohol 

LD No. 30 
Tahun 2004 

LD No. 3 1 
Tahun 2004 

Eksekutif 

-- 
Eksekutif 

No. 32 
Tahun 2004 
09-06-2004 

Perubahan Pertama Atas 
Peraturan Daerah Kota Pa- 
langka Raya Nomor 10 
Tahuil 1998 tentang Retrebusi 
Rumah Potong Hewan 

No. 34 
Tahun 2004 
00-06-2004 

No. 33 
Tahun 2004 
09-06-2004 

Pengelolaan Parkir dan 
Retrebusi Parkir Kenderaan 
13crmolor 

Perubahan Kedua Atas Pera- 
luran Dacrah Kotamadya 
Daerah Tingkat 11 Palangka 
Raya Nomor 19 Tahun 1999 
tentang Retrebusi Pelayanan 
Kcschalan 

LD No. 32 
Tahun 2004 

LD No. 33 
Tahun 2004 

LD No. 34 
Tahun 2004 

Eksekutif 

Eksekutif 



1 35 1 No. 35 I 
'I'ahun 2004 
09-06-2004 

Pcrubahan Pcrlama alas Pcrda 
Kotamad ya Daerah 'Singkat 11 
Palangka Raya 1Vo.09 Tahuli 
1998 tcntang Retrebusi lzili 
tempat I'enjualan Minuman 
Berakoho l 

LD No. 35 
Tahun 2004 

Eksckutif 7 
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 

Periode 2004 - 2009 

Sedangkan Peraturan Daerah yang berhasil dibuat pada tahun 2005 ada 10 

(sepuluh), semua Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) juga datang dari 

eksekutif. Adapun Peraturan Daerah pada tahun 2005 jaitu sebagai berikut : 

Tabel 9 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2005 

Nomorl 
Tanggal 
Perda 

9 

No. 01 
Thn.2005 
04-02-2005 

No.  02 
'l'hn.2005 

1 5-04-2005 
N o .  0 3  
'l'lin.2005 
15-04-2005 

Nania I'erda 

Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 
An p r a n  2005 b 
Kcpcnduduki~n 

I'erlanggung Jawaban l'elaksa 
naan Anggaran Pcndapatan 
dan 13clanja llacrah Kota 
Palangka Raya Tahun 
Anggaran 2004 

Usul 
Raperda 
Dari 

Tahun 2005 

1 , I )  No .  - - I T G ~ ~  02 

I ,I) No. 0 3  -.-I 
-- 

LD No. 04 
Tahun 2005 



- .- 2 
No. 05 
Thn.2005 
20-08-2005 

3 
I'cruhallan Anggaran I'cnda- 
patan dan Belanja Daerah 
Kota Palangka Raya Tahun 
Anggaran 2005 

7 

Pencabutan Atas Peraturan 
Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 03 Tahun 2001 
tcntang Rctrcbusi Tiket 
Penumpang Kenderaan Air 

No. 07 
Thn.2005 
29-08-2005 

X Y N ~ ~ ,  Tahun 2005 1:;ksckutif 

I 

LD No. 06 
Tahun 2005 

Eksekutif I 
Pencabutan alas Peraturan 
Daerah Kota I'alangka Raya 
Nomor 15 Tahun 2001 

Eksekutif 7 LD No. 07 
I'ahun 2005 

No. 08 
Thn.2005 
29-08-2005 

tentang Retrebusi Angkutan 
Barang di Jalan 

No. 09 
Thn.2005 
3 0-00-2005 

No.  I O 
'l'lin.2005 
30-09-2005 

Pencabutan Atas Peraturan 
Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 18 Tahun 2001 
tentang lzin Undian dan 
Pajak Hadiah Dalam Rangka 
Pengumpulan Sumbangan 
Untuk Kesejahteraan Sosial 

Perubalian Pertama Atas Pera 
turan Daerah Kotamadya 
I)acl.ah 'I'ingkal I I I'alangka 
I<ay:~ Nomor I 0 'l'uliun 1 090 
tcntang Rctrcbusi I'cnggan- 
tian Biaya Cetak l'cta 

I'cruhalian I'crtama Atas I'c- 
raturan Ilacrah Kota I'alangka 
Raya Nomor 23 'Tahun 2002 
tentang Retrebusi Pengu-jian 
Kenderaan Bermotor 

LD No. 08 
Tahun 2005 

LD No. 09 
Tahun 2005 

LD No. 10 
Tahun 2005 

Eksekutif 

Eksekutif 

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palangka Ray21 
I'crioclc 2004 - 2000 



Selanjutnya Peraturan Daerah yang berhasil ditetapkan pada tahun 

2006 ada 17 (tujuh belas) buah yaitu sebagai berikut : 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 

No 

2 
No. 0 I 
'l'lin.2006 
06-0 1 -2006 

- - -- - -. 
Non~orl 
Tanggal 
Perda 

. . - .. . - - - . - . -- . . - - -- 

Nama I'crda 

2 

3 

-- -- -- 

LO [ Usul 
I Reperda 

Dari 
3 

Anggaran Pendapatan dan 
13claii.ia Ilacrali Kota 
Palangka Raya Tahuii 
Anggaran 2006 

4 

No. 05 
Thn.2006 
23-02-2006 

No. 02 
Thn.2006 
23-02-2006 
No. 03 
Thn.2006 

Wilayali Kecamatan dan Kelu 1 I T;h-"d22P2006 / rahan 
lzin Perindustrian 

4 
LD No. 01 
Tahun 2006 

23-02-2006 
No. 04 

Tahun 2006 

5 
Eksekutif 

Retrebusi Izin Usaha Jasa 
Kontruksi 

Pengelolaan Kebersihan 

Pedoman Penataan Batas 

LD No. 05 
Tahun 2006 

Lingkungan dan I'ertamanan , Tahun 2006 

LD No. 02 
Tahun 2006 

LD No. 03 

Eksekutif 

No. 06 
Thn.2006 

Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 18 Tahun 2002 ten- 
tang Retrebusi Izin Usaha 
Penangkapan Ikan, Pengujian 
Mutu HasiI Perikanan, Hasil 
I'eri kanan yang Diperda- 
gangkan Keluar Daerah dan 
Karantina I kan 

Eksekutif 

Eksekutif 

LD No. 04 

Pajak Penerangan Jalan 

23-02-2006 
No. 07 

LD No. 07 
Tahun 2006 

Eksekutif 

Pencabutan atas Peraturan LD No. 07 
Tahun 2006 

Eksekutif 

Eksekutif 



2 
No. 08 
Thn.2006 
09-05-2006 

! 4 
LD No. 08 
Tahun 2006 

-5 

Perubahan Anggaran Penda- 
patan dan Belanja Daerah 
Kota Palangka Raya Tahun 

sanaan- knggaran dan Belanj a 
Daerah Kota Palangka Raya 

Anggaran 2006 
Pertanggung Jawaban Pelak- 

Tahun 2006 
LD No. 09 

Eksekutif l~ No. 10 
l'hn.2006 
23-08-2006 
No. 11 
Thn.2006 
23-08-2006 

Penyertaan Modal Saham 
Pemerintah Kota Palangka 
Raya Pada PT. Bank Pemba- 

Bantuan Keuangan Kepada 
l'artai ['oliti k 

LD No. 10 
Tahun 2006 

ngunan Daerah Kalimantan 
Tengah 

LD No. 11 
Tahun 2006 

Eksekutif 

12 
1 

an Minuman Berakohol Da- 
23-08-2006 lam Wi layah Kota Palangka I I Thn-2006 I 

13 

No. 12 
Thn.2006 

) I Thn.2006 I an Peredaran ~ k u m a n  I Tahun 2006 1 1 

23-08-2006 
No. 13 

14 

Retrebusi izin Usaha Pasar 
Modem 

Eksekutif i 

Label Pengandalian Peredar- 

No. 14 

15 

LD No. 12 
Tahun 2006 

LD No. 1 3 

No. 16 
Thn.2006 
24- 1 1-2006 

Eksekutif 

Raya --- 
Pengandalian dan Pengawas- 

04-1 0-2006 
No. 15 

jualan Minuman Berakohol 

' Pembentukan Susunan Orga- 
nisasi dan Tata Kerja Kantor 
Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Kota Palangka 

LD No. 14 Eksekutif 

Tahun 2006 

Rava 

Berakohol 
Retrebusi Izin Tempat Pen- 

LD No. 17 

LD No. 15 

Eksekutif r No. 17 
'l'hn.2006 
24- 1 1 -2006 

- 

Pembentukan Susunan Orga- 
sasi dan 'I'ata Kcrja Inspek- 
torat Kota Palangka Raya 

Tahun 2006 

I I I I 

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 
Periode 2004 - 2009 



Derdasarkan data di atas Kinerja DPRD Kota Palangka Raya dalam 

bidang legislasi cukup tinggi, akan tetapi Reperda yang dibahas untuk 

menjadi Peraturan Daerali semuanya datang dari eksekutif, dan tidak satupun 

pernah datang dari Inisiatif 1)PRI) Kota I'alangka Raya. 
, . 

C. Hak lnisiatif di DPRD Kota Palangka Raya 

1. Pengaturan Hak Inisiatif pada UUD, UU, dan Tata Tertib. 

I'ada 111111 1 045. pnsal yang mcngatur hak inis;atir anggota DPR 

adalah I'asal 2 1, yakni : 

(1) Anggota I)cwan I'crwakilan Rakyat berhak nienga.iukan usul 
rancangan undang-undang. 

(2) .lika rancangan itu, nicskipun disctu.jui oleh Dcwan I'erwakilan 
Itakyat tidak disalikan oleh Presiden, niaka rancangan tadi 
tidak bolch dima.juka11 lagi dalani persidangan Dewan 
I'erwakilan Rakyat lnasa itu. 

K ~ ~ ~ I P ~ I ~ c I ~ I K o ~ ~ I  s c b i ~ g ; ~ i ~ i i ; ~ ~ ~ i ~  dischilt p;\di\ I'asal 21 111JI) 1945 di atas, 

maka ha1 ini ada diatur IJ1J. RI No. 22 Tahun 2003, Pasal 78 disebut- 

kan : I 2 '  

( I )  DPRD KabupatenIKota mempunyai tugas dan wewenang : 
a. mcmbcntuk pcraturan daerah yang dibahas dengan 

bupatilwalikota untuk mendapat persetujuan bersama; 
b. menetapkan APBD KabupatenIKota bersarna-sama dengan 

bupatilwal i kota; 
c. mclaksanakan pcngawasan terhadap pelaksanaan peraturan 

daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, 
keputusan bupatilwalikota, APBD, kebijakan pemerintah 

'*'uu No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 78. 



daerah dalam melaksanakan program pembangunan 
, daerah, dan kerjasama internasional di daerah; 

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 
bupati/wakil bupati atau walikotalwakil walikota kepada 
Mcntcri Ilalam Ncgcri mclalui Gubcrnur; 

c. Men1 beri kan pendapat dan pertini bangan kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana 
perjan-jian internasional yang menyangkut kepentingan 
daerah; dan 

f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 
bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. 

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang 
sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya. 

Sadangkan Pasal 80 berbunyi sebagai berikut : 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak: 
a. mengajukan rancangan peraturan daerahlinisiatif; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imunitas; 
g. protokoler; clan 
11. kcuangan dan adn~inistratil: 

I3crdasarkan bunyi l'asal 80 hurul' a di atas bahwa salali satu hak 

anggota DPRD adalah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (RPD) 

atau yang dikcnal juga dcnga.n hak inisiatil: 

I'ada I'craturan I'cmcri~itali juga ada mengatur hak inisiatif DPRD, 

yaitu PP RI No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan 

Tata Tertib DPRD, Pasal28 yang berbunyi 

"' PP R1 No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD 
Pasal 28. 



Anggota DPRD mempunyai hak : 
a. nlengajukan Rancangan Peraturan Daerah; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyarnpaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imunitas; 
g. protokoler; dan 
h. keuangan dan administratif. 

I'ada U U  No.32 'I'ahun 2004 tcntang I'emeriiitahan Dacrali juga ada 

diatur hak anggota DPRD, yaitu pada Pasal44 ayat (1) berbunyi 

Anggota DPRD mempunyai hak : 
a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imunitas; 
g. protolcr; dan 
h. kcuangan dan administratil: 

llak inisiatif ini juga ada diatur dalani Tata Tertib DPRD Kota 

I'alangka Raya yaitu dalam Kcp~~lusan DPRD Kota Palangka Raya 

Nomor: 1 88.4.4311 ~~11~1'1ZD12005, Pasal 28 yang berbunyi : 124  

Anggota DPRD Kota Palangka Raya mempunyai hak: 
a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; 
b. Mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imunitas; 
g. protoler; dan 
11. kci~angan clan aclniinistratil: 

123 U U  No.32 Tahun 2004 tcntang I'cnicrintali Daerah Pasal 44 ayat ( I) 
124 Tata Tertib DPRD Kota Palangka Raya No. 188.4.431 1 6 1 ~ ~ ~ ~ 1 2 0 0 5  Pasal 28. 



2. Macetnya Hak Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya 

Pcngikulscrtaan rakyat un tuk  turut bcrtanggung jawab di dalam 
I 

pemerintahan diwujudkan dengan adanya lembaga DPRD yang 

melaksanakan fungsi legislatif dan tugas kontrol I terhadap kinerja Kepala 

Daerah (e ksekuti f) dalam menjalankan tugasnya. Begitu pentingnya 

fungsi legislatif ini, maka undang-undang memberikan hak kepada DPRD 

untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang disebut sebagai hak 

inisiatif. 

Memang fungsi utama dan fungsi asli dari DPRD adalah pembuatan 

Peraturan Daerah. Lewat fungsi pembuatan Peraturan Daerah ini DPRD 

menunjukkan warna karekter serta kualitasnya, baik secara material 

maupun secara fungsional. Kadar Peraturan Daerah yang dihasilkan 

DPRD menjadi ukuran kemampuan DPRD tersebut dalam menialankan 

fungsinya serta menjamin eksestensinya. 

Sesungguhnya hak inisiatif DPRD ini sangat diharapkan oleh 

masyarakat, karcna mclalui hak inisiati T ini warga masyarakat berharap 

agar aspirasi lnercka dapat dipcrjuangkan oleh wakil-wakilnya yang 

duduk pada lcmbaga DI'RD. Terutama warga lnasyarakat yang masih 

berada dibawah garis kemiskinan, mereka menkinginkan mendapatkan 

pcliryan:tn kc~chaIi~tl, pcntlitlikan, kcbu~uhan hidup yang Icrjangkau olch 
I 

mereka. Disamping itu juga mcreka mengingiiikan lapangan pekerjaan 



dan penghasilan yang memadai sebagaimana yang diamanatkan oleh 

UUD 1945. 

I 
I'adn kcnyataannya, harapan warga masyarakat masili ,ia~lli dari 

kenyataan. Wakil-wakil yang ~nereka pilih dan kini duduk pada lembaga 

DPRD seakan-akan sudah lupa dengan ja~~ji-janji yang mereka ucapkan 

sewaktu kampanye, bahkan anggota DPRD itu sendiri tidak tahu apa 

fungsi mereka yang sebenarnya. 

I3anyak orang ingin nic~i.jadi anggota DPRD karena mereka 

berharap bahwa lembaga DPRD adalah lembaga yang terhormat, punya 

penghasilan yang besar, mendapat sarana yang cukup seperti : mobel, 

rumah dan fasilitas hidup. Hal inilah yang sering membuat anggota 

DPRD lupa diri, bahwa dia itu adalah wakil rakyat yang hams 

nieniperjuangkan orang yang diwaki linya. 

Seringkali diberbagai media diberitakan bahwa anggota DPRD 

yang baru dilanti k mcn~~nlul bcrbagai li~sililas dan ingin kcnaikan gaji, 

scsungguhnya ini adalali sesuatu yang sangat ironis dan tidak sepantasnya 

dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang terhormat. 

Pada prakteknya DPRD Kota Palangka Raya hasil pemilu tahun 

2004 sampai akhir tahun 2006 belum dapat melaksanakan hak inisiatif, 

selain dari sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, berdasarkan 

pengamatan dan hasil penelitian yang penulis lalcukan masih ada faktor 

lain berupa internal, yaitu : 



a. Pemahaman anggota DPRD tentang Legal Drafting masih rendah. 

b. 'L'ingkat dan latar bclakang pendidikan 

c. Rangkap jabatan 

Sedangkan faktor eksternal adalah : 

a. Banyaknya Reperda yang diajukan oleh eksekutif. 

b. Eksckutif mcmpunyai aparal yang lengkap scdangkan I)I'I<I) lidak 

mempuliyai aparat yang lengkap. 

D. Kendala-kendala Untuk Melaksanakan Hak Inisiatif DPRD Kota 
Palangka Raya 

Sebagai badan legislatif, DPRD berfungsi sebagai badan pembuat 

Peraturan Perundang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktuali- 

sasikan diri sebagai wakil rakyat. Pasal 78 dan 80 Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2003 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi 

perundang-undangan, yaitu : bersama-sama Kepala Daerah menyusun dan 

menetapkan Peraturan Daerah untuk kepentingan daerah dalarn batas-batas 

wcwcn:uig yang discralikun kcpitcia ducrali. 

Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Kepala Daerah atau 

DPRD. Undang-Undang dan Tata Tertib DPRD telah mengatur hak prakarsa 

dan mekanisme usul prakarsa atas Rancangan Peraturan Daerah. Akan tetapi, 

bcrhagai kandula ynng di lladapi ~clnli mcnycbabkan liak prakarsa ini bclum 

dilaksanakan oleh DPRD Kota Palangka Raya terutama Periode 2004 - 



2009. Dengan kata lain, naskah Rancangan Peraturan Daerah umumnya 

masih datang dari eksekutil. 

Agar lcbih mudah dipaliami tentang kendala-kendala hak inisiatitf ini, 

~nakil scbcl u n ~  pcnu l is lebi 11 jauh men1 bahasnya akan penul is sajikan terlebih 

- dahulu tabel tentang Pendidikan, Pekerjaan Selain DPRD, dan Pengalaman 

Sebagai Anggota DPRD. 

Pendidikan. Pekerjaan Selain DPRD, 
Dan Pengalaman Sebagai Anggota DPRD 

NAMA Pendi Pekerjaan Selain Pengalaman 
d i kan DPRD Sebagai 

Agf. DPRD 

irektor PI' I - I 
w- 

2 ( Weldan M.S, SH I SI I Daga11,g I 1 kali 
I A n I. O I I  1 0 1  I I 

1 6 I Subandi. S.Sos 1 S1 I Wartawan- 1 - 1 

L 4  I Prapti Suryandari I SLTA 

7 ( H. Abu Sadikin I SLTA I Dagang I 1 kali I 

8 I Drs. Charlvs P I SI I Pengusaha 1 2 kali 

- 1 

9 
10 
I I 

t 16 1 Zi~lkifli Yahya 1 ;\,'I'A I Manager CV 1 I 1 
17 1 Svahruddin 1) Direktor CV 

Ma~nbangI.Tubil 
Drs. Aycnedy L, S.l'd 
13-s. Sibcr - --- - -  

S LTA Manager 
S2 Pengusaha I kali 

14 
15 

20 Asnawi, SP 1 Sl 1 D a a  4 : 4 
2 1 Marvono. SI-Il I--I I S I  Su~ervisor 1 ~ 1 '  

Mekatrin Y usoa 
Drs.H.Jamran K , M M  

SLTA 
S 1 
S I 

S I -- 
S 1 

1 8 
19 

-- 
Junaidi, S.Ag 
Sugianto, SI' 

22 
23 - - 

- 

Ketua Koperasi 
- 
- - 

Ir. Fitriadi Yusuf 
1 latir Sata T, ST;. 
-. -. - -- .- . - - 

- 
- -- - 

1 

S 1 
S I 

Swasta 
Dircktor CV 
- - - -- - -- 



S I D ran )  
. . . .. . . . . abb ... .. . : .. . 

SI,'I'A Usaha 'I'ravcl 

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 
(Periode 2004 - 2009) 

Ada bebcrapa hktor yang mcnjadi kendala sehingga DPRD Kota 

Palangka Raya sampai saat ini belum dapat melaksanakan hak inisiatifnya, 

kendala tersebut ada yang berupa intcrnal dan ada juga kandala eksternal. 

1. Kendala Internal 

a. I'emahaman Anggota DPKD tentang Legal Drafting 

Kesul itan yang paling mendasar untuk merealisasikan hak 

inisiatif bagi DPRD Kota Palangka Raya adalah masih rendahnya 

pemahaman mereka terhadap Legal Drafting. Memang tidak mudah 

untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah, berdasarkan angket 

yang pcnulis cdarkan pada DI'RD Kota Palangka Raya, memang 

masih banyak anggota DPRD yang belum pallam tentang pembuatan 

I.,cgal I>raliing. IJntuk lcbi I1 jclasnya berikut ini akan disajikan dalatn 

bentuk tabel. 



Tabel 12 

I'emahaman Anggota DPKD tentang Legal Drafting 

N 0 

- 

I 1 

J l  IMI .A1 I 
- - - - - 

KITr17RANGAN 
- - -- - 

2 

I 

Mc~iipcrlia~ikan label 12 tli atas ini, cukup mcngcjutkan 

I'ROSEN 
I~4Sl 

-- - 

Paham dengan Tata Cara dan 
Tekni k I'embuatan Rancangan 
Peraturan Daerah 

I I I 

ternyata anggota DPRD Kota Palangka Raya yang paham terhadap 

Tidak paham dengan Tata Cara 
dan Teknik Pembuatan Ranca- 
ngan I'craturan 1)acrali 

Jumlah 

Tata Cara dan Teknik Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah hanya 

04 

2 5 1 100% 

04 orang (1 6 %). Setelah penulis lacak dari angket ternyata ke empat 

16 % 

2 1 

Sumber : Data primer, diolah peneliti, 2007. 

orang tersebut adalah 2 (dua) orang alumni Fakultas Hukum yaitu 

84 % 

Agus Romansyah, SH dan Walden. M.S, SH ; 1 (satu) orang alumni 

Fakultas Syari'ah yaitu Maryono, SHI, dan sisanya 1 (satu) orang 

alumni sarjana pendidikan, altan tetapi beliau sudah 2 (dua) kali 

pernah menjabat anggota DI'RD sekarang menjabat untuk ketiga 

kalinya. beliau adalah Drs. Cliarly. S. Penyang."' 

- . .. . . -. 

175 I>ata dipcrolch dari ungkctyilng cl i bagi pada I>I'I<I>, diolah pcncl iti, 2007. 



Mcmang tidak niiidali mcnyusun Rancangan Peraturan Daerah, 

karena diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup, 

126 bcrdasarkan pen-jclasan Abu Sadikin yang kini men-jabat anggota 
. . 

DPRD Kota Palangka Raya untuk yang kedua kalinya dan sudah 

pernah ikut kunjungan kerja hampir ke seluruh wilayah Indonesia. 

Pada bulan April 2004 pernah ikut nielakukan Kun.jungan Kerja ke 

DPRD Slema11 Yogyakarta, untuk mempelajari ~entailg Perda Jasa 

Rumah Kos dan Pendidikan di Yogyakarta, akan tetapi setelah 

pulang ke Palangka Raya tidak dapat merealisasil.an karena kesulitan 

menyusun Rancangan Peraturan Daerah. 

Penjelasan Abu Sadikin tersebut senada juga dengan penjelasan 

Jamran Kurniawan, dimana beliau menjelaskan bahwa DPRD Kota 

Palangka Raya belum inampu menyusun Rancangan Peraturan 

~ a e r a h .  12' 

Kesulitan tersebut adalah Rancangan Peraturan Daerah yang 

dibuat harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu UU 

No.32 Tallu11 2004 Pasal 137 dan 138, dalam pasal ini diatur bahwa 

Rancangan Peraturan Daerah harus memenuhi, yaitu : 

'" I lasil Wawancara dcnga~i Abu Sadiki~i dari Sraksi tiolkar menjabat anggota DPRD 
Kota Palangka Raya untuk yang Icedua kalinya, wawancara pada tanggal 19 Pebruari 2007. 

127 Hasil Wawancara dengan Jamran Kurniawan, Wakil Ketua DPRD Kota Palangka 
Raya Periode 2004 - 2009 pada tanggal 20 Januari 2007 



1) Harus memenuhi asas, yaitu : a. kejelasan tu-juan; b. 

kelem bagaan; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; c. kcdayagunaan dan kchasilgunaan; f. 

kejelasan rumusan, dan g. keterbukaan. 

2) Materi muatan Rancangan Perda juga harus mengandung asas 

sebagai bcrikut : a. pcngayoman; b. kemanusiaan; c. kebang- 

saan; d .kekeluargaan e. kenusantaraan; f. bhineka tunggal eka; 

g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerin- 

tahan; i . ketertiban dan kepastian hukum; dan j . keseimbangan, 

kcscrasian dan kcsclarasan. 

Jadi dalam menyusun Rancangan Pcraturan Daerah tidak asal 

disusun saja, akan tetapi harus meinperhatikan juga asas dan materi 

n1uatannya, hat inilah yang membuat DPRD Kota Palangka Raya 

tidak dapat mclaksanakan hak inisiatifnya. 

Ilisisi lain pcnychah anggota DPRD Kota Palangka Raya tidak 

mcniahami I .cgal Ilra liing, mcnurut pen-jclasan ~ ) w i y a n t o ' ~ ~  adalah : 

I ) I ,cmahnya sclcksi calm anggota DPRI). Pada umuninya partai 

polilik yang ada tli I'alangka liaya tidak mc~~cntukan pcrsyaratan 

yang ketat, untuk calm nomor urut 1 dan 2 scringkali dihcrikan 

kepada yang lama men-jadi pengurus partai dan atzu mampu 

125 1 1 W i l ~ i l l ~ i i l  l l l l  W I O  I I ' I  l i l  1 i 1 1  I p ~ l l l i l l l  
'l'ahun 2004 tidak tcrpilih mcnajdi anggotn DI'RD, wawancara pada tanggal 2 1 I'ebruari 2004. 



membiayai kampanye partai yang bersangkutan. Sedangkan 

untuk calon anggota nomor urut 3 dan seterusnya pada umumnya 

orang tidak tertarik, seliingga pimpinan partai seringkali mencari 

dan mengajak orang lain agar mau menjadi caleg partai tersebut. 

2) Kurangmya pengetahuan anggota DPRD atas tugas yang 

diembannya. 

3) Dobot moral yang longgar, Inalas dan kurang integritas. 

4) Tidak ada usaha untuk bersiap-siap atau dipersiapkan untuk 

mengemban tugas sebagai anggota DPRD. Persiapan disini 

maksudnya adalah menyangkut pemahaman tentang apa yang 

menjadi tugas DPRD clan atau anggota DPRD, dan kesiapan 

sikap serta mental untuk menjalankan tugas dimaksud. 

b. Tingkat dan latar belakang pendidikan 

Tingkat dan latar belakang pendidikan dapat berpengaruh 

tcrliadap kincl:ia scsco~.a~ig, dcmikiati jugs dcngan anggola DPRD 

Kota Palangka Raya. Berikut ini akan penulis sajikan tingkat 

pendidikan anggota DPRD Kota Palangka Raya Periode 2004 - 

2009, yaitu sebagai berikut : 



Tebel 1?  
'I'ingkat I'cndidikan Anggota Dl'liD Kota I'alangka Iiaya 

PI<OSENTAS~/ 

1 
1 
2 
3 

Tabel 13 menggambarkan bahwa anggota DPRD Kota 

JUMLAI-I 
-- 

NO 

SLTA 
STRATA 1 
S'I'RA'TA 2 

Jumlah 

Palangka Raya Periode 2004 - 2009, masih ada yang berpendidikan 

TINGKArT PENDII)IKAN 

SLTA jumlahnya 07 (tujuh) orang atau (28 %). Walaupun yang 

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 
Periode 2004 - 2009 

2 5 

berpendidikan SLTA ini jumlahnya tidak terlalu banyak dan 

100 % 

dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi dapat mempengaruhi 

DPRD dalam mengimplementasikan hak inisiatihya. 

Sedangkan Iatar belakang pendidikan anggota DPRD Kota 

Palangka Raya, cukup bervariasi, mulai dari sarjana hukum, sarjana 

pendidikan, sarjana kehutanan, sarjana pertanian, sarjana ekonomi, 

sarjana sospol dan ada juga sarjana agama. Berikut ini akan penulis 

sqjikan dnlam hcntuk labcl, akan tctapi tabcl ini dikaitkan dcngan hak 

inisiati S sehingga latar belakang pendidikan mereka dibagi dalam dua 

katcgori sqja, yaitu hukum dan non hukum. 



Latar Belakang I'endidikan Anggota DP6.D Kota Palangka Raya 

I I Jumlah I 100 % 1 

NO 

I 
1 

2 

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 
Periode 2004 - 2009 

JUMLAH TINGKAT PENDIDIKAN 

Hukum 

NonHukurn 

Dari tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa ternyata anggota 

PROSENTASI 

DPRD Kota Palangka Raya yang berpendidikan Sarjana Hukum 

hanya 3 (tiga) orang atau (1 2 %) sedangkan yang berpendidi kan Non 

Hukum ada 22 (dua puluh dua) orang atau (88 %). Dengan 

banyaknya anggota DPRD yang berpendidikan Non Hukum ini sudah 

barang tentu dapat mempengaruhi kinerja mereka dalan~ 

mengimplementasikan hak inisiatif, sebab bagi yang berpendidikan 

hukum saja namun masih berpredikat Strata 1 (Sl) belum tentu 

paham dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah, apalagi bagi 

yang Sarjana Non I i u  kum. 

c. Rangkap .labatan 

Rerdasarkan penelitian penulis pada DPRD Kota Palangka 

Raya ternyata ada anggota DPRD yang punya jabatan rangkap. Hal 

ini terjadi karena sebelum menjadi anggota DPRD mereka sudah 



rnerniliki pekerjaaan yang cukup baik seperti Badan Hukum, 

misalnya Direktur atau Anggota CV, PT juga ada yang punya usaha, 

schingga kclika mc~?jadi anggota DI'RII mcrcka tidak rnau 

mclcpasnya. IJnti~k lebih jelasnya berikut ini akan penulis sajikan 

dalam bentuk tabel, yaitu: 

Tabel 15 
Itangkap Jabatan anggola DI'RD Kota Palangka Raya 

I No I Keterangan 1 Jumlah 1 Prosentasi 1 

I l l  

Rangkap Jabatan 

Su~nber : Sekretariat DPRII Kota Palangka Raya 
I'criodc 2004 - 2000 

Ilari tabcl 15 di alas dapat dikctahui bahwa anggota DPRD 

Kota I'ala~lgki~ I<aya c ~ k ~ r p  hirnyak yang ra.ngk.ap jabatan karena 

schclu~ii nic~i.iadi i1llggoIa IlI'11 I )  sudah punya pctict-jaan lain dan 

jt~mlalinya adalali 17 (Ii~juli hclas) orang atau 68 '%I, scdangkan yang 

tidak punya pckc~iaan lain sclain anggota DPRD hanya 08 (delapan) 

orang atau 32 I%,. 

Akibal anggola III'RD Kota Palangka Raya mayoritas punya 

rangkap jabatan sclain rncn-jadi anggota DPRD, sehingga rnereka 

disibukkan juga dengan peker-jaan luar tersebut, akhirnya pekeriaan 



nicn.jadi anggota DPRD hanyn pckct-jaan samhilan scdangkan 

pekerjaan pokok adalah pekerjaan diluar selain sebagai anggota 

DPRD. 

Walaupun dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 54 ada diatur 

larangan merangkap jabatan bagi anggota DPRD, akan tetapi 

larangan rangkup jabala~l ini ~nasili sqia tct-iadi. Adapun pcnycbab 

let-jadinya rangkap jabatan ini adalah anggota DPRD setelah habis 

masa jabatannya tidak mendapatkan uang pensiun, sehingga pada 

saat mereka menjadi anggota DPRD bagi yang yang sudah punya 

usaha berusaha unluk mempcrluas usahanya, bagi yang belum punya 

usaha berusaha menciptakan usaha sebagai bekal hidup pasca 

menjadi anggota DPRD. 

2. Kendala eksternal 

a. Banyaknya Reperda yang diajukan oleh Eksekutif. 

Banyaknya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh 

pihak cksckulir, akihatnya DPRD Kota Palangka Raya hanya 

disibukkan membahas Perda yang diajukan oleh eksekutif tersebut, 

schingga tidak lcr~notivasi lagi untuk menyusun Rancangan 

I'cratun~n Ilacrali 

. . 
Pada tahun 2004 scbagai~nana tabel 8 di alas, ada 35 (tiga 

puluh lima) buah Kancangan I'eraturan Daerah yang diajukan oleh 

pihak cksckulifl sclclah diadakan pembahasan anlara DI'IIIl Kota 
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Palangka Raya dengan eksekutif, akhirnya Rancangan Peraturan 

Daerah itu dapat diterima oleh DPRD Kota Palangka Raya untuk 

di tetapkan men.jadi Peraturan Daerah. 

Pada tahun 2005 sebagaimana tabel 9 di atas, ada 10 (sepuluh) 

Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh eksekutif, dalam 

pcnibalir~san olcli 1)I'ItI) Kola I'alangka Raya bcrsama cksckutif, 

akhirnya semuanya juga dapat diterima dan ditetapkan rnenjadi 

Peraturan Daerah. 

Pada taliun 2006 sebagaimana tabel 10 di atas, ada 17 (tujuh 

bclas) buah Itancangan I'craturan Daerah yailg diajukan oleh 

cksckulil' kcpada DI'ItD Kola Palangka Raya, dalam pembahasan 

olcli DI'RI) Kola I'alangka Itaya bcrsama eksekutif akhirnya dapat 

clilcrim;~ clan dilclapkan mc~i,jadi I'craluran I>acrali ilnluk selan.jutnya 

climual dalani 1,cmbaran I)acrali (I,!)) Kota Palangka Raya. 

Scbagaimana dikcmukakan di atas banyaknya Rancangan 

I'cral\~ran I)i~cri~Ii yang cliajukan 1:ksckutil' kcpada DPRD Kota 

I'alangka Raya, scliingga anggota DPRD Kota Palangka Raya tidak 

termotivasi lagi nienyusun Rancangan Peraturan Daerah dan mereka 

hanya menunggu Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh 

eksckuti T. 



b. Eksekutif mempunyai aparat yang lengkap sedangkan DPRD 

tidak mempunyai aparat yang lengkap 

Kcmudahan eksekuti f dalam menyusun Rancangan Peraturan 

Daerah adalah mereka mempunyai aparat yang lengkap sedangkan 

LIPRD tidak mcmpunyai aparal sclcngkap cksckutil*. Misalnya untuk 

mcnyusun I<cpcrdu I'cndiclikan maka Walikota dapat n~c~iicrintah 

kepada Dinas Pendidikan, dimana Dinas Pendidikan ini mempunyai 

pcgawai yang cukup banyak sampai ke Kecamatan sebab di 

Kccam:rtun adn juga Kanlor I'cndidikan Nasional. 

I3crbcda clcngan I > I ' I < I >  Kota I'alang,ia Raya, ilntuk nicngurus 

pcndidikan ini  ditangani olch Ko~nisi IV yang jumlah anggotanya 

lianya 6 (enam) orang saja, disamping mengurus pendidikan Komisi 

IV juga ~iicn;ingani masalali agama, pramuka, genarasi muda, oIah 

raga, kcluarga bcrcncana, kcbcrsi han lingkungan, tenaga kerja, 

13ariwisala. .ladi snngal waiar kalau Komisi 1V IIPRD Kota Palangka 

Itaya ini tidak dapat mcnyusun Repcrda tcntang Pendidikan. 

13. I'ernecahan Masalah 

Bcrdasarkan pcrmasalahan ini maka perlu dicarikan pemecahannya, 

dalam ha1 ini penulis berusaha mencarikan solusinya, yaitu sebagai beriltut : 

1 .  I'crlu diadakan I'cndidikan dan I'elatihan tentang 'l'eori Perundang- 

Undangan dan Teknik Pembuatan Perundang-Undangan kepada 

III'liD Kota I'alangka Kaya, walaupiln anggota DI'RD Kota I'aIangka 



Raya mayoritas sarjana dan balikan ada satu orang yang sudah 

Magister, akan tetapi yang berpendidikan Sarjana tIukum hanya 3 

(tiga) orang atau 12 % saja, sedangkan sisanya terdiri dari berbagai 

bidang disiplin ilmu, seperti ada yang sarjana ekonomi, sarjana 

kehutanan, sarjana pertanian, Sarjana pendidikan, sarjana sospol, dan 

sarjana agama. 

Ketentuan ini juga se-jalan dengan pendapat anggota DPRD Kota 

Palangka Raya, berdasarkan angket yang penulis edarkan pendapat 

mereka dapat dikelompokan menjadi dua pendapat yaitu : 

a. Atla 17 (li!iuli bclus) orang atau 72 O/o yang menyarankan agar 

diadakan Pendidikan dan Pelatihan tentang Tata Cara Pembuatan 

I<ancangan I'craturan Dacrah, dcngan mendatangkan ahlinya 

untuk dijadikan sebagai pembina. 

b. I'cndapat kcdua hampir senada dengan diatas, yaitu ada 08 

(dclapan) orang atau 28 % yang menyarankan agar diadakan 

pclatilian 'I'ata Cara Pembuatan Rancangan Perda dengan 

menunjuk Tenaga Ahli di DPRD sekurang-kurangnya 2 (dua) 

orang yyag hc.rpcndidil\an I lukum minimal Srnra 2.  .l:~di rnc~~ui-i~t 

pendapat mcrcka yang di,jadikan lnstruktur cukup dari Tenaga 

Ahli 1)I'I:I) sc.~ltliri, sc.l~in~:l~,;r 'I'c-nill~il Ahli I)I'I:I) Kol;~ I'alilngka 

T<:ly:l ~ncmpr~~\y : l i  li~njl.;i 



Disamping itu juga perlu adanya seleksi yang ketat terhadap 

Calon Legislati f agar yang terjari ng benar-benar mempunyai 

pcngctaliuan tentang pcnyusunan Rancangan I'cl-aturan h e r a h ,  

punya pengetahuan tentang kondisi daerah, bermoral yang baik d'm 

punya itikad untuk belajar tentang tugas dan fungsi DPRD. 

2. Anggola IIPRII Kota I'alangka Raya yang niempunyai pekerjaan 

rangkap selain menjadi anggota DPRD haruslah lebih fokus kepada 

tugas-tugas sebagai anggota DPRD. Hal ini perlu disadari karena 

tugas sebagai anggota DPRD adalah arnanat rakyat dan sebelurn 

mcmangku jabatan mcrcka sudali mengucapkan sumpah. Scdangkan 

pekerjaan lain selain sebagai anggota DPRD hanyalah bersifat 

pribadi, oleh scbab i lu  anggola DPRD Kota Palangka Raya harus 

niemcntingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sesuai 

dcngan 'l'ata Terlib DPRI) Kota Palangka Raya Periode 2004 - 2009 

I'asal 30. 

3. 1)1'1<1) Kota I'i~langka Raya pcrlu nicningkatkan kincrja11y:l seliingga 

(lapal ~iicrcalisasiha~i Iiak in~siatil' un tuk  ~iic~iipe~:iua~igka~l aspirasi 

masyarakat yang diembannya. DPRD Kota Palangka Raya jangan 

cuma menunggu Rancangan Peraturan Daerah dari Eksekutif, karena 

Rancangan I'crda yang datang dari Eksekutif lcbili nicnipcrliatikan 

kepentingan pemerintah. Disamping itu kalau hanya menunggu 



Raperda dari Eksekulif, bcrnrti DPRD Kota Palangka Raya hanya 

menjadi "Tukang Stempel" dari Eksekutif. 

Demikianlah hal-ha1 yang dapat penulis sampaikan agar anggota 

DI'RI> Kota I'alangka Rayn bcnar-bcnar nien.jnlankan tugasnya sesuai 

dcllg:rl~ i ' i~~~gsi~~y: \  L I I I ~ [ I I ,  I ~ I c I ~ ~ ~ > c I : ~ ~ I : I I ~ ~ ~ ~ I I I  i ~ s l > i ~ \ ~ i  ~i1kyi11 LI:III I I I C ~ C I ; \ ~ ~ : I I I  

kepentingan umum di atas dari kepentingan pribadi. Dengan dernikian 

dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Palangka Raya yang 

kini masili bnnyak liidup d i pcdalan~an dcngan kondisi sangat 

~iic~iipriliali~ika~i baik ckonomi maupun pendidikannya. 



BAR IV 

P E N U T U P  

A. Kesimpulan 

Scbagai pcnutup dari thcscs ini, ~naka penulis akan nienyampaikan 

kcsifnp~iliin. yilitt~ : 

1 . I'cngaturan I-lak 111isitil' DPRD diatur dalarn : 

a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal21. 

b. Undang-Undang Noinor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kcdudukan MI'It, 1>1'1t, 1>1'1) dan I)I'RI>, pada I'asal 80. 

c. IJndang-lJndang Nomor 32 l'ahun 2004 tentang Penierintahan 

I)acrah, pada I'asal 44 ayut ( I )  

d. I'craturan I'cmcsintali Rcpublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tcntang Pcdonian Pcnyusunan Peraturan 'Tata Tertib DPRD, pada 

I'asal28 

e. Khusus untuk DPRD Kota Palangka Raya diatur dalarn 

Keputusan DI'KD Kota Palangka Raya Nomor 

188.4.4311 6lDPRDl2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD 

Kota I'alangka Kaya I'eriode 2004 - 2009, pada Pasal 28. 

2. IIak Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya sarnpai saat ini belum dapat 

diimplementasikan (mengalamai kemandegan). Ada beberapa kendala 

untuk melaksanakannya, yaitu : 



a. Kendala internal, Yaitu : 

1 )  Pemahaman anggota DPRD Kota I'alangka Raya tentang 

1,cgal Drafting masili rcndali. Dari 25 anggola DPRD Kota 

Palangka Raya hanya 4 (empat) orang atau 16 YO yang 

menyatakan paham, ke-empat orang ini adalah 3 orang sarjana 

hukum dan 1 orang yang sarjana pcndidikan akan lctapi bcliau 

sudah 2 kali menjadi anggota DPRD dan sekarang untuk 

ketiga kali, sedangkan sisanya 21 (dua puluh satu) orang atau 

84 '% tiic~iyataka~i tidak paliam tentang Legal Drafting. 

Rendahnya pemahaman anggota DPRD ini disebabkan ole11 

Icmalinya sclcksi calon legislatif oleh partai politik, 

longgarnya moralitas anggota DPRD dan tidak adanya usaha 

dari anggota 1>1'1<[> itnluk berusalia nieniahami tugas dan 

kcwai ibannya.. 

2)  'I'ingkal dan Iiilar bclakang pcndidikan. 

I l ~ i l t ~ k  lingkal pcntlitlikan tiiasili ada yang bcrpcndidikan 

SLJrTA yailu 7 orang atau 28 %, sedangkan latar belakang 

pendidikan ternyata banyak yang berpendidikan sarjana non 

hukum yaitu 22 orang atau 88 %, dan yang berpendidikan 

sarjana hukum lianya 3 orang atau 12 %I. Akibat banyaknya 

sarjana non liukum ini dapat berpengaruh terliadap kinerja 

DI'KD Kota I'alangka Raya dalam bidang legislasi. 



3) Banyaknya anggota DPRD Kota Palangka Raya yang masill 

rangkap jabatan, walaupun sebenarnya dilarang oleh Undang- 

1 Jndallg 1 i1p i  nlasili saia tcriadi. ji~~iilalinya ada 17 oI.ang iatau 

68 %. Pada umumnya mereka yang rangkap jabatan ini punya 

usaha hisnis, scpcrti CV. PT dan usaha lainnya. Akibat 

tugas sebagai anggota DPRD. 

Penyebab rangkap jabatan ini adalah DPRD setelah habis 

masa jabatannya tidak mendapatkan uang pensiun, sehingga 

pada saat mcnjadi anggota I>l'l<D mcreka berusaha 

memperluas atau menciptakan usaha bagi yang belum punya 

usaha. 

b. Kendala eksternal, yaitu : 

1 )  Banyaknya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh 

eksekutif sehingga anggota DPRD Kota Palangka Raya tidak 

termotivasi lagi untuk membuat Raperda, mereka hanya 

bersifat menunggu dari eksekutif. 

2) Eksekutir mcmpunyai aparat yang lengkap sedangkan DPRD 

tidak mempunyai aparat yang lengkap. Jumlah anggota 

cksckutil'jauli Icbili banyak dari pada jumlali anggota I)PRD, 

sehingga sangat wa-jar jika anggota DPRD tidak pernah 

mengajukan hak inisiati fnya. 



.I). Saran-Saran 

Sebelum mengakhiri theses in i  maka penulis dengan segala 

kcrendahan hati akan mcnyampaikan saran-saran kepada anggota DPRD 

Kota Palangka Raya yang mudah-mudahan dengan adanya saran-saran ini 

I lak Inisiali I' dapal dii~iiplcmc~itasikan dikcmudian hari. Adapun saran- 

saran yang akan disampaikan adalali scbagai bcrikul : 

1. Perlu diadakan Pendidikan dan Pelatihan tentang Teori Perundang- 

undangan dan Teknik Pembuatan Perundang-Undangan, sesuai 

dengan saran yang disampaikan oleh DPRD Kota Palangka Raya. 

Alasannya adalah walaupun anggota DPRD Kota Palangka Raya 

mayoritas sarjana, akan tetapi mereka terdiri dari berbagai bidang 

disiplin ilmu. Berdasarkan data yang ada yang berpendidikan sarjana 

hukum hanya 3 orang atau 12 %, sedangkan sisanya 22 orang atau 

88 % adalah sarjana non hukum. Disamping itu juga bagi partai 

politik dalam menetapkan calon legislatif perlu ada scleksi agar caleg 

yang terpilih benar-benar berkualitas dan menyiapkan calegnya agar 

memahami tentang tugas dan fungsi DPRD. 

2. Anggota DPRD Kota Palangka Raya !rang mempunyai rangkap 

jabatan agar supaya lebih fokus kepada pekerjaan sebagai anggota 

DPRD scsuai dcngan sumpali atau janj i yang diucapkan scbclum 

mernangku jabatan. Oleli sebab itu sebagai anggota DPRD hams 



mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, 

sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota Palangka Raya Pasal36. 

3. DPRD Kota Palangka Raya perlu meningkatkan kinerjanya sehingga 

dapat merealisasikan hak inisiatif untuk memperjuangkan aspirasi 

masyarakat yang diembannya. Oleh sebab itu anggota DPRD Kota 

I'alangka Raya jangan cuma nlenunggu Rancangan Peraturan Daerah 

yang datang dari Eksekutif, sehingga DPRD Kota Palangka Raya 

tidak lagi menjadi "Tukang Stempel" dari Eksekutif. 

Demikianlah hal-ha1 yang dapat penulis sampaikan, semoga theses ini 

. . 
dapat di-jadikan pedoman olch I>PRD Kota Palangka Raya dalam 

menjalankan fungsinya teruta~na untuk memperjuangkan kepentingan 

masyarakat Palangka Raya yang masih jauh ketinggalan jika dibandingkan 

dengan dacrah-dacrah lain. 
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Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan tanggal 9 Nopember 1983. 

2. Surat Menteri Dalam Negeri No.050.11635lBangda tanggal 10 Mei 1982 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Sumber dan Potensi Daerah. 

3. Perat~lran Walikota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Pertama Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 11 1 Tahun 
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Dengan ketentc~an sebagai berikut : I 

a. Setibanya Peneliti di tenipatllokasi pc~lel i t ian 1lar.u~ melapor-kan diri kepada Pejabnt yang 
berwenang seternpat. 

b. Hasil penelitian ini supaya disarnpaikan kcpada Pemcrintah Kota Palangka Raya cq. 
Bappeda Kota PaLangka Raya sebanyak 1 (satu) ekselnplar. 
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c. Surat lzin Pc~iclil iarl ini berlaku sejak diterbitkan dan be~akhir pada tang~a l  14 Mei 2007. 
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